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PROGRAM EVALUATION OF 
PALM OIL PLANTATION DEVELOPMENT 

IN DISTRICT NUNUKAN 

ABSTRACT 

Herawati 
hera2171 @gmail.com 

UNNERSITAS TERBUKA 

This study describes the results of the CIP P program evaluation and identifies the 
factors that influence the implementation of the community palm oil plantation 
development program in Nunukan District. The research method used descriptive 
(qualitative); data collection through interviews, observation and documentation 
studies; and content analysis/document review. Sources of information are parties 
involved in the program. The results show: 1) The program context is relevant to 
local conditions and policies, and farmers needs; encourage self-reliance, 
improve the farmers welfare and ''PAD"; providing employment and business 
opportunities; and increase productivity; 2) Program input is "adequate" 
supported by rules and technical guidelines; organizational management; 
supporting facilities, the technical team with job description; and the budget 
availability; 3) The program process is "adequate"; there are socialization 
activities, assistance distribution, program implementation, guidance and 
assistance, supervision/monitoring by responsible persons, and a schedule; and 4) 
The program products is "adequate"; there is an increase in production, although 
not significant, but contributes positively to the increase in farmers' income. 
Program supporting factors is "adequate" by: the existence of policy 
implementation activities; ~upporting resources, complete and S)lstematic 
implementation mechanisms, and socialized; certified seeds assistance, fertilizers 
and production infrastructure, and technical cultivation of palm oil. Inhibiting 
factors are: geographic conditions; planters' behavior; technical resources; 
farmers education/knowledge level; business capital/fertilization costs; 
supporting infrastructure, and uneven grant aid; and "TBS" price fluctuations. 
Theoretical research recommendations for selected policy alternatives take 
account of effectiveness, efficiency, and adequacy, while practically covering: 
apparatus quality improvement; build farmers institutional/self-reliance; provide 
subsidized fertilizer agent, establishing transportation infrastructure, establishing 
"PKS" and technological innovation; provide operational costs; and set HET­
TBS. 

Key wortls: Policy, CIPP Program Evaluation, plantation development, palm oil 
planters 
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EVALUASIPROG~ 

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SA WIT RAKY AT 
DIKABUPATENNUNUKAN 

ABSTRAK 

Herawati 
hera2 I 7l@gmail.com 

Program Pasca Srujana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini mendeskripsikan hasil evaluasi program CIPP dan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pengernbangan 
perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian 
menggunakan deskriptif (kualitatif); pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi dan studi dokumentasi; dan analisis isi/telaah dokumen. Sumber 
informasi/informan adalah pihak yang terhbat dalarn program. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) Konteks program relevan dengan kondisi dan kebijakan daerah, 
serta kebutuhan petaui; mendorong kemandirian, meningkatkan kesejahteraan 
petaui dan PAD; menyediakan lapangan keija dan kesempatan usaha; dan 
meningkatkan produksi/produktivitas; 2) Input program didukung oleh peraturan 
dan panduan tekuis. Organisasi/manajemen dan sarana prasarana pendukung 
"cukup/memadai", ditunjang oleh tim tekuis dengan pembagian keija dan 
ketersediaan anggaran; 3) Proses pelaksanaan program "cukup/memadai", 
terdapat kegiatan sosialisasi, penyaluran bantuan, pelaksanaan kegiatan, 
pembinaan dan pendampingan, supervisi/mouitoring penanggungjawab sesuai 
jadwal pelaksanaan; dan 4) Produk capaian program "cukup/memadai"; terdapat 
peningkatan produksi walaupun tidak siguifikan, namun berkontribusi positif 
terhadap peningkatan pendapatan petani. Faktor pendukung program 
"cukup/memadai" dengan indikator: adanya kebijakan pelaksanaan kegiatan; 
sumberdaya pelaksana, mekanisme pelaksanaan kegiatan lengkap dan sistematis, 
serta disosialisasikan; bantuan bibit bersertifikat, pupuk dan sarana prasarana 
produksi, dan tekuis budidaya sawit. Faktor pengharnbat adalah: kondisi 
geografis; perilaku pekebun; orgauisasi/manajemen; smnberdaya PPL; tingkat 
pendidikan!pengetahuan petani; modal usaha dan biaya operasional/pemupukan; 
infrastruktur pendukung, dan bantuan hibah belmn merata; dan fluktuasi harga 
pemasaran TBS. Rekomendasi penelitian secara teoritis agar altematif kebijakan 
terpili11 memperhatikan: effectiveness. efficiency, dan adequacy, sementara secara 
praktis mencakup: meningkatkan kualitas dan etos keija aparatur; membangun 
kelembagaanlkemandirian petani; penyediaan agen pupuk bersubsidi, 
mengadakan sarana prasarana transportasi, mendirikan PKS dan inovasi 
teknologi; memberikan biaya operasional; dan menetapkan HET-TBS. 

Kata-kata kunci: Kebijakan, Evaluasi Program CIPP, pengembangan perkebtman, 
kelapa sawit rakyat 
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BABIV 
BASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyajian basil dan pembabasan penelitian memberikan infonnasi umum 

tentang perkebunan di Kabupaten Nunukan, basil evaluasi program, dan hasil 

identiflkasi terhadap faktor yang berpengaruh. Selengkapnya, sebagai berikut: 

A. Gambaran Umum Perkebunan 

Gambaran umum menyajikan paparan tentang pengelolaan perkebunan 

kelapa sawit, fungsi/tugas Pemda dan instansi terkait lainnya, sebagai berikut: 

1. Potensi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit 

Berdasarkan telaah dokumen, peneliti memperoleb fakta bahwa potensi 

sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan merupakan sektor 

unggulan dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerab yang sangat potensial, 

disamping komoditas perkebunan lainnya, seperti: kakao, kopi, !ada, karet, 

cengkeh, dan kelapa Fakta tersebut dapat disimak pada table berikut ini. 

Tabel 4.1 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan 
Jenis Tanaman di Kabupaten Nunukan (hektar), 2015 

K~ubniii.On Kntel Ktolaplll 
K~lniUI 

Kopl Lodo Ko.tr.M.O Ji\lnny 

Subdlitrlf'l nubbrr Cocvnul saw It Col/- l't!pl)lf'l' Co~ou • Oil Palm Olh~H 

,_ ... m--~~--.. ·-~ --u~r---- -"'--·ray--·-- -~-,4,---~----~~~-· ·-· --~- t6·;--·-~--~--·-r7-r-----·---·csJ -..-.. 
KriJyan 

Q,OD l.OO 0,0{1 !';,~0 0,00 (},(){) 0,00 5el;tta.n 

' lo<ldV.JII 1,00 '·"" 0,00 1,00 0,00 o.oo 7,51 

' 
lumbls 

•l,OU 1.00 OgtmH 
0,00 1,1)() O,!'iO 0,1)0 n,oo 

·• lHfnbl~ " '1.00 510,00 9. ~,o 0.25 ·1,50 0,00 

·' 
~~mbakunu o,nn !l.liU o.nu 0,00 0,00 Att1lttl 

• ~qmiJilJ..Un~ ·1,00 o.so 1392,00 '·"" o,so 2,00 0.00 
1 Sebuku 0,00 J1,ii0 1913,00 ),70 o.oo 0,00 0,00 

" h•lln On~ol 0.00 J9,00 2611.00 s.oo 0, f)CJ 0.00 ., Sel 
(l,i.)U 1,1>1".1 0'1•1•1,,\UO o,=-u 1,00 o.ou 

Ml:!nl!lAiJrlo:. 
1,00 

10 NUII\>~ttll lOO,OV .l,l)U "175,00 1, '50 0,50 1.00 

1> 
NUII\1\..dll 

l Jll,OO 1.11,1'.)0 
!..Pirllllll 

6:J!J,OO 1,0f) 1.1}0 11,00 U,Ut) ., !•eb.tlik o.uat 0,00 1.00 1150.1}0 21 ... l) 11,30 .<'00.00 0,00 
1) !·~h<:~tilo. (),lJU lO,OU 1441.>,UQ !.,r.o tl.OO IO.l~.OO v.oo 
1·• 

~~t::b.tllk 

TttnUI 
ti.,tKJ rJ,OO IUI\,lil) '~·"" J,OV n.t"I,UO U,lli.P 

l ~. 
~..._.IMCIJ. 

Tt.>n~,1h 
/),{}(} 1/,UO IJOfUIH tn,nu 1.~o l~JOCo,OO U,IX) 

'" ~ .. d.M\IJ.. 1)1;.11" 0,\.ttl ');I 01) -:'-'UV,OL' i,\.)1} :l.tJO 6:')4,00 o.uo 
tco.hufhltPn 

J IU,OO •'1)0,10 lJ 40ti,JO ~JJ,tiO Jl,O'; !i II~CJ,OO H.~J Nunuk>~n 

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan 2015 
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Tabel di atas menunjukkan data luas lahan pengembangan perkebunan di 

Kabupaten Nunukan tahun 2015. Luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 

22.404,30 hektar, jauh di atas luas lahan komoditas perkebunan lainnya. Data 

tersebut juga menempatkan sektor perkebunan kelapa sawit menjadi primadona 

investasi dengan nilai milyaran rupiah. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu (BKPMPT) Nunukan tahun 2015 mencapai Rp 649 miliar dari 

target sebesar Rp I triliun, di mana capaian investasi dalam negeri lebih tinggi 

daripada asing dengan nilai Rp 538 miliar, sedangkan investor asing lima kali 

lipat di bawah dalam negeri sebesar Rp Ill miliar. Nilai investasi tersebut akan 

terns berkembang seiring besarnya animo masyarakat dan para investor dalam dan 

luar negeri untuk berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit 

Menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan (nama Dinas sebelum 

bergabung dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 2016), ekspansi 

industri perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan mulai terjadi pada 1997 

dengan dikeluarkarmya Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian Kepada PT. 

Karang Joang Hijau Lestari. Izin tersebut ditindaklanjuti dengan SK Bupati 

Nunukan tahun 2005. Hingga 2012, Izin Usaha Perkebunan masih dikeluarkan 

Bupati Nunukan. Lahan seluas 192.708,75 hektare yang menggerus hutan di 

Kabupaten Nunukan, dialokasikan untuk 22 perkebunan besar. Lahan perkebunan 

besar ini terhampar mulai dari Pulau Nunukan, Pulau Sebatik hingga sejumlah 

kecamatan di daratan Pulau Kalimantan. Banyak alasan mengapa masyarakat 

cenderung berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, antara lain melalui 

pengembangan Iahan perkebunan dapat menyerap dan memanfaatkan Iangsung 

tenaga kerja Iokal dalam berbagai strata pendidikan, pekeljaan ini hanya 

mmembutuhkan ketekunan dan ketrampilan teknis di lapangan. 
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2. Program Pengelolaan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten N unukan 

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan mengalarni kemajuan 

yang pesat pertama kalinya mengikuti program pengembangan kelapa sawit satu 

juta hektar yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 1997 

pada saat Kabupaten Nunukan masih tergabung di Provinsi Kalimantan Timur. 

Sejak pencanangan tersebut, perkembangan perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten Nunukan menjadi sangat pesat, baik dalam bentuk Perusahaan Besar 

Swasta (PBS), maupun Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Sentra perkebunan 

kelapa sawit di Kabupaten Nunukan dipusatkan di Kecamatan Sebuku, 

Sembakung dan Lumbis serta sebagian di Kecamatan Nunukan. Hingga saat ini 

telah beroperasi 2 pabrik pengolahan CPO milik PT. Comismar Wanamaja Agro, 

PT. Nunukan Jaya Lestari, dan menyusul pabrik milik PT. Karang Joang Hijau 

Lestari akan segera beroperasi. 

Peluang investasi terbuka Iebar bagi usaha perluasan kawasan 

perkebunan, industri pengolahan CPO, kilang minyak goreng maupun biodiesel 

dan industri turunan lainnya. Perkebunan kelapa sawit merambah hampir seluruh 

wilayah Kabupaten Nunukan. Pembukaan perkebunan sawit rakyat maupun 

perkebunan besar terjadi di 13 dari 16 kecamatan di daerah ini mencakup wilayah 

seluas 210.700,75 hektare Iahan telah ditanami kelapa sawit, sebagian besar lahan 

dibuka untuk perkebunan besar atau seluas 192.708,75 hektare. Selain 

pengembangan areal perkebunan, pengembangan tersebut juga diikuti oleh 

industri pengolahan CPO dipusatkan disepanjang perbatasan Indonesia dan 

Malaysia. 
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Perkebunan Besar Swasta memang mendominasi pengembangan kebun 

kelapa sa wit, yaitu 206.712,75 hektar atau 4,717 % dari seluruh Iuas kebun kelapa 

sawit di Kabupaten Nunukan. Meskipun demikian perkebunan sawit rakyat juga 

masih memperlihatkan kontribusi yang cukup besar. Pada tahun 2016 Iuasannya 

telah mencapai 23.752 hektar atau 0,0022% dari seluruh luas kebun kelapa sawit. 

Secara umum gambaran perkembangan perkebunan ke1apa sawit di Kabupaten 

Nunukan pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Perkembangan Perkebunan Ke1apa Sawit di 
Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 

2011 63.265,32 1.864.429,90 

2012 64.052,51 1.653.024,80 

Perkebunan 2013 
~------~------------~------------~ 

Besar Swasta 2014 
~------~--------~--~--------~--~ 

72.743,74 5.822.062,60 

78.650,46 6. 782.625,90 

2015 115.069,11 8.971.740,10 

2016 206.712,75 5.758.869.60 

2011 18.592,00 26.997,99 

2012 12.929,00 27.909.50 

18.592,00 34.352.33 

22.404,00 41.173.40 

Perkebunan 2013 
~------~--------~--~------------~ 

sa wit rakyat 2014 
~------~--------~--~------------~ 

2015 22.404,00 266.436,00 

2016 23.752,00 371.990.00 

(Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nunukan (20 16) 

Menurut tabel di atas, hingga Semester II tahun 2016, luas lahan sawit 

perkebunan sawit rakyat (PSR) telah mencapai 23.752 hektare dengan jumlah 

produksi sebesar 371.990.00 kg. Jumlah tersebut dihasilkan oleh 6,550 kepala 

keluarga dengan kepemilikan laban rata-rata 3.6 hektare. Lahan terluas berada di 

Kecamatan Siemanggaris yang mencapai 3.867 hektare. Sebarannya hampir di 
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seluruh Kabupaten Nunukan kecuali Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan 

Selatan dan Kecamatan Lumbis Ogong. Peningkatan luas lahan pengembangan 

sawit diikuti dengan peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS). Pada tahun 

2011 produksi TBS mencapai 299.441 kg, yang berasal dari PBS 186.442,99 kg 

dan PR 26.997,90 kg, sedangkan pada tahun 2016 telah mencapai 371.990,00 kg, 

yang berasal dari PBS 2785,9% dan PR 2119,5 %. Peningkatan ini mencapai 

1,3134% hanya dalam waktu 5 tahun. Peningkatan produksi ini akan terns teijadi, 

karena tanaman sawit yang belum menghasilkan (TBM) saat ini masih mencapai 

5. 972 hektar. 

3. Fungsi, Tugas, dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah 

Dalam kegiatan pengelolaan kelapa sawit rakyat, Pemerintah Pusat 

melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan rambu-rambu fungsi dan tugas 

kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pedoman Teknis 

Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Tahun 2014 (hal. 8-12), antara lain: 

a. Kabupaten/Kota/Provinsi 

Fungsi, tugas, dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota!Provinsi, 

antara lain: 1) Pemerintah provinsi bertugas dan berkewajiban memfasi1itasi 

penumbuhkembangan kelembagaan petani peserta, peny~apan petugas 

pendamping, dan skema penyediaan kredit dari bank; 2) Pemerintah 

kabupatenlkota bertugas dan berkewajiban memfasilitasi perizinan usaha 

perkebunan pembina, serta menyediakan laban pengembangan kebun mitra di luar 

ijin usaha perkebunan pembina, minimal 20 persen dari 1uas areal kebun yang 

diusahakan oleh perusahaan pembina, dengan kualitas laban yang setara; dan, 3) 

43300.pdf



64 

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berhak mengawas1, 

mengevaluasi, dan membina pemanfaatan penzman perkebunan yang telah 

diberikan kepada perusahaan perkebunan pembina, dan apabila diperlukan dapat 

mencabut perizinan tersebut berdasarkan ketentuaan peraturan perundang­

undangan yang berlaku 

b. SK.PD (DPDK.P) 

Pelaksanaan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan 

dikkordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, beralamat di 

Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas (Gadis I), Jl. Ujang Dewa, Sedadap, 

Prov., Nunukan Sel., Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77482 Phone: 

(0556) 22843. Kantor ini adalah gabungan dari Dinas Pertanian dan Petemakan 

dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berlaku sejak tahun 2016. 

Rincian fungsi dan tugas tersebut, antara lain: 1) Menjabarkan Pedoman 

Teknis kedalam Petunjuk Teknis (Juknis); 2) Melakukan sosialisasi, identifikasi 

dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan 

membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi; 3) Jika Kegiatan merupakan 

TP Kabupaten: maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten yang membidangi 

perkebunan; 4) Membuat dan melaporkan hasil kegiatan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit secara berkala (triwulan) dan 

tahunan sesuai form yang telah ditetapkan kepada Dinas Provinsi yang 

membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan. 
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c. Bidang Perkebunan 

Bidang Perkebunan mempenyai fungsi dan tugas, antara lain: 1) Dinas 

Kabupaten!Propinsi setempat yang membidangi perkebunan sebagai penanggung 

jawab kegiatan; 2) Petugas Dinas Kabupaten!Propinsi yang membidangi 

perkebunan yang ditunjuk untuk menangani administrasi kegiatan; 3) Petugas unit 

fungsional terkait untuk konsultasi kelancaran pelaksanaan kegiatan; 4) Petugas 

teknis yang ditunjuk untuk memberikan pembekalan ketrampilan, bimbingan dan 

pendampingan teknis pelaksanaan; dan, 5) Fasilitator yang ditunjuk untuk 

memberikan pelatiban Sistem Kebersamaan Ekonomi. 

d. Seksi Perkebunan 

Seksi dibidang perkebunan meliputi seksi: I) Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perkebunan; 2) Produksi Perkebunan; 3) Perbenihan dan Perlindungan 

Perkebunan. Dengan maksud agar penyelenggaraannya dapat berlangsung sesuai 

tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan, maka pelaksanaan kegiatan oleh 

petani/ kelompok tani dibawah bimbingan, pendampingan dan koordinasi seksi 

yang membidani pengembangan kelapa sawit. 

e. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 

Fungsi dan tugas organisasi pelaksanaan kegiatan lingkup unit fungsional 

pada semua tingkatan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan 

organ1sas1 pelaksanaan tingkat kelompok tani diatur sesua1 musyawarah 

kelompok. Pelaksana langsung kegiatan pemeliharaan demplot model-model 

peremajaan kelapa sawit adalah petanilkelompok tani terpilih yang telah 

ditetapkan melalui proses seleksi, dengan mengacu Pedoman Teknis, Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan (Sumber: diadaptasi dari 

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Tahun 2014; hal. 8-12). 
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B. Basil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan menyajikan temuan pene!itian berupa basil 

Evaluasi Program CIPP dan faktor-faktor yang berpengaruh, sebagai berikut: 

1. Evaluasi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 
dalam Konteks CIPP 

Evaluasi pelaksanaan program perkebunan kelapa sawit dalam penelitian 

rm menggunakan pendekatan dengan konteks CIPP, yang mencakup evaluasi 

konteks, input, proses, dan produk baik dari perspektif pembuat/pelaksana 

kebijakan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) maupun dari perspektif 

sasaran kebijakan (petani dan kelompok tani sawit rakyat). Pendekatan yang 

digunakan berdasarkan kriteria evaluasi (Dunn, 2000:611-623) dengan parameter 

efektivitas, efisiensi, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness. Hasil 

rekapitulasi data informan (kuesioner), transkripsi wawancara (informan), dan 

catatan lapangan ( observasi) disajikan dan dibahas secara bersamaan. 

a. Konteks 

Evaluasi konteks memuat Jatar belakang dan relevansi serta adanya 

relevansi program perkebunan kelapa sawit dengan pihak/instansi terkait. 

1) Latar Belakang Program 

Latar belakang penyusunan program pengembangan perkebunan kelapa 

sa wit rakyat bermula dari adanya wacana dari Gubemur Kalimantan Timur pada 

saat itu yang akan membuka lahan 1 (satu) Juta Hektar untuk penanaman kelapa 

sawit di seluruh wilayah Kalimantan timur termasuk Kabupaten Nunukan. 

Rencana tersebut diwacanakan karena melihat ketersediaan laban yang belum 

digarap, nilai ekonomis yang dapat dihasilkan oleh kelapa sawit, dan penyerapan 

potensi sumberdaya alam dan manusia terkait perkebunan kelapa sawit. Cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 
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"Ada... program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 
ada sejak tabun 2004 di Kabupaten Nunukan. Pada saat itu adanya 
wacana dari Gubemur Kalimantan Timur yang akan melaksanakan 
1 Juta Ha kelapa sawit di seluruh wilayab Kalimantan timur 
termasuk Kabupaten Nunukan, dengan melibat nilai ekonomis 
yang dapat dibasilkan oleb kelapa sawit tersebut (Informan Dinas 
Pertanian-1, Agustus 20 17) ". 

"Program ketabanan pangan dengan kegiatan pengembangan Bibit 
Unggul pertanian perkebunan, kegiatan diversifikasi tanaman, 
kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan (Informan Dinas 
Pertanian-1, Agustus 20 17) ". 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan babwa kebijakan program 

pengembangan pada bakekatnya bermaksud untuk menambab keragaman 

komoditas perkebunan unggulan dan bertujuan untuk membangun industri bulu 

dan hilir kelapa sawit untuk meningkatkan kesejabteraan masyarakat. Sasaran 

kegiatan pengembangan tanaman Kelapa Sawit adalab terfasilitasinya 

pengembangan perkebunan rakyat Kelapa Sawit, khususnya da1am mencari 

teknologi a1tematif peremajaan perkebunan rakyat kelapa sawit yang dapat 

memberikan basil selama Tanaman Belum Menghasilkan dan biayanya lebih 

rendab dari teknologi baku, namun tanaman kelapa sawitnya tumbuh normal" 

(Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Tabun 2014:4-5). 

Pada tataran kontekstual, pemabaman kelompok pelaksana maupun 

sasaran program beragam. Misalnya, penyusunan program pengembangan 

perkebunan kelapa sawit rakyat di wilayab Kabupaten Nunukan, menurut 

responden penelitian dari unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan babwa 

"Program perkebunan kelapa sawit rakyat telah dimulai sejak tabun 2004". 

Sedangkan, informasi yang diperoleb dari wawancara dengan petani sawit 

menyebutkan babwa mereka terlibat dalam program pengembangan perkebunan 

kelapa sawit rakyat sejak tabun 2009. Demikian pula dengan maksud dan tujuan 

program dari basil wawancara berikut ini: 
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"Maksud dari program pengembangan kegiatan perkebunan kelapa 
sawit rakyat yaitu menambah luasan perkebunan kelapa sawit yang 
ada di Kabupaten Nunukan. Sementara, tujuan dari program 
pengambangan perkebunan kelapa sawit rakyat tidak lain adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pengembangan perkebunan kelapa sawit yang terarah (Informan 
Dinas Pertanian-1, Agustus 2017) ". 

"Maksud program adalah Pengembangan Bibit unggul Pertanian/ 
perkebunan dengan pengadaaan bibit kelapa sawit yang bersertifikat 
dan peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan pengadaan 
sarana produksi pertanian perkebunan seperti penyediaan pupuk NPK 
(Informan Petani Sawit 3, Agustus 2017)". 

"Menurut kami program tersebut bertujuan untuk meningkatkan 
produksi TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan meningkatkan 
pendapatan petani sawit (Informan Petani Sawit-2, Agustus 2017)". 
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Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 

kesenjangan penafsiran antara antar unsur pelaksanan dan sasaran program. 

Unsur pelaksana program dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melihat 

tujuan dan maksud program dari perspektif kebijakan yang lebih abstrak, 

sedangkan petani melihat program dari sisi dampak dari kebijakan (apa yang 

dapat diperoleh petani dari sebuah program). Perbedaan tersebut pada hakekatuya 

tidak menjadi kendala pada sebuah program mengingat pemahaman konseptual 

responden banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti: Jatar belakang 

pendidikan, tujuan mengikuti program, kondisi sosial budaya; dan sebagainya. 

Menurut informan dari unsur petani bahwa mereka juga mengetahui 

program yang terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 

disebut dengan Program Ketahanan Pangan dengan spesifikasi kegiatan pada 

pengembangan bibit unggul pertanian perkebunan, kegiatan diversifikasi 

tanaman, dan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan. selain itu, para 

petani juga program perencanaan pengembangan perkebunan tertuang dalam 
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rencana strategis Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 

selama 5 tahun kedepan. Perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit 

bersumber dari usulan proposal kelompok tani atau pun swadaya masyarakat baik 

yang di sampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ataupun 

melalui musrembang Desa ataupun Kecamatan yang selanjutnya diteruskan ke 

Musrembang Kabupaten dengan mempertimbangkan alokasi sumber anggaran 

yang tersedia. 

2) Relevansi Program dengan Instansi dan Kebutuhan Petani 

Menurut informan penelitian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) 

bahwa "kebijakan atau program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 

relevan dengan kebutuhan petani". Program tersebut juga diyakini sangat sesuai 

dengan kebutuban masyarakat karena banyaknya laban masyarakat yang belum 

dimanfaatkan. Tanaman kelapa sawit pada kenyataannya efisien dan 

menguntungkan (Asro' Laelani (2011:230) karena ditunjang oleb keberadaan 

pengolahan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Nunukan. Pernyataan tersebut 

didukung oleb basil penelitian Ni Wayan Hermayanti eta!. (2013:51) "usahatani 

kelapa sawit layak untuk dikembangkan karena dapat memberikan keuntungan 

yang maksimal, namun usabatani kelapa sawit juga sensitif terbadap penurunan 

harga output yang tajam, maupun kenaikan barga input yang sedikit saja". 

Indikator manfaat dan relevansi program pengembangan perkebunan 

kelapa sawit rakyat adalah memberikan manfaat kepada petani sawit dan 

kelompok sasaran berupa bantuan teknis penyuluhan, subsidi pupuk, pelatihan, 

dan bantuan pendanaan. Selain itu, relevansi program juga dapat ditinjau dari 

peningkatan pendapatan petani sawit sebagai anggota kelompok sasaran, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-bari (sandang, pangan, dan papan), serta 
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memenuhi kebutuhan lainnya, seperti: tabungan untuk pengembangan modal 

usaba dan pengadaan sarana usaba. Kesemuanya berkontribusi pada peningkatkan 

kesejehteraan kelompok sasaran jangka pendek dan berkesinambungan. 

Sementara, menurut basil wawancara dengan petani sawit-1 beranggapan babwa: 

"Program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat sangat 
bermanfaat karena banyaknya laban masyarakat yang belum tergarap, 
komoditas kelapa sawit yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan 
adanya pengolahan pabrik kelapa sawit (PKS) (Informan Petani 
Sawit-1, Juii 2017)". 

Keterangan tambaban yang diperoleh peneliti dengan informan petani 

sawit-2 sebagai berikut: 

"Program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut 
sangat bermanfaat karena masyarakat akan mendapatkan tambahan 
penghasilan atau income lebih". Selain itu, petani sa wit juga 
mendapatkan bantuan teknis penyuluhan cara berkebun kelapa sawit 
yang terarah terutama penggunaan plasma nutfah atau bibit kelapa 
sawit yang bersertifikat; cara budidaya kelapa sawit hingga cara 
panen yang benar ada di program yang telah direncanakan, sehingga 
akan menjadikan petani sawit yang profesional (Informan Petani 
Sawit-2, Juii 2017)". 

Informasi dari petani sawit 1 dan 2 tersebut pada kenyataarmya sesuai 

dengan identiftkasi masalah sebelum program dilaksanakan. Adapun indikator 

manfaatnya adalab: 

1) Sebelum pelaksanaan program, dari segi plasma nutfa atau bibit kelapa sa wit 

bahwa petani rakyat memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dalam 

memilih dan memperoleh bibit yang baik dan benar yang disesuaikan dengan 

standar serta harga bibit yang tidak bisa dijangkau oleh petani rakyat. 

2) Cara budidaya kelapa sawit, banyak .petani yang bisa bertani tapi untuk 

membudidayakan kelapa sawit harus mempunyai keahlian kbusus, baik cara 

membibit, memilih bibit, pemupukan, cara panen. 
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3) Penyediaan saprodi dalam hal ini adalah penggunaan pupuk yang baik dan 

benar, yang sesuai dengan standar pemupukan kelapa sawit 

Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan ditunjang oleh 

penanggung jawab program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 

adalah Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, PPK Pejabat Pembuat komitmen 

dan PPTK. Program ini sepenuhnya mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Dampaknya, para petani sawit melihat 

"tingkat kesiapan program pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan 

dari sisi perencanaan cukup baik. Menurut mereka, program sudah di persiapkan 

dan direncanakan hingga 5 tahun ke depan mencakup luas lahan di beberapa 

wilayah Kabupaten Nunukan yang siap untuk ditanami sawit". Namun, menurut 

hasil klarifikasi peneliti dengan informan Dinas Pertanian-2, ditemukan beberapa 

masalah kebijakan yang masuk dalam masalah perencanaan dan realisasi 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Nunukan antara lain: 

"1) data yang menjadi dasar tidak akurat, 2) kekhawatiran anggaran 
akan sangat kecil, 3) dalam satu dinas tidak ada kesepakatan untuk 
meningkatkan produksi yang lebih tinggi sehingga terlalu berhati­
hati, 4) temyata minat masyarakat sangat besar sehingga penanaman 
perluasan tanam sawit jauh melebihi prediksi pembuat kebijakan, 5) 
pertumbuhan perkebunan besar swasta sangat tinggi jauh diatas 
prediksi pembuat kebijakan, 6) pertumbuhan produksi pebrik kelapa 
sawit sangat cepat, saat ini ada 234 ton/jam dari tujuh perusahaan, 
sehingga masyarakat merasa aman untuk membuka kebun kelapa 
sawit, 7) masyarakat suka ikut-ikutan (tetangga menanam kelapa 
sawit timbul juga keinginan untuk menanam kelapa sawit), dan, 8) 
prospek kelapa sa wit dalam bayangan masyarakat sangat menjanjikan 
(Renstra Dishutbun tahun 2015-2016)". 

Hasil wawancara dengan informan Dinas Pertanian-2 di atas 

menunjukkan adanya proses identifikasi masalah terhadap program 

pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Selain mengidentifikasi masalah 
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dalam evaluasi context, menurut Stufflebeam (2003:2) pengambil kebijakan perlu 

pula "menentukan kebutuhan, menginventasir asset, peluang dan kesempatan serta 

menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok dan anggota untuk 

penyiapan kebutuhan (penyediaan sarana dan biaya) dalam rangka pencapaian 

tujuan program". Dalam konteks masyarakat dan lingkungan yang didefinisikan, 

penentu kebijakan perlu mengajukan "Apa yang perlu dilakukan agar program 

berhasil sesuai dengan rencana (Stufflebeam dan Shinkfield, 2007 dalam Zhang, 

2011:62)"?. 

Menurut peneliti, tujuan evaluasi konteks yang berkaitan dengan fokus 

penelitian ini adalah memberikan justifikasi sejauhmana relevansi atau kesesuaian 

antara konteks pembuat/pelaksana kebijakan (Pemda/Dinas Pertanian) dan sasaran 

kebijakan (petani sawit). Untuk tujuan tersebut, menurut peneliti, Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan telah berhasil mengidentifikasi 

peluang untuk menangani kebutuhan, mendiagnosis masalah yang mendasari 

kebutuhan, dan menilai apakah tujuan program/kegiatan cukup responsifterhadap 

penilaian dengan mengidentifikasi populasi sasaran beserta kebutuharmya. 

Menurut peneliti, pihak perancang kebijakan telah mengidentifikasi 

semua faktor penentu keberhasilan program yang secara akumulatif tertuang 

dalam rumusan rencana program baik dalam RPJMD Kabupaten Nunukan 

maupun Renstra SKPD terkait. Pada tataran konseptual, dokumen rencana 

strategis yang dihasilkan tersebut dapat dikatakan "ideal" ditinjau dari aspek 

tahapan dan proses penyusunan. Namun, pada tataran implementasi, konsep 

rencana yang telah disusun dengan baik temyata masih menyimpan beberapa 

masalah, sebagaimana hasil wawancara berikut. 
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Basil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak pengambil kebijakan 

belum melibatkan petani sawit sebagai sasaran program (stakeholder) dalam 

penyusunan RPJMD terkait kebijakan program pengembangan kelapa sawit 

rakyat. Masalah tersebut dalam banyak hal menjadi penghambat dan cenderung 

kurang akomodatif terhadap perubahan pada semua tingkatan, termasuk 

ketidakmampuan mengendalikan dampak dan resiko pembangunan itu sendiri. 

Kesenjangan antara rencana dan implementasi berdampak ''buruk" terhadap 

kinerja pemerintahan secara keseluruhan, serta menuntut upaya perbaikan agar 

formulasi rencana memungkinkan sistem bekeija dan fokus terhadap prioritas 

tuntutan secara efektif dan efisien. 

Menurut peneliti, RPJMD yang telah disahkan dan dijadikan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di Kabupaten Nunukan 

belum sepenuhnya berpihak ke petani, terutama yang terkait langsung dengan 

pengembangan perkebunan sawit rakyat Indikatornya adalah belum adanya 

jabaran pada tujuan dan indikator pada Visi dan Misi yang menyebutkan secara 

nyata dan jelas bahwa "kelapa sawit" merupakan komoditas utama dan perlu 

mendapat prioritas dalam pengembangannya. Sementara, kenyataan menunjukkan 

bahwa Bupati beserta jajarannya telah menetapkan "kelapa sawit" menjadi 

komoditas andalan Kabupaten Nunukan yang diharapkan dapat meningkatkan 

PAD dan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan tersebut, ditinjau dari perspektif 
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kebijakan menunjukkan bahwa terdapat "kesenjangan" antara rencana kebijakan 

(RPJMD) dengan kenyataan pada pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam konteks 

ini, Pemda Nunukan dihadapkan pada tujuan jangka pendek dan jangka panjang 

berdasarkan kenyataan bahwa perkebunan sawit rakyat dan sifat komoditas 

perkebunan sawit merupakan komoditas yang diperdagangkan serta keinginan 

untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan program 

pengembangan perkebunan sawit rakyat harus didukung oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pihak pengambil 

kebijakan mulai dari pusat sampai daerah "berhasil" merencanakan keputusan 

(RPJM-Nasional, RPJM-Kabupaten, Renstra-SKPD, Juknis Pengembangan Sawit 

Daerah); menentukan kebutuhan program (identifikasi terhadap berbagai faktor 

berpengaruh); dan merumuskan tujuan program (peningkatan kesejahteraan yang 

berkeadilan). Secara kontesktual, program pengembangan kelapa sawit rakyat di 

Kabupaten Nunukan "relevan" dengan kebijakan daerah (komitrnen Bupati, 

kemudahan proses perizinan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab ); 

kebutuhan petani (animo dan kesiapan petani sawit), dan kondisi sosio-kultural 

serta ekonomi masyarakat. 

Keberhasilan di atas tidak terlepas dari usaha Pemda Kabupaten Nunukan 

dalam mengidentifikasi dengan baik isu-isu lingkungan strategis yang 

berpengaruh dalam penyusunan RPJMD terutama yang terkait dengan kebijakan 

yang berpihak kepada perkebunan sawit rakyat. Pada proses identifikasi 

masalah/persoalan!agenda yang dianggap perlu diketemukan beberapa altematif 

solusi yang dapat digunakan sebagai langkah antisipasi dalam upaya pencapaian 

tujuan. Program yang ditetapkan diasumsikan dapat dilakukan atau dikerjakan 
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sebagai konsekuensi dari interaksi antara faktor-faktor internal dengan fahor 

faktor eksternal sehubungan dengan pengembangan Misi-nya. Strategis tidaknya 

suatu isu tentunya juga dinilai dari kerangka urgensitas dan relevansi 

penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan. 

b. Input 

Evalusi input mencakup ketersediaan dokumen kebijakan teknis dalam 

bentuk Panduan Pelaksanaan/Juknis/SOP baik yang dibuat oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Evaluasi juga mencakup organisasi pelaksana yang 

secara manaj erial menyiapkan sarana dan prasarana, tim teknis kegi atan, 

pembagian keija, dan anggaran. 

1) Dasar Hokum Program Pengembangan Kelapa Sawit 

Menurut telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, diketemukan 

beberapa dasar aturan penyusunan program pengembangan perkebunan kelapa 

sawit rakyat di Indonesi dan berlaku secara nasional, termasuk di Kabupaten 

Nunukan. Kebijakan tersebut merupakan dasar acuan dan menjadi payung hukum 

bagi pemerintah dan pemda untuk memberikan dukungan SDM, anggaran, sarana 

prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebuah 

produk kebijakan. Temuan tersebut dibenarkan oleh informan dari unsur Dinas 

Pertanian-1, bahwa: 

Dasar dari penyusunan program pengembangan perkebunan kelapa 
sawit rakyat di Kabupaten Nunukan adalah permentan 18 tahun 
2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, 
dengan dasar tersebut pemerintah Kabupaten Nunukan dapat 
membuat program yang berkelanjutan yang dituangkan dalam 
rencana strategis (Renstra). Kabupaten Nunukan hingga 5 tahun 
kedepan (Informan Dinas Pertanian-1, Ju1i 20 17). 
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Basil wawancara di atas menunjukkan adanya peraturan yang menjadi 

dasar hukum pelaksanaan program. Peraturan itu selanjutnya digrmakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

SKPD terkait program pengembangan kelapa sawit rakyat Dokumen kebijakan 

program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di atas, menurut 

informan sangat berpengaruh terhadap keberadaan program, sebagaimana basil 

wawancara berikut: 

Sangat berpengaruh karena aturan tersebut merupakan pedoman 
dalam menyusun program dan kegiatan yang kemudian diharapkan 
tidak teijadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan 
bertentangan dengan hukum (Informan Dinas Pertanian-1, Ju1i 
2017). 

Pendapat di atas didukung o1eh Suwitri eta!, 2016:1.18) bahwa acuan 

peraturan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usu1an perorangan atau 

sekelompok di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Produk kebijakan 

terkait perkebunan kelapa sawit rakyat baik sebagai sumber rujukan peraturan 

maupun turunarmya, antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani; 

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak 

Pakai atas Tanah; 

e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL.110/2/2009 tentang 

Pedoman Pemanfaatan Laban Gambut Untuk Budi daya Kelapa Sawit; 
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f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.l40/09/2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 

g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT.I40112/2013 tentang 

Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik; 

h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan! OT.I40/3/2015 tentang 

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian 

Sustainable Palm Oil Certification System!ISPO); 

i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 18/Permentan!KB.330/5/2016 tentang 

Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; 

Produk perundang-undangan di atas, menurut David Easton (1992) dalam 

Suwitri et al (2016:1.9) merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) 

kepada seluruh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kebijakan tersebut bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai dan 

menjadi payung hukurn dan sekaligus sebagai dasar acuan dalam pembuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. Pada tataran Pemerintah 

Kabupaten Nunukan, kebijakan tersebut digunakan untuk membuat program 

berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Kabupaten 

Nunukan hingga 5 tahun kedepan. Dokumen kebijakan tentang kelapa sawit 

tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Dinas 

Pertanian dan Tanaman Pangan Periode 2016-2021. Rencana strategis Pemda 

Nunukan yang dimuat dalam RPJMD 2016-2021 tersebut merupakan elemen 

penting dalam pengembangan program pembangunan. Rencana strategis (renstra) 

tersebut dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Nunukan untuk mencapai tujuan 

pembangunan. Tujuan pada konteks ini merupakan bagian dari tujuan umum yang 

seharusnya dijabarkan secara spesifik dan terukur daiam renstra SKPD terkait. 
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2) Panduan Pelaksanaan!Juknis/dan SOP Kelapa Sawit 

Sehubungan temuan dan pembahasan di atas, peneliti juga menemukan 

fakta bahwa kebijak:an program perkebunan kelapa sawit rakyat juga dilengkapi 

dengan Panduan/pedoman Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis/SOP yang 

menjadi acuan operasional dalam implementasi program. Temuan tersebut 

dibenarkan oleh Pengambil Kebijakan-1, bahwa: 

Petunjuk pelaksanaan program tersebut juga berdasarkan 
Permentan Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan 
perkebunan kelapa sawit rak:yat, serta Rincian teknis pelak:sanaan 
program dan kegiatan berupa Pedoman Teknis/Petunjuk Teknis 
Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit (Informan Dinas Pertanian-
1, Juli2017). 

Informan tersebut selanjutnya menyebutkan beberapa Petunjuk 

Teknis/SOP dimak:sud, antara lain: 

a) Pedoman Teknis Penerapan Perkebunan Besar-Rak:yat 
Berkelanjutan; b) Pedoman Teknis Penerapan Standar Perkebunan 
Besar Rakyat Berkelanjutan; c) Pedoman Teknis Pengembangan 
Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan; d) Pedoman Teknis 
Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit; e) Pedoman Teknis 
Penilaian Usaha Perkebunan; f) Pedoman Teknis Revitalisasi 
Perkebunan; g) Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa 
Sawit, Kakao, Karet); h) dan sebagainya (Informan Dinas 
Pertanian-1, Juli 2017). 

Petunjuk Teknis/SOP di atas dimaksudkan untuk lebih memberikan 

kejelasan penyelenggaraan pelaksanaannya agar tertib teknis dan administrasi 

sesuai ketentuan yang berlak:u dan mampu mencapai basil sesuai yang diharapkan, 

mak:a provinsi menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Kabupaten menerbitkan 

Petunjuk Teknis (Diijen Perkebunan, 2015). Selain sebagai dasar atau payung 

hukum pelak:sanaan program, aturan-aturan teknis dalam bentuk 

Juknis/Juklak!SOP memberikan petunjuk rinci bagaimana program dilaksanakan 
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di lapangan. Namun, beberapa informan mengatakan belum pernab menerima 

Petunjuk Teknis/SOP tentang kelapa sawit dari petugas lapangan, sebagaimana 

cuplikan wawancara berikut: 

Sampai saat ini, pembagian Petunjuk teknis/SOP tidak diberikan 
oleh petugas, namun penyampaian secara lisan dengan melalui 
pertemuan saya dengan petugas teknis saya kira sudah cukup jelas 
(Informan Petani Sawit-3, Juli 2017). 

Menurut hemat kami, saya kira aturan yang dilaksanakan telab 
sesuai dengan program pengembangan tersebut (Informan Petani 
Sawit-3, Juli 2017). 

Aturan-aturan teknis tersebut tentu terkait langsung dengan program dan 

sangat berpengaruh karena aturan tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam 

menyusun program dan kegiatan di tingkat SKPD. Indikator pengaruh aturan 

teknis adalab memberikan rambu-rambu urnurn dan khusus yang wajib ditaati 

oleh semua stakeholder yang terlibat sehingga diharapkan tidak te:rjadi 

penyimpangan atau bertentangan dengan hukum dalam pelaksanaan program. 

Permentan Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan 

Kelapa Sawit merupakan dasar sehingga harus dipadukan dengan program 

pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang akan dibuat oleh Pemerintab 

Kabupaten Nunukan. 

Secara rinci petunjuk teknis/SOP tersebut meliputi (i) Pengembangan 

Perkebunan Rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan, (ii) Pengembangan 

Produktivitas, (iii) Penggunaan dan Penyebaran Bahan Tanaman Unggul, (iv) 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Terpadu, (v) 

Pengembangan SDM, (vi) Pemanfaatan Limbah dan Hasil Samping, (vii) 

Pengembangan Infrastruktur, (viii) Pengembangan Usaha, (ix) Pengembangan 

Kemitraan Usaha, (x) Penerapan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 
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Berkelanjutan, dan (xi) Pengembangan Sistem Informasi. Secara substansi, 

kebijakan pembangunan perkebunan tersebut masih berorientasi produksi 

(Haryana, 2010:7)". 

3) Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kelapa Sawit 

Menurut informan dari unsur Dinas Pertanian-1, bahwa strategi program 

pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan lebih bersifat koordinatif dan 

team work, sebagaimana hasil wawancara berikut: 

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program 
pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan melakukan 
koordinasi ketingkat Desa dan Kecamatan serta petugas penyuluh 
lapangan tentang kesiapan lahan yang akan digunakan untuk 
pengembangan perkebunan kelapa sawit, kesiapan petani sebagai 
penerima bantuan (Informan Dinas Pertanian-1, Juli 20 17). 

Strategi pengolahan anggaran yang dilakukan pemerintah 
Kabupaten Nunukan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan 
pangan telah berkoordinasi baik tingkat Provinsi dan Pusat untuk 
melakukan pengelolaan anggaran untuk kelapa sawit yang ada di 
Kabupaten Nunukan (Informan Dinas Pertanian-1, Juli 2017). 

Pembagian tugas atau job description harus dilakukan sebagai 
bentuk kerja tim sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana 
dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat (lnforman 
Dinas Pertanian-1, Juli 2017). 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan perspektif kebijakan sebagai 

suatu taktik dan strategi diarabkan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, 

dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 

dari taktik atau strategi (Raksasatnya dalam Suwitri et a!, 2016:1.6). Menurut 

Haryana (2010:6) untuk mendukung kebijakan pembangunan kelapa sawit, 

pemerintah menempuh 8 (delapan) langkah strategis, yaitu: "(1) Peningkatan 

produksi, produktivitas dan mutu tanaman kelapa sawit berkelanjutan, (2) 

Pengembangan komoditas kelapa sawit, (3) Peningkatan dukungan terhadap 
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sistem ketahanan pangan, (4) Peningkatan investasi usaha kelapa sawit, (5) 

Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan, (6) Pengembangan 

SDM, (7) Pengembangan kelembagaan dan kernitraan usaha, dan (8) 

Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. 

Substansi dari strategi pembangunan perkebunan yang ditetapkan tersebut pada 

dasarnya merupakan strategi yang berpijak pada pengembangan sumber daya dan 

lingkungan serta berorientasi produksi komoditas (CPO)". 

Untuk mencapai tujuan di atas, Pemda Kabupaten Nunukan juga . 

menyiapkan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan, sebagaimana wawancara 

berikut ini. 

"Sarana dan prasarana merupakan hal yang utama dalam upaya 
mendukung terlaksananya program pengembangan perkebunan 
kelapa sawit rakyat yang ada di kabupaten Nunukan seperti: a) 
Adanya jalan penghubung seperti jalan usaha tani, jalan produksi 
pada kebun-kebunkelapa sa wit; b) Penyediaan kebutuhan pupuk 
baik yang subsidi maupun pupuk non subsidi, penyediaan obat­
obatan; dan, c) Adanya alat pengolahan kelapa sa wit dalam hal ini 
adanya beberapa PKS (Pabrik kelapa Sawit) yang tersebar di 
kabupaten Nunukan yang siap menerima Tandan Buah segar dari 
masyarakat setempat. Adanya dukungan ketersediaan terminal 
ataupun pelabuhan (Informan Dinas Pertanian-1, Juli 20 17)". 

Pendapat di atas didukung pula oleh hasil wawancara dengan 

Petani Sawit-3, sebagai berikut: 

"Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung jika dijadikan 
acuan parameter kesiapan implementasi program usaha dapat 
disimpulkan bahwa kesiapan petugas sudah terukur sengan baik 
(Informan Petani Sawit-3, Juli 2017)". 

a) Program yang dibuat adalah hasil dari dukungan dari pemerintah 
daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pus at; b) Untuk 
penanggung jawab dalam program kegiatan adalah Kepala Dinas 
selaku Pengguna Anggaran, PPK Pejabat Pembuat komitmen dan 
PPTK (Informan Dinas Pertanian-2, Agustus 2017) 
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Dukungan pengadaan sarana prasarana dan kesiapan sumberdaya teknis 

mengindikasikan bahwa "strategi pembangunan perkebunan pada dasamya 

merupakan kebijakan peningkatan produksi menuju pembangunan kelapa sawit 

berkelanjutan dan transparan. Strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit 

tertuang dalam Road Map Kelapa Sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010) 

dan f.?.oad Map Kelapa Sawit (Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2009). 

Strategi dan kebijakan tersebut pada dasamya telah memenuhi syarat keharusan, 

yaitu: mengutamakan penerapan tekno1ogi budidaya dan pengo1ahan minyak 

sawit dan produk turunannya Namun terkait dengan masalahlisu pembangunan 

kelapa sawit yang berkembang saat ini, strategi pembangunan perkebunan kelapa 

sawit nampaknya bukan merupakan basil sintesa masalah dan antisipasi isu 

pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ( aspek sosial, lingkungan dan tata 

kelola). Strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan yang disusun juga 

masih menitikberatkan pada aspek teknologi dan ekonomi mikro, sedangkan 

aspek lain masih bel urn memadai atau belumjelas (Haryana, 20 I 0:7)". 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti berpendapat bahwa evaluasi 

konteks dari perspektif dasar kebijakan, panduan operasional pelaksanaan 

progran/kegiatan, dan perencanaan strategis pengembangan perkebunan kelapa 

sawit sangat lengkap. Dokumen kebijakan tersebut turut pula mewamai penetapan 

visi dan misi pembangunan Pemda Kabupaten Nunukan. Visi dan misi tersebut 

selain mengacu pada aturan umum dan teknis tentang kelapa sawit, juga tentu 

mengacu pada pertimbangan lain sesuai dengan karakteristik daerah. Demikian 

pula yang terkait dengan norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh 

pemangku kepentingan, terutama pelaksana kebijakan dan kelompok serta 

anggota petani kelapa sa wit. Menurut Indiahono (2009: 18), upaya yang ditempuh 
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pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai upaya menyelesaikan 

permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, dan 

memperhitungkan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi, serta 

menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai 

orgauisasi. Pendapat tersebut didukung dengan temuan terkait daya dukung 

anggaran, sebagaimana hasil wawancara berikut: 

"Anggaran pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 
mempunyai beberapa sumber anggaran seperti APBD I, APBD II 
dan Dana APBN Pusat (Informan Dinas Pertanian-2, Agustus 
2017)". 

"Tentu saja tersedia anggaran tersebut karena program tidak akan 
terlaksana jika anggaran tidak cukup, karena petani masih 
mengharapakan bantuan dari pemerintah (Informan Petaui Sawit-3, 
Juli 20 17)". 

Cuplikan wawancara di atas memberikan pesan bahwa Pemerintah 

Daerah perlu pula memperhitungkan kebutuhan anggaran sesuai kondisi terkini, 

memetakan potensi dan isu strategis peatni sawit, serta perkiraan masa depan yang 

perlu direncanakan sejak diui. Untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran 

selanjutnya ditetapkan strategi, arah kebijakan, dan tahapan skala prioritas yang 

dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menJamm 

kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang pembanguan 

perkebunan kelapa sawit, baik dalam RPJP, RPJM maupun RKPD Kabupaten 

Nunukan. Dengan mengacu pada semua norma, standar, dan prosedur, serta 

ketentuan resmi, pada tingkat SKPD disusun Renstra yang mengatur secara teknis 

implementatif strategi pencapaian tujuan. Dengan demikian penyusunan rencana 

pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat penting dalam menentukan 

arab pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Nunukan. 
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4) Organisani dan Manajemen 

Kesiapan implementasi program ditinjau dari ketersediaan sarana dan 

prasarana, anggaran, dan personil pendukung merupakan hal yang utarna dalam 

upaya mendukung terlaksananya program pengembangan perkebunan kelapa 

sawit rakyat yang ada di Kabupaten Nunukan. Isu yang mencuat pada saat 

wawancara dengan petani sawit, seperti ketersediaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 

dan listrik, sebagai berikut: 

"PKS (PT. Sampoema) yang ada di Kabupaten Nunukan merupakan 
pabrik barn, sehingga petani sawit cenderung masih menunggu 
pembeli sawit dari Tawau. Petani juga bisa menghemat biaya 
transportasi dan ekspor sawit ke Malaysia. Sebab, sebelum ada 
pabrik, petani hanya bisa menjual hasil kebun sawit mereka ke 
Tawau, Malaysia. Pabrik pengolahan sawit milik PT Sempuma 
Sejahtera saat ini sudah mulai beroperasi dan mampu mengolab 600 
ton sawit per hari. Barn menerima 20 persen sawit dari warga di 
wilayah perbatasan dari kapasitas maksimal pabrik. (Informan Petani 
Sawit-2, Agustus 20 17)". 

Keberadaan PKS yang dianggap masih tergolong barn kurang diminati 

para petani untuk menjual TBS-nya karena harga beli PKS tersebut dianggap 

kurang bersaing dengan para "tengkulak" yang berasal dari Tawau, Sabah 

Malaysia. Alasan lainnya yang memaksa para petani sawit menjual TBS ke 

Tawau karena PKS yang ada belum dapat menampung semua TBS terutama pada 

saat semua perkebunan sawit panen pada saat yang bersamaan. Untuk itu, petani 

sawit menyarankan agar pemerintah daerah mendorong investor untuk 

membangun beberapa PKS yang memiliki kapasitas pengolahan lebih besar 

terutama pada daerah-daerah sentra perkebunan kelapa sawit (misalnya: pulau 

Sebatik yang memiliki sekitar 8.000 hek"tar perkebunan kelapa sawit). 
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Keterangan di atas peneliti peroleh melalui metode evaluasi masukan 

meliputi inventarisasi dan analisis sumber daya manusia dan material yang 

tersedia, usulan anggaran dan jadwal, dan strategi solusi dan desain prosedural 

yang direkomendasikan. Melalui penelusuran literatur dan kunjungan ke Iokasi 

perkebunan kelapa sa wit,· diperoleh inforrnasi bahwa ketersediaan personil atau 

tim teknis yang khusus bertugas dalam implementasi program didukung oleh 

petugas yang berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Nunukan. Untuk saat ini, daya dukung personil yang mengawal kegiatan tersebut 

masih kurang, sebagaimana informasi dari responden berikut ini: 

"Untuk saat ini, jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) yang 
tersedia belum mencukupi untuk melakukan penyuluhan dan 
pembinaan secara intensif, mengingat jumlah (rasio) petani sawit dan 
kelompok tani dengan PPL belum memadai (Informan Unsur Dinas-
1, September 2017)". 

"Biasanya pihak yang terlibat adalah dari dinas pertanian bidang 
perkebunan, pemerintah setempat yang terkait, PPL serta petani 
sebagai sasaran program (Informan Petani Sawit-2, Agustus 20 I 7)". 

Sementara, untuk menghidari tumpang-tindih kewenangan, program ini 

melakukan pembagian dan deskripsi kerja (job description) yang jelas kepada 

semua personil pelaksana program dan kegiatan. Pembagian tugas atau job 

describtion (siapa melakukan apa?) pada pelaksanaan program pengembangan 

perkebunan kelapa sawit rakyat yang ada di kabupaten Nunukan selain dibagi 

secara jelas untuk setiap personil, juga dilakukan berjenjang dalam lingkup 

Kabupaten oleh Bupati Nunukan pada tataran kebijakan umum. Pembagian kerja 

pada tataran teknis implementatif oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan beserta jajarannya (Sekretaris, Kabid, dan Kasi, termasuk PPL). 
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Rasionalisasi pembagian tugas berdasarkan jenjang atau hirarki jabatan, semakin 

ke bawah, maka tugas yang harus diemban semakin bersifat teknis, sehingga 

pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis 

yang dibuat. 

Menurut peneliti, metode dan strategi pelaksanaan program 

pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat menggunakan metode 

pengembangan masyarakat (community development), yaitu dengan melakukan: 

1) Koordinasi ke tingkat Desa dan Kecamatan untu melihat secara jelas tingkat 

kesiapan pelaksanaan program baik secara administratif maupun kesiapan 

sumberdaya yang dibutuhkan. 

2) Petugas penyuluh Iapangan (PPL) meninjau secara langsung kesiapan Iahan 

yang akan digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, 

kesiapan petani sebagai penerima bantuan. 

3) Pelaksanaan program dan kegiatan pada wilayah yang telah ditentukan dalam 

perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Edi Suharto, (2003: 12). 

Anggaran untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan 

perkebunan kelapa sawit rakyat mempunyai beberapa sumber, seperti: APBD I, 

APBD II dan Dana APBN Pusat. Anggran tersebut tersebar pada beberapa 

kegiatan, misalnya: kebutuhan dana guna melakukan replanting tanaman sawit; 

subsidi pupuk; racun hama tanaman; dan sebagainya. Strategi pengelolaan 

anggaran dalam pelaksanaan program pengembangan dilakukan pemerintah 

Kabupaten Nunukan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

berdasarkan aturan baku yang terdapat dalam Juknis/Juklak melalui koordinasi 

baik tingkat Provinsi dan Pusat. Dalam penelitian ini, kriteria evaluasi masukan 
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utama yang peneliti gunakan mencakup relevansi rencana program yang 

diusulkan, kelayakan, keunggulan pendekatan, biaya, dan proyeksi efektivitas 

biaya lainnya. Untuk menggambarkan anggran dalam rangka mendukung 

kebijakan program, peneliti menyajikan alokasi pagu dan realisasi anggaran yang 

disediakan oleh Dishutbun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel4.3 
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 

untuk Pengembangan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2011-2016. 

1 2011 2.876.000.000 1.122.120.000 

2 2012 1.326.000.000 465.630.000 

3 2013 481.443.500 14.164.500 

4 2014 1. 000.000.000 935.330.000 

5 2015 424.000.000 423.555.000 

6 2016 

Sumber: Laporan Akhir Tahun Dishutbun TA. 2011-2016 Kab. Nunukan 

Kegiatan-kegiatan pada tabel di atas merupakan anggaran yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan 

(APBD Kabupaten Nunukan), dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

Sedangkan, pada tahun 2016, tidak ada bantuan untuk pengembangan kelapa 

sa'h'it. Selama periode 2011-2015 untuk pengembangan sawit tersebut, bantuan 

diwujudkan dalam bentuk pupuk yang dibagikan kepada kelompok-kelompok tani 

sawit rakyat di Kabupaten Nunukan. Pengalokasian anggaran tersebut sejalan 

dengan pendapat Stufflebeam, (2003: 127) di mana penyusun program, selain 

memilih penyusunan rencana, mengalokasikan sumber daya, mengelola 
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ketenagaan, menyusun agenda kegiatan, juga menyiapkan rencana dan 

pembiayaan". Selain itu, disediakan oleh sejumlah informasi untuk menentukan 

bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia, altematif-altematif strategi 

yang harus dipertimbangkan, mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, 

altematif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, 

pembiayaan dan penjadwalan dalam upaya mencapai tujuan program. Demikian 

pula dengan rencana program, dievaluasi menggunakan teknik seperti: analisis 

biaya, model logika, sesuai dengan kriteria yang diidentifikasi dalam tahap 

evaluasi masukan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). 

Hasil evaluasi "input" menunjukkan bahwa pihak pengambil kebijakan di 

Kabupaten Nunukan "cukup berhasil", dengan kriteria: I) pengambil kebijakan 

berhasil mengatur implementasi keputusan (pembagian fungsi, tugas, 

tanggungjawab, deskripsi kerja masing-masing); 2) mendesain prosedural dan 

strategi (prosedur keija/cara melakukan); 3) menentukan sumber-sumber 

pendukung program (ketersediaan personil teknis dan anggaran pembiayaan 

APBN dan APBD); 4) mengidentifikasi altematif rencana dan strategi untuk 

memenuhi kebutuhan (pemenuhan SDM pelaksana teknis dan sasaran, serta jenis 

daya dukung yang dibutuhkan, misal: bantuan-hibah dan subsidi); 5) tingkat 

kesiapan petani sawit rakyat (kesiapan lahan, bahan baku/modal (bibit sawit, 

pupuk, racun hama, dan lain-lain); dan, 6) kegiatan penyuluhan teknis budidaya 

sa wit untuk mencapai produksi sesuai tujuan program pengembangan kelapa sawit 

rakyat. 

c. Proses 

Evaluasi proses mencakup sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, 

supervisi/monitoring, dan waktu pelaksanan, sebagai berikut: 
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1) Sosialisasi Program 

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (kbbi. web.id/ 

sosialisasi/, 8 Agustus 2017) berarti upaya memasyarkatkan sesuatu sehingga 

menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Dalam 

evaluasi process model CIPP, sosialisai digunakan untuk menilai pelaksanaan 

rencana untuk membantu pelaksana kegiatan menilai kineija program, dan 

membuat penafsiran hasilnya Sosialisasi program pengembangan kelapa sawit 

rakyat, menurut informan Dinas Pertanian-1, dilakukan oleh beberapa unsur 

terkait, sebagai berikut: 

"Pihak yang terlibat dalam sosialisasi pengembangan perkebunan 
kelapa sawit rakyat yang ada di Kabupaten Nunukan adalah: a) Dinas 
Pertanian dan ketahanan Pangan kabupaten Nunukan; b) Pemerinan 
Kecamatan; c) Kepala Desa atau Lurah; d) Babinsa; e) Tokoh 
masyarakat; f) dan masyarakat petani (Informan Dinas Pertanian-1, 
Agustus 20 17)". 

Metode sosialisasi sebagaimana basil wawancara di atas mencakup 

pemantauan hambatan prosedural dan kekurangan yang tidak diantisipasi, 

mengidentifikasi diperlukan penyesuaian program dalam proses, mendapatkan 

informasi tambahan untuk perubahan program yang diperbaiki, 

mendokumentasikan proses pelaksanaan proyek, dan secara teratur berinteraksi 

dengan dan mengamati aktivitas peserta proyek (Stufflebeam dan Shinkfield, 

2007:351). Sehubungan dengan sosialisasi program pengembangan perkebunan 

kelapa sawit rakyat kepada masyarakat dilakukan sebelum dan selama 

pelaksanaan program di Kabupaten Nunukan. Tujuan sosialisasi menurut adalah 

melakukan komunikasi (pentransmisian informasi) agar masyarakat mengetahui 

rencana program dengan baik, sehingga bagi mereka yang mempunyai laban yang 
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tergabung dalam kelompok tani dapat mengusulkan permohonan untuk menjadi 

peserta program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Selengkapnya 

pada hasil wawancara berikut: 

Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Nunukan dalam 
melaksanakan program pengembangan perkebunan kelapa sawit 
rakyat akan berkoordinasi ke pada pihak kantor Desai Lurah dan 
Kecamatan sebagai pemegang wilayah yang mengetahui lahan­
lahan masyarakat yang diajukan tidak sedang bermasalah, 
sehinggah perlunya melampirkan rekomdasi Desa/Lurah dan 
Camat sebagai bentuk bahwa kegiatan perkembangan perkebunan 
kelapa sawit rakyat akan dilaksanakan diwilayah mereka 
(Informan Dinas Pertanian-1, Agustus 2017)"_ 

Teknis pelaksanaan sosialisasi program di Kabupaten Nunukan melalui 

komunikasi antar pelaksana lapangan (PPL) dengan masyarakat/petani sawit 

Sejauh ini, pelaksanaan sosialisasi beijalan dengan baik dan lancar karena 

pelaksana lapangan menyampaikan informasi dengan bertatap muka dan dengan 

bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat mengerti maksud dan tujuan 

program perkebunan sawit rakyat dan mengetahui siapa saja yang melaksanakan 

program. Pihak yang terlibat dalam sosialisasi pengembangan perkebunan kelapa 

sawit rakyat yang ada dikabupaten nunukan adalah: 1) Dinas Pertanian dan 

ketahanan Pangan kabupaten Nunukan; 2) Pemerintah Kecamatan; 3) Kepala 

Desa atau Lurah; 4) Babinsa; 5) Tokoh masyarakat; dan, 6) Masyarakat/petani. 

Namun dari sisi petani sawit, sosialisai program hanya dilakukan oleh PPL 

dengan cuplikan wawancara sebagai berikut: 

"Semua informasi tentang perkebunan dan pertanian kami dapat 
informasi dari petugas lapangan di desa ini yaitu PPL. Petugas aktif 
dalam setiap kegiatan selama program berlangsung, dan terlaksana 
dengan baik. Pertemuan dengan kelompok tani, anjang sana secara 
individual kemudian berdiskusi tentang usaha tani kelapa sawit 
(Informan Petani Sawit-1, Agustus 2017)". 
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Proses koordinasi antar instansi terkait diyakini oleh petani sudah 

dilaknakan dengan baik, namun dari perspektif pelaksanaan program, 

sebagai berikut: 

"Koordinasi antar instansi saling mendukung dengan terlaksananya 
program pengembangan perkebunan sawit rakyat. Selama ini petugas 
meninjau calon lokasi!calon petani cukup sekali setelah itu 
pelaksanaan program bantuan kelokasi (Informan Petani Sawit-2, 
Agustus 2017)" .. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara di atas, diketahui bahwa ada proses 

koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program dilakukan oleh Dinas 

Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan 

instansi-instansi yang terkait. Untuk penyampaian informasi antar instransi 

dilakukan melalui rapat koordinasi sehingga setiap pelaksana yang terlibat 

memperoleh informasi yang jelas tentang pembagian tugas dari masing-masing 

instansi/kelompok. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 

dalam melaksanakan program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 

akan berkoordinasi ke pada pihak kantor Desa/Lurah dan Kecamatan sebagai 

pemegang wilayah yang mengetahui lahan-lahan masyarakat yang diajukan tidak 

sedang bermasalah, sehingga perlunya melampirkan rekomdasi Desa/Lurah dan 

Camat sebagai bentuk bahwa kegiatan perkernbangan perkebunan kelapa sawit 

rakyat akan dilaksanakan diwilayah rnereka. Informasi tersebut peneliti peroleh 

rnenggunakan teknik evaluasi proses rneliputi observasi di tempat, wawancara 

peserta, skala penilaian, kuesioner, analisis catatan, catatan fotografi, studi kasus 

peserta, kelornpok fokus, dan sesi refleksi diri dengan ternan-ternan staf di kantor. 
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Berdasarkan telaah dokumen di atas, peneliti menemukan jalur 

koordinasi pada semua lini yang terkait dengan perkebnnan kelapa sawit, mulai 

daro organisasi pusat maupun daerah. Koordinasi dimaksud ada yang bersifat 

fungsional maupnn hirarki, misalnya: antara organisasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup unit fungsional pada semua tingkatan mengacu pada ketentuan yang 

berlaku. Sedangkan organisasi pelaksanaan tingkat kelompok tani diatur sesuai 

musyawarah kelompok, sementara secara hirarki dibagi berdasarkan kewenangan 

dan pembagian keija antara organisasi pusat dalam hal ini Diijen Perkebnnan 

petugas Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Puslit/Balit/ Instansi terkait, dan 

petugas lapang. Pembagian tugas masing-masing disesuaikan dengan jenjang dan 

kewenangan, antara Jain dalam hal: 

a. Pemilihan lokasi/petani/CPCL diusahakan lokasi yang mudah dijangkau dan 

di monitor oleh petugas, sehingga memudahkan pengadaan dan pengiriman 

sarana dan prasarana produksi serta evaluasi kegiatan ke daerab tersebut; 

b. Ketepatan waktu pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi 

lainnya untuk pengembangan tanaman tahnnan, sehingga tidak menyebabkan 

keterlambatan; 

c. Teknologi budidaya yang akan diterapkan harus sesuai dengan baku teknis 

serta kondisi di lapangan; 

d. Penetapan waktu, frekuensi, parameter pengamatan nntuk meningkatkan 

produktivitas tanaman tahunan; 

e. Ketersediaan bahan tanaman dan saprodi yang akan digunakan sebagai paket 

teknologi budidaya tanaman tahunan diusabakan tepat waktu dan tepat 

sasaran (Dirjen Perkebunan, 2015: 12). 

43300.pdf



93 

2) Pembinaan dan Pendampingan 

Pembinaan dan pendampingan selama pelaksanaan program 

pengembangan dilakukan melalui penyuluban oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan yang diwakilkan kepada PPL setempat. Selain itu, pihak 

pelaksana juga mengadakan pendidikan atau pelatihan kepada kelompok petani 

sawit dan anggotanya dengan menghadirkan narasurnber yang berkompeten. 

Faktor pendukung pembinaan dan pendampingan, antara lain: I) Petugas 

memberikan pembinaan dengan sabar dan ramah kepada petani peserta, 2) adanya 

kemauan dan kepedulian petugas dalam melaksanakan program, dan 3) adanya 

jadwal rutin kegiatan penyuluban dan pembinaan kepada petani peserta. 

Keikutsertaan peserta dalam kegiatan pembinaan program oleh petugas, kesediaan 

peserta untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh petugas lapangan, dan 

partisipasi peserta dalam mengikuti pembinaan. Adapun jenis penyuluban dan 

pendidikan yang pernah diberikan, an tara lain: I) Cara budi daya kelapa sawit, 

dan 2) Pelatihan falsafah kultur teknis kelapa sawit. Hal tersebut dibenarkan oleh 

petani sawit dalam transkrip wawancara, sebagai berikut: 

"Pembinaan dan pendampingan biasanya dilakukan oleh PPL 
setem pat karena an tar petani dan PPL telah saling mengenal. 
Penyuluhan selalu ada yang dilakukan oleh PPL. Penyuluhan tentang 
budidaya kelapa sawit. Tidak ada supervisi, hanya PPL tempat kami 
bertanya (Informan Petani Sawit-2, Agustus 2017)". 

"Selain sosialisasi kegiatan masyarakat petani kelapa sawit kabupaten 
Nunukan sebagian merupajkan Eks TKI yang bekeija sebagai buruh 
kelapa sawit yang ada di negara malaysia sehingga petani tersebut 
mempunyai dasar dalam membudidaya tanaman kelapa sawit, tetapi 
akan tetap dilakukan pendampingan sebagi bentuk keseriusan 
pemerintah kabupaten nunukan dalam menjalankan program tersebut 
(lnforman Petani Sawit-2, Agustus 2017)". 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa keberhasilan 

penyuluhan tersebut sangat ditentukan oleh keberadaan dan kompetensi Penyuluh 

Pertanian dalam melakukan kegiatan penynluhannya. Peran aktif PPL dalam 

membina petani sawit memamng sangat menentukan terutama menyangkut 

tentang edukasi, diserninasi informasi, fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan serta 

pemantauan dan evaluasi. Umumnya, PPL menggunakan metode pembinaan dan 

pendampingan secara perkelompok dan persuasif. Dalam pelaksanaan program 

pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut peran petugas penyuluh 

lapangan (PPL) sangat panting karena mengingat kondisi masyarakat Iokal yang 

dinilai masih sangat terbelakang, tertinggal dan masih merniliki pola pendidikan 

yang sangat rendah. 

Menurut Undang-Uundang No. 16/2006 tentang Sistem Penynluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 3 dan 4 bahwa peran dan fungsi 

petugas penynluh Iapangan (PPL) lebih berperan sebagai tenaga pendidik 

(educator) karena kondisi sosial masyarakat yang dinilai masih membutuhkan 

pembinaan, pelatihan, dan pemberian contoh contoh konkrit/nyata bagi 

masyarakat lokaL Hal tersebut dilakukan oleh petugas penyuluh Iapangan (PPL) 

mengingat masyarakat yang masih memiliki pola hidup sederhana. Pola 

pendekatan yang dilakukan oleh tenaga penynluh lapangan adalah pola 

pendekatan educator (mendidik, membina, melatih). Kendala yang dihadapi 

masyarakat penerima bantuan belum sepenuhnya tabu cara teknis budidaya 

kelapa sawit tetapi kendala tersebut dapat di minimalisir dengan memanfaatkan 

PPL setempat sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Nunukan. 
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3) Supervisi/monitoring internal dan ekseternal selama pelaksanaau 
program 

Pihak yang melaksanakan supervisilmonitoring internal dan ekseternal 

selama pelaksanaan program adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

Secara operasional dilaksnakan oleh pejabat dan staf lapangan yang mendapat 

penugasan. Pelaksanaan rutin monev dilakukan oleh PPL yang menjalankan tugas 

penyuluban ( ednkasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan 

serta pemantauan dan evaluasi) dan pemantauan perkembangan pembangunan 

perkebunan kelapa sawit. Pihak atau instansi terkait yang melakukan 

supervisilmonitoring internal dan ekseternal selama pelaksanaan program, antara 

lain: BPS (Badan Pusat Statistik), petugas Statistik Perkebunan (internal), LSM 

yang bergerak dibidang Lingkungan. Menurut petani sawit, selain itu petugas atau 

stafyang ditunjuk dalam pembinaan bertugas dengan baik ini dikarenakan petugas 

tersebut telah mendapat pelatihan tentang pembinaan dan teknik budidaya kelapa 

sawit. Namun, petani sawit merasa bahwa bentuk supervisi hanya pengecekan 

alokasi bantuan, sebagai berikut: 

"Mengenai supervisi/monitoring biasanya dilaksanakan pada akhir 
tahun sekali dari Dinas yang terkait karena untuk melihat secara jelas 
jika ada bantuan dari pemerintah betul ada dan program tersebut 
terlaksana dengan baik (Informan Petani Sawit-2, Agustus 2017)". 

"Ya pasti di karenakan perkebunan kelapa Sawit merupakan 
komoditas perkebunan yang menjanjikan di masa depan sehingga 
pemantauan perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit 
terus mendapat perhatian (Informan Dinas Pertanian-1, Agustus 
2017)". 

Hasil pelaksanaan supervisilmonitoring internal dan ekseternal selama 

pelaksanaan program dilakukan untuk mengetahui perkembangan luas areal 

kelapa sawit yang berhasil di tanam oleh kelompok tani, jumlah produksi Tandan 
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Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleb Petani, tingkat kesejabteraan petani, 

kendala-kendala yang dihadapi petani sawit, dan dampak alam sekitar stelab 

beralihnya laban dari butan sekunder menjadi laban perkebunan kelapa sawit. 

Tindak-lanjut basil supervisi!monitoring tersebut akan menjadi baban evaluasi 

terbadap keanggotaan petani sawit, terutama jika terdapat penyimpangan seperti 

adanya petani yang menanam di areal butan lindung atau KBK akan menjadi 

catatan untuk segera dilakukan perbaikan. Namun, ketika peneliti ·menanyakan 

tindak-lanjut basil supervisi, rata-rata petani sawit menjawab "tidak tau". Unsur 

Dinas Pertanian-1 memberikan keterangan adanya unsur lain yang terlibat dalam 

monev, antara lain: 

Ada beberpa instansi terkait yang sering melakukan superviSI 
seperti BPS (badan Pusat Statistik), petugas Statistik Perkebunan 
(internal), LSM yang bergerak dibidang Lingkungan (Informan 
Dinas Pertanian-1, Agustus 2017)". 

Hasil dari superviSI yang dilakukan untuk mengetabui 
perkembangan luas areal kelapa sawit yang berhasil di tanam oileb 
kelompok tani, jumlab produksi Tandan Buab Segar (TBS) yang 
dibasilkan oleb Petani, tingkat kesejabteraan petani, dampak alam 
sekitar stelab beralihnya laban dari butan sekunder menjadi laban 
perkebunan kelapa sawit (Informan Dinas Pertanian-1, Agustus 
2017)". 

Kebijakan Monev yang dilakukan oleb Dinas Pertanian dan Tanaman 

Pangan di atas sesuai dengan petunjuk teknis Dirjen Perkebunan (2015:16-17) 

adalab dalam kerangka pembinaan dan pengendalian dan dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalab agar penyelenggaraan kegiatan dapat 

menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Monitoring, 

evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 

31/Permentan/OT.l40/3/ 2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem 

' -
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang 

membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan secara beijenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal 

Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; 

b) Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan 

berikut realisasi fisik dan keuangan; 

c) Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di Kabupaten dan 

Provinsi; 

d) Laporan perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan 

dengan materi meliputi: nama petani/kelompok tani, 

desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu 

pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecaban 

masalah; 

e) Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan. 

Menurut informan DinasPertanian-1, bahwa hasil monev ditindaklanjuti 

sesuai dengan temuan dan jadwal yang ditentukan dalam pelaksanaan program 

pengembangan perkebunan kelapa sawit, selengkapnya, sebagai berikut: 

"Dari hasil supervisi yang dilakukan jika terdapat penyimpangan 
seperti adanya petani yang menanam di areal hutan lindung atau 
KBK akan menjadi catatan untuk segera dilakukan perbaikan 
(Informan Dinas Pertanian-1, Agustus 20 17)". 

Pengembangan program perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 
Nunkan telah diprogramkan dan dijadwalkan yang tertuang dalam 
Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 
Nunukanselama 5 Tahun kedepan (Informan Dinas Pertanian-1, 
Agustus 2017)". 
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Waktu Pelaksanaan Program dan monitoring dan evaluasi program 

pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan telah dijadwalkan 

dan tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Nunukan selama 5 Tahun ke depan. Rencana program pengembangan kelapa 

sawit rakyat disusun oleh para pembuat kebijakan telah dijadwalkan dan diketahui 

ditingkat petani, dan pelaksana Iapanggan terstruktur, sehingga apapun yang 

dilakukan di Iapangan selalu mengikuti rencana yang telah di tetapkan. Namun, 

jadwal tersebut ternyata "tidak diketahui oleh petani sawit" ketika peneliti 

menanyakan jadwal pelaksanaan program. Informan Dinas Pertanian-1 

membenarkan keterangan tersebut, sebagai berikut: 

"Pengembangan program perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 
Nunukan yang telah dijadwalkan ditingkat petani tidak diketahui 

(Informan Dinas Pertanian-1, Agustus 2017)". 

"Jadwal yang ditentukan dalam pelaksaan program pengembangan 

perkebunan kalapa sawit sangat berpengaruh pada pemerataan 
pelaksanaan kegiatan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten 
nunukan dan jumalah anggara yang tersedia (Informan Dinas 

Pertanian-1, Agustus 2017)". 

Terlepas dari ketidaktahuan petani sawit, waktu penyampaian laporan 

basil monev sebenarnya, selain dalam Renstra juga telah dicanturukan dalam 

Juknis Pengembangan Kelapa Sa wit (20 15: 16-17) dengan sis tern perbulan 

perbulan dengan ketentuan: 

a) Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan kabupaten ditujukan 

kepada provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan; 

b) Pelaporan dari dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada 

kepada Direktorat Tanaman Tahunan disampaikan paling lambat setiap 

tanggal 7 bulan laporan. 
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4) Laporan Perkembangan Fisik dibuat pertriwulan, ditujukan kepada Direktorat 

Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling 

Iambat tanggal 5 bulan Iaporan; 

5) Laporan akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat 

Jenderal Perkebunan. 

Berdasarkan hasil evaluasi proses sebagaimana diuraikan pada bagian 

terdahulu, maka pelaksanaan program pengembangan perkebunan kelapa sawit 

rakyat di Kabupaten Nunukan dapat dinyatakan "cukup berhasil". Indikator 

keberhasilan ini dapat dilihat dari: I) kegiatan yang dilakukan dalam program; 2) 

penanggungjawab program; 3) jadwal pelaksanaan program; 4) proses 

pendampingan dan pembinaan bagi petani sawit; 5) proses monitoring dan 

evaluasi program; 6) program terlaksana sesuai dengan rencana dan pedoman 

yang ditetapkan; 7) pendokurnentasikan proses dan umpan balik; 8) identifikasi 

permasalahan prosedur baik tata kelola kejadian dan aktivitas; dan, 9) penyesuaian 

atau revisi rencana oleh pemangku kepentingan yang didasarkan pada keljasama 

yang dapat mendorong keberlanjutan jangka panjang program pengembangan. 

Keefektifan implementasi kebijakan, menurut Grindle (1980:6-11) tergantung dari 

isi kebijakan dan konteks implementasinya, karakteristik masalah, stru1:tur 

manajemen program, dan faktor-faktor diluar peraturan. 

d. Produk 

Evaluasi product mengidentifikasi dan menilai hasil program "jugement 

outcomes" dalan1 hubungannya dengan contexl, masukan, dan process, terkait 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan kegiatan baik jangka pendek 
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dan jangka panjang. Evaluasi produk dalam konteks penelitian ini mencakup 

capaian produksi atau produktivitas dibandingkan dengan target yang berdampak 

pada peningkatan pendapatan petani sawit, sebagai berikut: 

1) Produksi dau Produktivitas 

Evaluasi product dalam konteks produksi dan produktivitas program 

pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat menunjukkan taraf peningkatan 

produksi TBS yang signifikan. Informasi tentang peningkatan tersebut dapat 

disimak dalam basil wawancara berikut: 

"Sangat berpengaruh indikator yang dapat dipakai adalah adanya 
laporan statistik perkebunan rakyat yang terus meningkat, adanya 
Iapaoran Perusahaan Besar swasta banyak masyarakat yang 
menjual TBS mereka di Pabrik Kelapa sawit mereka (Informan 
Dinas Pertanian-1, Agustus 2017)". 

"Tingkat produksi tandan Buab Segar (TBS) kelapa sawit yang 
mencapai 31.921.190 Kg data statistik ini diperoleb dari petugas 
penyuluh lapangan yang ada di wilayab Kabupaten Nunukan 
(Informan Dinas Pertanian-1, Agustus 20 I 7)". 

Cuplikan basil wawancara di atas mengindikasikan adanya peningkatan 

produksi dan produktivitas sesuai dengan Iaporan statistik TBS basil perkebunan 

sawit rakyat yang terus meningkat, dan adanya laporan peningkatan Perusahaan 

Besar Swasta yang menjual TBS di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Capaian produksi 

untuk jenis produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kabupaten Nunukan merupakan 

produsen terbesar di Kalimantan Utara mencapai 31.921.190 Kg. atau (72,04%), 

dari total 3.437 ton diikuti oleb Kabupaten Malinau (23,67%) dan Bulungan 

(4,29%). Produksi kelapa banya 484 ton yang sebagian besar berada di Bulungan 

(40,50%), Nunukan (34,71%) dan Tarakan (22,73%). Data statistik ini diperoleb 

43300.pdf



I 

I 

101 

dari petugas penyuluh lapangan yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan.Sebagai 

bahan perbandingan produksi perkebunan kelapa sawit dengan komoditas 

perkebunan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis 
Tanaman di Kabupaten Nunukan (ton), 2015 
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Tabel di atas menunjukkan sebaran data hasil perkebunan dari berberapa 

jenis komoditas yang memperlihatkan dominasi sektor perkebunan kelapa sawit 

dibanding dengan komoditas lain. Selain luas lahan, dominasi kebun kepala sawit 

juga menunjukkan dmninasi dari aspek pencapaian produksi. Untuk itu, Septianita 

(2009:82) memberikan rambu-rambu penilaian produk bahwa "faktor produksi 

luas lahan, bibit, berpengaruh sangat nyata terhadap produksi kelapa sawit. 

Sementara, Faktor produksi tenaga kelja, pupuk urea dan herbisida berpengaruh 
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tidak nyata terhadap produksi kelapa sawit. Agar capaian lebih maksimal, maka 

faktor-faktor produksi seperti 1uas lahan, bibit, dan pupuk harus ditambah dengan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja petani kelapa sawit". 

Hubungan kausal antar faktor produksi tersebut, pada kenyataanya dibenarkan 

oleh petani sawit yang menjadi informan penelitian ini; dengan cuplikan 

wawancara sebagai berikut: 

Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap produksi tersebut 
adalah pupuk. Sebelum ada bantuan pupuk produksi hanya 1 ton/ha, 
tetapi setelah ada bantuan pupuk paling rendah produksinya 1 
ton/halbulan". Jika ada pupuk produksi tinggi, tetapi jika tidak 
dipupuk maka produksinya rendah. Pemupukan yang teratur 
sehingga produksi sawit akan lebih meningkat, jika kalau perlu 
harapan petani disini, agar ada agen pupuk di Sei Menggaris 
(Informan Petani Sawit-2, Agustus 2017)". 

"Faktor penghambat dalam capaian tersebut adalah banyaknya hama 
yang menyerang tanaman mereka yang be1um menghasilkan 
(lnforman Petani Sawit-2, Agustus 2017)". 

"Faktor pendukungnya adalah adanya bantuan bibit kelapa sawit 
yang bersertifikat dan gratis oleh pemerintah kabupaten Nunukan, 
adanya bantuan sarana dan Prasarana produksi (Informan Petani 
Sawit-2, Agustus 2017)". 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas diperoleh informasi bahwa 

produktivitas kebun kelapa sawit tergantung dari pemupukan yang memadai dan 

ketersediaan bibit unggul kelapa sawit. Kedua komponen tersebut, jika dilakukan 

dengan benar, maka hasil panen sawit akan sesuai harapan, namun jika tidak, 

maka hasil panen akan berada dibawah target/Ha. 

"Untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit rakyat adanya 
dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah 
Kabupaten Nunukan seperti penyediaan pupuk yang berkontinyu, 
pembangunan jala usaha tani, pendampingan yang terus menerus 
(lnforman Dinas Pertanian-2, Agustus 20 17)". 
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Mencermati masalah tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah 

daerah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk: lebih meningkatkan hasil 

produksi sawit rakyat, antara lain: 

a) Untuk: meningkatkan basil produksi kelapa sawit rakyat perlu adanya 

dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan oleb Pemerintah Kabupaten 

Nunukan seperti penyediaan pupuk yang kontinyu, pembangunanjaian usaha 

tani, dan pendampingan yang terns menerus. 

b) Pemda sebaiknya mengundang investor untuk menjadi agen pupuk sawit di 

Kabupaten Nunukan agar pasokan pupuk untuk: petani dapat terpenuhi. 

c) Perlu adanya program pengembangan perkebunan sa wit rakyat bersifat 

berkelanjutan dan melakukan revitaiisasi terhadap kebun sawit yang kurang 

produktif sehingga dapat meltiaga kelangsungan produksinya. 

2) Peningkatan Pendapatan Petani!Kelompok Tani 

Implementasi program pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat 

berdampak signifikan terhadap kelompok tani dan anggotanya. Hal tersebut 

disebabkan oleh selain peningkatan produksi, para petani juga mendapatkan 

sejumlah bantuan dalam bentuk: hibah dan subsidi, sehingga semua basil 

penjualan menjadi milik petani sawit. 

"Program pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat yang 
ditawarkan kepada masyarakat diberikan dengan Cuma-Cuma atau 
hibah tanpa adanya pergantian dengan didukung sarana dan 
prasarana yang memadai (Informan Dinas Pertanian-2, Agustus 
2017)". 

"Peningkatan pendapatan petani sangat beragam sangat tergantung 
dari keseriusan petani tersebut untuk berusaha dalam 
memanfaatkan bantuan yang di berikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Nunukan (Informan Dinas Pertanian-2, Agustus 
2017)". 
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Infonnasi hasil wawancara di atas mengindikasikan adanya peningkatan 

pendapatan, namun secara persentase peningkatan pendapatan petani sawit sulit 

untuk diukur karena sangat beragam, sangat tergantung dari keseriusan petani 

tersebut untuk berusaba dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Nunukan. Temuan tersebut sejalan dengan basil penelitian 

Alunad et al. (2015:388) bahwa petani sawit memperoleh keuntungan dari 

usabataninya namun harga yang ditawarkan oleh pedangang pengumpul ditingkat 

petani masih rendab karena buab sawit yang dihasilkan bel urn memenuhi standar 

yang diharapkan. 

Menurut Atmadi (2009:27), untuk mengetahui apakah yang dikerjakan 

sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dibandingkan kondisi sebelum 

perbaikan dengan keadaan sesudab dilakukan perbaikan. Penilaian secara umum 

signifikansi persentase peningkatan pendapatan petani yang terlibat dalam 

program dapat dilihat dari manfaat dengan adanya program perkebunan sawit 

rakyat, yaitu: penghasilan meningkat, memilik:i jaminan hidup, dan mendapatkan 

pekerjaan tetap, serta memiliki rumah, pekarangan dan laban pangan. Indikator 

Iainnya adalah persentase peningkatan area/laban perkebunan sawit petani 

sebelum dan setelah mengikuti program pengembangan. Luas areal perkebunan 

sawit rakyat setelah adanya program pengembangan perkebunan kelapa sawit 

sampai tahun ini yang terdata seluas 9. 853 Hektar tanaman kelapa sawit 

masyarakat yang telah menghasilkan, sebagai berikut: 

"Luas areal perkebunan rakyat setelah adanya program 
pengembangan perkebunan kelapa sawit . sampai tahun 1m yang 
terdata seluas 9. 853 Ha tanaman kelapa sawit masyatrakat yang telah 
menghasilkan (Infonnan Dinas Pertanian-1, Agustus 20 17)". 
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"Adanya program mulai pengadaan bibit sawit dan peningkatan mutu 
pangan, merupakan awal dari kehidupan masyarakat desa Srinanti, 
tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani yang dirasakan saat ini 
merupakan hasil dan program pengembangail dari dinas perkebunan. 
Semua program yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 
petani sawit baik pengernbangan luas areal maupun peningkatan rnutu 
dan produksi. Faktor Pembatas yang saat ini cukup dirasakan oleh 
masyarakat adalah tidak adanya agen pupuk yang ada diwilayah kec. 
Sei Menggaris sehingga kebutuhan akan pupuk sawit sering tidak 
tersedia (Informan Petani Sawit-2, Juli 2017)". 

"Tentu saja bermanfat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit 
rakyat karena petani rnerasa terbantu dalam usahanya. Kalau tujuan 
peningkatan produksi sepertinya sudah tercapai tetapi berbicara 
mengenai pengernbangan area/lahan dikelompok karni tidak ada lagi 
penambahan luas lahan (Informan Petani Sawit-3, Juli 2017)". 

105 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan peningkatan produktivitas dan 

pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani sawit. 

Kesimpulan sernentara bahwa program yang dilaksanakan telah berhasil dan 

mencapai target seperti yang ditetapkan, yaitu: meningkatkan pendapatan 

masyarakat, rneningkatkan kesejahteraan rnasyarakat, menciptakan lapangan 

pekeijaan untuk masyarakat dan dapat rnengolah sumber daya alam. Indikator 

keberhasilan masyarakat petani kelapa sawit Iainnya, adalah: 

a) memiliki pekeijaan tetap sebagai petani di kebun sawit rniliknya sendiri dan 

hasil dari mengikuti program pengernbangan perkebnnan sawit rakyat. 

b) memiliki penghasilan tetap dari hasil kebun sawit dan pendapatan masyarakat 

meningkat rnenjadi lebih baik dari sebelum rnasyarakat mengikuti program 

pengembangan perkebunan sawit rakyat. 

c) beberapa petani sa wit sudah mandiri setelah kebun mereka menghasilkan 

tandan buah segar (TBS), adanya perubahan pola hidup yang lebih baik. 
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Menurut data basil observasi, beberapa tujuan yang diharapkan dari 

program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat tercapai. Indikator 

dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi 

(kemenkeu.go.id, 2017), sebagai berikut: 

a) Bertambahnya luasan perkebunan kelapa sawit rakyat yang ada di kabupaten 

Nunukan; 

b) Adanya keberagaman komoditas yang diusahakan oleh petani pekebun yang 

ada di Kabupaten Nunukan; 

c) Adanya komoditas unggulan yang dapat diharapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu ikon dalam bidang perkebunan; 

d) Adanya peningkatan kesejahteraan petani rakyat yang ada di kabupaten 

Nunukan. 

Pendapat di atas sejalan dengan temuan penilitian ini, sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

"Indikator keberhasilan Masyarakat Petani kelapa sawit diharapkan 
sudah mandiri setelah kebun mereka menghasilkan tandan buah 
segar (TBS), adanya perubahan pola hidup yang lebih baik 
(Informan Dinas Pertanian-2, Agustus 2017)". 

Cuplikan wawancara di atas sejalan dengan Wibawa et al. (1994:29) 

bahwa evaluasi "produk" atau "dampak", memberikan perhatian yang lebih besar 

kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses 

pelaksanaannya. Hasil evaluasi "produk" merujuk pada perubahan yang terjadi 

pada masukan mentah yang dinilai "cukup berhasil". Ukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan program berdasarkan rencana dan kriteria/indikator terutama 
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pada: 1) peningkatan produk/produktivitas petani sawit rakyat yang dinilai "cukup 
'I : 

, r 

berhasil"; 2) volume produksi sawit petani berdasarkan target capaian tonlhektar 

"cukup tinggi"; dan. 3) peningkatan luas lahan petani sawit rakyat "belum 

memadai" karena terhambat masalah kepemilikan. Semua capaian tersebut 

berkontribusi terhadap pendapatan yang dinilai "memadai" yang berdampak pula 

pada peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat. Justifikasi keberhasilan 

tersebut berdasarkan kriteria kebijakan, menurut Patton and Savicky, (1986:156) 

dapat ditinjau dari tehnical feasibility (kelayakan teknis); economic and financial 

possibility (kemungkinan ekonomi dan financial); political viability (pengaruh 

dari berbagai kelompok kekuasaan ); dan, admininistrative operability 

(kemungkinan untuk melaksanakan kebijakan). 

Menurut peneliti, keberhasilan dalam evaluasi produk ini memerlukan 

keterlibatan pemangk-u kepentingan yang representatif selama proses evaluasi. 

Selanjutnya, hasil evaluasi produk program pengembangan perkebunan kelapa 

sawit rakyat memiliki tiga tujuan penting. Pertama, ia menyediakan informasi 

sumatif yang dapat digunakan untuk menilai manfaat dan dampak dari program. 

Kedua, menyediakan informasi formatif yang dapat digunakan untuk melakukan 

penyesuaian dan perbaikan terhadap proyek untuk implementasi di masa depan. 

Ketiga, menawarkan wawasan tentang keberlanjutan dan kemampuan 

transformasi, yaitu apakah program dapat dipertahankan dalam jangka panjang, 

dan apakah metodenya dapat ditransfer ke pengaturan yang berbeda. Selain itu, 

hasil evaluasi juga memberikan umpan balik yang sangat penting selama untuk 

semua tahapan program, termasuk kesimpulannya. Stufflebeam dan Shinkfield 
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(2007) menyarankan untuk menggunakan metode tinjauan panel pemangku 

kepentingan dan lokakarya umpan balik terstruktur secara teratur. Tujuannya 

adalah untuk memastikan semua komponen penting basil evaluasi mulai dari 

proses evaluasi dan temuan evaluasi dapat digunakan secara tepat oleh 

stakeholder terkait. 

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan 
Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 

Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di 

Kabupaten Nunukan selama 10 tahun terakhir mengalami masa pasang-surut yang 

disebabkan oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat, baik bersifat 

internal maupun ekstemal, sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pengembangan Perkebunan 
Kelapa Sawit Rakyat 

Berdasarkan basil angket dan wawancara, peneliti menemukan beberapa 

faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan perkebunan kelapa 

sawit rakyat yang dihubungkan dengan evaluasi Context, Input, Process, dan 

Product (ClPP), seperti pada paparan berikut ini. 

1) Konteks 

Menurut basil isian responden dalam kuesioner dari unsur Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan bahwa faktor pendukung 

yang terkait dengan konteks, antara Jain: 

"Kebijakan Pemda Nunukan mendorong investasi di sektor sawit dan 
telah memasukan industri kelapa sawit kedalam sektor prioritas 
bersama industri Jainnya dalam Renstra Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan yaitu 
pengadaan pupuk, selain itu ada juga pengembangan luas areal kebun 
sa wit (Unsur Dinas Pertanian-1, Juli 2017)". 
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"Pemda Nunukan menugaskan Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan untuk menjadi penanggungjawab program dan kegiatan, serta 
melihat peluang investasi dalam perkebunan kelapa sawit (Unsur 
Dinas Pertanian-2, J uli 20 17)". 

Transkrip wawancara di atas menunjukkan adanya keseriusan dari pemda 

setempat untuk memajukan industri kelapa sawit rakyat. Konteks kebijakan 

tersebut kemudian dituangkan dalam perencanaan jangka menengah yang berlaku 

selama 5 (lima) tahun diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategis SKPD. 

Rencana Strategis yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah Rencana 

Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011-2016 (Renstra Dishutbun 

2011-20 16). Renstra Dishutbun 2011-2016 memperlihatkan data perencanaan 

pengembangan perkebunan di Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

Tabel4.5 
Indikator Kineija Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2011-2016 

Tahun 20U 2012 2013 2014 2015 2016 

Produksi 
Perkebunanlkg : 

• Sav.it 10.179.000 10.204.447.5 10.459.558,69 10.721.047,67 11.257.100,0 11.819.955,05 
• Kakao 12.866.500 13.206.662,5 13.536.879,00 13.877.351,04 14.224.284,81 14.579.891,93 

• Karet . - - - - 98.000,00 

Produktifitas 
PerkebWianlkglha 
• Sawit 17.400 17.400 17.600 17.800 17.900 18.000 
• Kakao 1.650 1.650 1.660 1.670 1.675 1.680 

• Karet - - - - - 980 

Distribusi sektor 
perkebunan 

14,61% 14,81% 15,11% 15,31% 15,51% 15,81% 
(tanaman kerns) 
terhadap PDRB 

Sumber: Renstra Dishutbun Kab. Nunukan 2011-2016 

Perencanaan Strategis Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) ini 

dijabarkan lebih lanjut pada perencanaan jangka pendek dalam bentuk Rencana 

Keija Tahunan (RKT) yang dituangkan sebagai Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA). Selama periode 2011-2016 perencanaan kegiatan yang berhubungan 
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dengan pengelolaan pembinaan perkebunan kelapa sawit dimasukkan pada 

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan pada Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan. Menurut data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), 

sub sektor perkebunan memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Nunukan selama periode 

tahun 20ll-2015. Kontribusi sub sektor ini mencapai Rp. 598.683.200.000 pada 

tahun 2011 dan menjadi Rp 944.512.200.000 pada tahun 2015 seperti terlihat pada 

. tahel berikut in: 

Tabel4.6 Sumbangan antar Sub Sektor Pertaniau pada Pembentukan 
PDRB Kabupaten Nunukan Taltun 2011-2015 

Tan. Pangan 61.387.4 65.605.2 68.976.8 77.911.6 

Hortikultura 186.952.4 187.876.2 202.032.2 187.397.2 

Perkebnnan 598.683.2 660.257.7 702.836.1 895.009.4 

Petemakan 25.523.3 27.107.9 28.882.2 25.710.7 

Pertanian 17.659.7 19440.2 21.157.9 23.525.3 

75.428.5 

160.279.1 

944.512.2 

25.449.9 

24.304.1 

Kabupalen 10.084 049.60 11. 348. 649.53 12. 846. 763.25 14.540.901,16 14.583.704.08 

Surnber: Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016-2021 

Pada Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa sub sektor perkebunan memberikan 

kontribusi paling besar, yaitu; pada taltun 2011 mencapai 67,26 % dari 

sumbangan PDRB Pertanian. Pada tahun 2015 terlihat sub sektor perkebunan 

memberikan kontribusi 76,80% dari PDRB Pertanian. Hal ini memberikan 

gambaran mengenai peran sub sektor perkebunan yang dominan dalam 

menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan. 
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2) Input 

Untuk mendukung kebijakan program pengembangan perkebunan kelapa 

sawit rakyat, peneliti mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung input program. 

Pada tataran kebijakan Pemda dan Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah 

kebijakan sebagai payung hukum pelaksanaan program dan kegiatan (UU, PP, 

Permentan, J uklak/J uknis/SOP). Namun, aturan-aturan tersebut tidak sampai ke 

petani sawit dalam bentuk dokumen, hanya disampaikan secara Iisan oleh petugas 

lapangan, sebagaimana cuplikan wawancara di bawab ini. 

"Sampai saat ini, pembagian petugas teknis/SOP tidak diberikan oleh 
petugas, namun penyampaian secara lisan dengan malalui pertemuan 
saya dengan petugas teknis saya kira sudab cukup jelas". "Menurut 
hemat karni, saya kira aturan yang dilaksanakan telah sesuai dengan 
program pengembangan tersebut (Informan Petani Sawit-1, Juli, 
2017)". 

Mengenai proses penyusunan program pada tingkat petani belum 

tersosialisai dengan baik, sebagai berikut 

"Proses aturan penyusunan programlkebijkan pengembangan sawit 
rakyat tentu kami tidak mengetahui, tetapi kami yakin bahwa program 
ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sasaran petani. Mengenai 
pembagian kerja menurut kami telah disusun dengan rapi oleh tim, 
melalui tahap persiapan sampai implementasi program terlaksana 
(Informan Petani Sawit-3, Juli, 2017)". 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas, diketahui babwa petani sawit 

tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan/program, namun mereka meyakini 

bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan merurnuskan kebijakan sesuai dengan 

kebutuhan petani. Kebijakan pemda. terkait kebun kelapa sawit rakyat lainnya 

adalab komitmen untuk memberi kemudaban dalam proses perizinan dengan 

membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) sabagai implementasi 
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dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan, Pemda Nunukan menyiapkan sejumlah pos anggaran yang 

bersumber dari APBD, APBD-P, dan APBN dalam bentuk pemberian bantuan 

setiap tahun kepada para petani sawit bernpa bibit sawit, pupuk, racun hama, dan 

pembinaan teknis. 

Pembenahan sejumlah sarana infrastrnktur yang relatif kondusif, baik 

transportasi darat maupun air untuk mendukung program dan kegiatan pada 

umumnya sudah tersedia, namun belum memadai dibanding luas area kebun 

kelapa sawit. Pemda juga terns bernsaha membenahi sarana jalan yang dapat 

dilalui kenderaan roda empat untuk mengangkut TBS dari kebun ke lokasi pabrik; 

serta penyiapan sarana pelabuhan untuk tujuan ekspor. Ketersediaan sarana 

perbankan, listrik, organisasi petani dan sarana telekomunikasi terns diusahakan 

untuk mendukung semangat berinvestasi dan agar dapat lebih memacu 

pertumbuhan sektor ini sehingga peran dan kontribusinya dalam perekonomian 

daerah terns meningkat. Pemda melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

juga menyediakan sejumlah personil administrasi dan Petugas Penyuluh Lapangan 

(PPL), masing-masing dengan pembagian tugas jelas memberikan penyuluhan 

dan pembinaan kepada peserta mulai dari penanaman, perawatan hingga panen. 

c) Proses 

Dalarn evaluasi proses, peneliti menemukan sejumhih faktor pendukung 

program pengembangan kelapa sawit rakyat. Termasuk di dalarnnya adalah 

kegiatan sosialisai program dan kegiatan kepada petani sawit yang intensif 

dilakukan sehingga para petani mengetahui syarat-syarat untuk menjadi peserta 

program. Melalui kegiatan ini, rata-rata petani sawit mengetahui persyaratan, 
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tugas dan tanggungjawab yang hams dipenuhi, tennasuk pelaksana atau 

organisasi yang melaksanakan program. Sosialisasi perlu dilakukan mengingat 

kebutuhan petani sawit rakyat sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik dan 

kondisi sosio-kultural masyarakat. 

"Tingkat kesiapan saya kira cukup karena ada infonnasi dilapangan 
tentang kebutuhan petani sebelum program dilaksanakan, seperti 
legalitas lahan, kebutuhan petani, kelengkapan administrasi petani". 
Selama pelaksanaan pembinaan program pengembangan tidak ada 
kesulitan selama kegiatan lahan tidak bennasalah (Infonnan Petani 
Sawit-3, Juli, 2017)". 

Petani Sawit 2: "Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung jika 
dijadikan acuan parameter kesiapan irnplementasi program usaha 
dapat disimpulkan bahwa kesiapan petugas sudah terukur dengan baik 
(Infonnan Petani Sawit-2, Juli, 2017)".". 

Keterangan petani sawit di atas menunjukkan adanya kesiapan sebelum 

pelaksanaan program, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak mengalami 

kendala yang berarti. Faktor pendukung lainnya berupa pembinaan dan 

pendampingan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk 

supervisi/monitoring yang rutin dan teijadwal setiap bulan!tahnn. Dalam 

pelaksanaannya, PPL menerapkan metode pengembangan masyarakat (community 

development) dalam program pengembangan kelapa sawit rakyat di mana petani 

sawit dan pekerja dapat bekerjasama untuk meningkatkan produktivitas kelapa 

sawit. Jenis pembinaan perawatan kebun sawit bagi petani mulai awal penanaman 

yang memang memerlukan banyak perhatian, namun menurut petani sawit, 

sernakin tua usianya perawatan akan berkurang dan semakin banyak buahnya 

serta semakin berat timbangannya 
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d) Produk 

Evaluasi produk dan produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan oleh 

petani mencakup faktor pendukung, seperti: l) Peningkatan capaian 

produksi/produktivitas TBS dibandingkan dengan target, sehingga berdampak 

pada peningkatan pendapatan petani sawit; 2) Kemandirian berusaha bagi 

kelompok tani dan anggotanya sehingga memungkinkan perluasan usaha baik 

secara individu maupun kelompok; 3) Hasil produksi kebun sawit dalam bentuk 

TBS yang memenuhi standarisasi dan bersertifikat; dan, 4) Menjadikan tanaman 

kelapa sawit menjadi komoditas utama sektor perkebunan bagi masyarakat dengan 

sejumlah keuntungan yang diperoleh baik di sektor hulu maupun hilir. 

Untuk mewujudkan tujuan program, Pemerintah Kabupaten Nunukan 

telah mengeluarkan ijin usaha perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit 

kepada 18 (delapan belas) perusahaan besar swasta. Perusahaan tersebut 

diharapkan dapat bekerjasama dengan pekebun sawit rakyat melalui pola 

kemitraan dan pendirian PKS. Pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa 

sawit saat ini didukung oleh 7 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 

terpasang 265 ton/jam dan hal ini berdampak positif terhadap peluang kerja 

mayarakat setempat yakni mampu menyerap tenaga kelja 18.730 orang, yang 

merupakan 24,9% angkatan kerja di Kabupaten Nunukan. Keberadaan PKS di 

wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan juga menurut petani 

kelapa sawit dapat mengurangi ketergantungan kepada Malaysia untuk menjual 

basil panen kebun ke Tawau. 

Faktor pendukung di atas, menurut Friendrich (1969) dalam Agustino 

(2008:10) tidak terlepas dari upaya Pemerintab Kabupaten Nunukan untuk 

mengambil tindakan/kegiatan yang diperlukan dan mencermati kesulitanl 
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hambatan dan kemungkinan/kesempatan dalam pelaksanaan program. 

Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan 

merumuskan kebijakan perkebunan sa wit rakyat pada hakekatnya ditujukan untuk 

mengatur pranata agar berguna dalam mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan 

(Anderson (1979) dalam Suhamo (2010:22-23). Prasyarat sukses dalam 

pencapaian tujuan program, menurut Parsons (2008:66-67) harus ditangani dan 

dikaji secara holistik (menyeluruh) dengan cara menata dan memanfaatkan 

pengetahuan, serta memahami bagaimana problem atau masalah bisa 

dikontekstualisasikan. 

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pengembangan Perkebnnan 
Kelapa Sawit Rakyat 

Berdasarkan hasil penelitian pada lokasi perkebunan sawit rakyat di 

beberapa lokasi, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat program 

pengembangan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Nunukan mengacu pada model 

evaluasi CIPP, antara lain: 

1) Konteks 

Pada konteks yang dievaluasi, diketemukan bebrapa faktor yang dapat 

dikategorikan sebagai penghambat program pengembangan perkebunan kelapa 

sawit di Kabupaten Nunukan, antara lain: 

a) Kondisi geografis 

Kabupaten Nunukan memiliki 10 sungai dan 17 pulau dengan batas-batas 

wilayah: di sebelah Utara, Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan 

Negara Bagian Sabah, Malaysia; di sebelah timur berbatasan dengan Laut 

Sulawesi, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah 
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Tidung dan Kabupaten Malinau; dan, di sebelah barat, Kabupaten Nunukan 

berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Secara administratif 

wilayah Kabupaten Nunukan dibagi ke dalam 19 (sembilan betas) wilayah 

kecamatan dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. 

Kondisi geografis tersebut, memerlukan infrastruktur transportasi penunjang yang 

memadai, sehi.ngga dapat membuka keterisolasian, dan memperrnudah 

aksesibilitas petani sawit dengan "dunia luar"; dapat menghubungkan pusat kota 

dengan daerah-daerah potensial akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau. 

Gambar 4.1: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan 
Sumber: https:l /karyanunukan. wordpress.com 

Kondisi geografis kepulauan sebagaimana gambar di atas, 

mengakibatkan banyak daerah yang masih terisolasi secara sosial. Untuk 

menjangkau daerah tertentu, misalnya Kecamatan Krayan, harus ditempuh 

menggunakan pesawat nomad yang tersedia hanya seminggu sekali dan dengan 

ongkos yang lumayan mahal. Moda transportasi air juga masih belum memadai 

mengingat luas wilayah yang harus dijangkau belum dapat dipenuhi dengan 

sarana prasaran yang ada. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kehidupan 
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petani sawit baik langsung maupun tidak langsung. Realisasi dari program 

pengetnbangaan perkebunan kelapa sawit yang sudah menjangkau wilayah 

perbatasan sepertinya juga belum dapat sepenuhnya mempercepat terbukanya 

isolasi daerah. Untuk memperlancar arus transportasi yang diharapkan turut 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperlancar interaksi sosial dan 

komunikasi antar daerah, pemerintah daerah diharapkan membuka isoalsi daerah 

dengan menyiapkan alat transportasi umum dan mendirikan BTS telpon seluler 

dengan sinyal yang dapat menjangkau sampai ke pelosok pedesaan. 

b) Perilaku Pekebun sawit 

Kondisi sosial budaya masyarakat dan perilaku pekebun sawit 

merupakan masalah kontekstual dalam pelaksanaan kebijakan dan program. 

Contoh kasus, masih banyak diketemukan kelompok tani yang tidak aktif dan 

hanya sebagai sarana penyalur bantuan atau subsidi dari pemerintah dan 

perusahaan kepada pekebun sawit rakyat (Agustira et a!., 2015:320). Informasi 

tersebut peneliti pero1eh ketika mengadakan kunjungan lapangan di mana rata-rata 

pekebun kelapa sawit rakyat masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 

"hibahlbantuan" pemerintah dan pemerintah daerah (pupuk, bibit., racun hama, 

modal usaha, dan lain-lain) untuk menjalankan usaha sawit mereka. 

"Kelemahan program peningkatan produksi dan mutu program adalah 
menj adikan petani sawit terbiasa dengan bantuan, nilai positifuya 
adalah petani sudah sadar akan pentingnya pemupukan terhadap 
produksi (Informan Petani Sawit-1, Juli 2017)". 

"Program dari Dink Pertanian yang masuk dikelompok tani adalah 
bantuan pupuk dan bibit., hambatannya adalah jika bantuan tidak 
cukup maka ada anggota kelompok yang tidak sepaham". Secara 
financial manfaat bagi petani adalah tidak mengeluarkan lagi biaya 
untuk mempertahankan produksi sawitnya demikian pula dengan 
pengembangan areal (Informan Petani Sawit-2, Juli 2017)". 
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komoditi ungulan kecamatan Seimanggaris adalah petani perkebunan 
kelapa sawit Puluhan kelompok tani yang mengelolahlbudidaya 
kelapa sawit rakyat. Ada kelompok tani yang telah mendapatakan 
bantuan dari dinas perkebunan dan ada pula tidak mendapatkan 
bantuan (In forman Petani Sawit-3, Juli 20 17)". 
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Cuplikan wawancara di atas, menunjukkan sisi negatif dari bantuan 

pemerintah yang diberikan kepada petani sawit yang membuat para petani 

menjadi ketergantuan terhadap bantuan pememerintah daerah. Selain itu, sebagian 

pekebun kelapa sawit rakyat yang masih cenderung memiliki budaya konsumtif 

dan lemah dalam pengelolaan keuangan usaha tani. Masalah Iainnya, yaitu 

perilaku pekebun kelapa sawit yang juga turut berkontribusi terhadap faktor 

penghambat pencapaian tujuan program. Hasil observasi peneliti pada beberapa 

Iokasi kebun sawit rakyat menemukan fakta bahwa sebagian petani kurangnya 

memiliki inisiatif dalam melakukan pemeliharaan sesuai dengan best managemet 

practices; dan rendahnya kesadaran pekebun rakyat dalam menjaga kelestarian 

Iingkungan qan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Rata-rata 

petani sawit menginginkan produksi TBS yang berlimpah, namun kurang 

memperhatikan hama tanaman dan kegiatan rutin pemupukan. 

Menurut Dirjen Perkebunan (2015) bahwa "bantuan yang diberikan 

kepada petani pada kegiatan pengembangan tanaman kelapa sawit (perluasan, 

pemeliharaan model-model peremajaan dan sosialisasi penggunaan benih kelapa 

sawit unggul bermutu bersertifikat) dimaksud dapat mendorong tumbuhnya 

kemampuan petani secara swadaya untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit 

yang Iayak teknik, maka prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan dan spesiflkasi 

teknisnya". Substansi pernyataan tersebut adalah bantuan pemerintah sifatnya 

hanya stimulan (sementara dan hanya bersifat rangsangan) untuk mendorong 
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petani sawit menuju suatu kondisi kemandirian dan bebas dari ketergantungan 

dari pihak manapun. Penyaluran bantuan kegiatan perluasan kelapa sawit kepada 

petani atau kelompok tani terpilih dilakukan dilakukan secara selektif melalui 

proses identifikasi dan seleksi CP/CL. 

Demikian pula petani yang berhak menerima bantuan, menurut Dirjen 

Perkebunan (2015) memiliki kriteria tersendiri, antara lain petani swadaya, tidak 

mampulmiskin, dengan luasan lahan maksimal 2 Ha!petani dan untuk benih yang 

tidak bersertifikat atas dasar informasi petani/dan atau dokumen asal usul benih 

serta hasil verifikasi UPTD. Wujud bantuan pemerintah pusat yang disalurkan 

melalui [emerintah daerah/SKPD, antara lain berupa pengadaan benih kelapa 

sawit yang pelaksanaannya harus melalui produsen benih yang memproduksi 

benih melalui sistim waralaba benih yang bekerjasama dengan pemberi waralaba 

atau melalui produsen benih yang memiliki izin atau tanda daftar melalui sistim 

pengadaan pemerintah. Benih kelapa sawit dalam paket bantuan adalah benih 

unggul bersertifikat/saprodi/upah kerja, serta pengawalan, sedangkan dana untuk 

pengutuhan penyelenggaraan diharapkan didukung dari berbagai sumber yang 

rei evan. 

2) Input 

Faktor penghambat dalam hasil evaluasi input terdiri dari beberapa 

kategori, namun pada umumnya kebanyakan petani mengalami lima tantangan 

utama sampai tingkat tertentu, termasuk: tantangan organisasi, produktivitas, 

keuangan, hukum dan keberlanjutan. Beberapa tantangan ini berbeda antar 

kelompok dan anggota petani sawit, misalnya; sebagian memiliki kemampuan 

lebih besar untuk mengakses keuangan, sedangkan legalitas kepemilikan tanah 

dan keamanan kepemilikan tetap menjadi tantangan untuk semua petani sawit 
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a) Organisasi dan manajemen 

Masalah yang paling mencolok adalah kemampuan manajemen dan 

usaha anggota kelompok tani masih tergolong lemah, faktor sumber daya manusia 

(kurangnya pengetahuan tentang organisasi yang baik dan kebergantungan 

terhadap tokoh masyarakat). Dampaknya, menurut Agustira et al., (2015:320) 

jaringan keija sama anggota juga lemah; tidak ada kegiatan bersama, pemecahan 

masalah secara individu, serta kepercayaan anggota ke pengurus atau sesama 

pekebun yang semakin lemah. Masalah tata kelola tersebut berpengaruh terhadap: 

1) rendahnya akses pekebun rakyat terhadap input produksi; 2) daya beli rendah 

terhadap input produksi, dikarenakan produksi TBS masih rendah, Iahan yang 

diusahakan terbatas, serta kurangnya manajemen keuangan usaha tani; 3) 

perbedaan harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar; 4) 

kualitas pupuk rendah karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pupuk 

yang berkualitas; 5) peredaran pupuk palsu dengan kandungan hara yang jauh di 

bawah dosis standar; dan, 6) beredarnya berbagai pupuk majemuk yang 

menjanjikan kenaikan produksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Rata-rata petani sawit yang dilibatkan dalam pola perkebunan sawit 

rakyat masih rendah. Informasi tersebut peneliti peroleh ketika menyebarkan 

kuesioner penelitian dan wawancara di mana sebagian petani mengaku "tidak 

pandai menulis dan membaca". Hal tersebut mengakibatkan: I) kualitas 

pengetahuan petani tentang budidaya kelapa sawit teramat minim sehingga 

cenderung hanya mampu menanam tetapi tidak mampu merawat dan pada 

akhirnya menjadi hutan sawit; 2) pengelolaan usaha kurang berorientasi pada 
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pengembangan usaba; pemilik sering merangkap sebagai pekeija dalam berusaha; 

dan wilayah operasi dan networking sangat terbatas; dan, 3) pemilihan Iokasi 

caJon kebun yang salah sehingga terkadang timbul masalah yang muncul pertama 

sekali adalah sengketa (jika masuk dalam kawasan hutan atau tumpang tindih 

dengan laban perusahaan). Sengketa laban merupakan masalah utama yang sering 

muncul dalam pemilihan Iokasi kebun sawit, sebagaimana cuplikan wawancara 

berikut ini. 

"Mengenai pengembangan area, diharapkan Dinas terkait dalam 
menjalankan programnya harus hati-hati karena penguasaan laban 
kebun biasa berbenturan antara masyarakat dengan pihak perusabaan 
setempat (Informan Petani Sawit-2, Juli 20 17)". 

Hasil wawancara di atas, menunjukkan babwa masalab tata kelola terkait 

isu kemilikan laban yang tumpang-tindih sering dialami oleh petani sawit maupun 

perusabaan. Pemilikan dan penggunaan laban serta bagaimana pengalihan haknya 

belum diatur secara jelas, misalnya: perusabaan dapat mengajukan kepada 

pemerintah daerab (kabupaten) untuk penggunaan laban, sementara di lapangan, 

laban tersebut sedang digarap oleh petani. Pada kenyataannya, proses pemberian 

izin memerlukan negosiasi dengan individu dan masyarakat Iokal, manun tidak 

jarang petani sawit dirugikan karena kurangnya pengetahuan tentang hak, proses 

dan prosedur yang harus diikuti. 

Masalah lain adalah kurangnya transparansi program pembangunan 

kelapa sawit disebabkan oleh kurangnya deseminasi informasi sehingga terkadang 

menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarkat baik konflik horizontal 

maupun vertikal. Masalah ini pada dasamya merupakan masalab yang yang 

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan petani sawit, sehingga walaupun 
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dukungan perundang-undangan yang ada dianggap cukup komprehensif, namun 

masih menyisahkan maslahah. Rendahnya tingkat pendidikan petani sawit 

temyata juga berdampak pada kurangnya respons pekebun terhadap inovasi dan 

adaptasi teknologi serta penguasaan iptek dan inovasi barn yang mengakibatkan 

posisi tawar dan daya saing petani sa wit rendah. 

b) Infrastruktur 

Infrastruktur khususnyajalan belum memadai mengakibatkan 1BS petani 

tidak dapat dijual atau diangkut keluar dari kebun karena tidak satupun truk 1BS 

yang mampu sampai ke kebun petani sawit, khususnya pada musim hujan. 

Dampaknya adalah harga TBS akan jatuh disebabkan oleh tingginya biaya 

transportasi. Menurut Presilla (20 11:1 07) bahwa ketersediaan infrastruktur 

merupakan hal utama yang sangat krusial untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi 

pada suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang harus menjadi perhatian 

utama di Kabupaten Nunukan dalam rangka· mengembangkan SDA-nya adalah 

transportasi, pelabuhan, dan listrik. Marlinawati (2014:5) dalam pembahasan 

penelitiannya mengemukakan bahwa alat transportasi diperlukan untuk 

mempermudah akses dan merupakan infrastruktur daerah yang paling esensial 

karena dapat menghubungkan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Dapat 

dikatakan bahwa transportasi merupakan akses utama dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah. Dua macam sistem transportasi terpenting di 

Kabupaten Nunukan, yaitu transportasi darat Galan) dan air (speedboat). 

Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi 

berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas petani sawit terhadap sumber­

sumber input produksi. Keterisolasian dari wilayah sekitamya menjadikan petani 

sawit lebih memilih atau !ebih mudah memasarkan hasil panen sawitnya ke para 
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tengkulak dari Tawau, walaupun harga "dimainkan" oleh para cukong. Berangkat 

dari masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa solusi untuk 

meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perkebunan sawit rakyat, antara lain: 1) 

Perlu dibuka jalur transportasi yang menghubungkan wilayah perbatasan dengan 

daerah-daerah lainnya, baik yang menuju Indonesia maupun Malaysia untuk 

memudahkan pemasaran hasil-hasil bumi setempat; 2) Pengembangan prasarana 

wilayah diarahkan untuk mendukung terwujudnya prasarana wilayah yang 

diarahkan untuk mendukung produktivitas petani sawit rakyat; 3) Pengembangan 

prasarana transportasi diarahkan untuk menghubungkan antara sentra produksi 

sawit, pusat pengumpul, dan distribusi serta pasar; dan 4) Penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung, terutama infrastruktur transportasi di dan ke perkebunan 

kelapa sawit dan infrastruktur pengolahan sawit. 

3) Proses 

Dalam evaluasi proses, banyak ditemukan faktor penghambat baik yang 

bersifat internal maupun ekstemal yang bersifat kausatif atau sebab-akibat antar 

berbagai faktor penentu, antara lain: 

a) Kinerja dan Jumlah PPL 

Kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan konsultasi oleh dinas terkait 

terutama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih kurang memadai 

disebabkan minimnya dana operasional, terbatasnya kualitas (kompetensi) dan 

kuantitas Gumlah) serta belom optimalnya kineJja penyuluh pertanian. Persoalan 

ini peneliti identifikasi ketika melakukan wawancara dengan salah seorang PPL-1 

(inisial). Menurut penilaian peneliti oknum PPL-1 belum merniliki kompetensi 
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yang layak karena beberapa pertanyaan sederhana terkait data dan mekanisme 

terkait pekebun kelapa sa wit dijawab "tidak tabu" atau "lupa". PPL-1 temyata juga 

berkinerja "buruk" Jebih memilih berkantor daripada mengadakan penyuluhan ke 

petani sawit; atau turun ke lapangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. 

Perilaku PPL-1 membawa dampak negatif kepada pekebun kelapa sawit rakyat 

binaannya. Hasil penelitian observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa 

PPL-1 be1um optimal melakukan edukasi, diseminasi informasi, dan fasilitasi 

kepada petani sawit binaannya. 

Masalah ekstemal merupakan tersebut berpengaruh Iangsung terhadap 

penge1o1aan usahatani petani kelapa sawit, yang meliputi: ketersediaan sarana dan 

prasarana usahatani, pembinaan usahatani atau kegiatan penyuluban penyuluban, 

kemampuan petani mengakses sumber informasi dan permodalan, legitimasi 

masyarakat dan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang dapat mendukung 

kegiatan usahatani petani kelapa sawit. Untuk itu, PPL diharapkan 

memaksimalkan peran dan fungsi fasilitasi, dan supervisi, serta monitoring dan 

evaluasi kepada petani sawit binaannya. 

Selain itu, PPL juga perlu melakukan peran penyuluhan yang bemuansa 

edukasi, diseminasi informasi, dan konsultasi agar para petani binaannya 

mendapatkan pengetabuan teknis tentang cara budidaya kelapa sawit yang benar. 

Untuk meningkatkan peran penyuluban ini, pemerintah disarankan untuk terus 

meningkatkan peran penyuluhan di daerah yang sudah menjalankan peran 

penyuluban sehingga peran penyuluban benar-benar mencapai standar 

(peningkatan produktivitas basil panen kelapa sawit). 
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b) Tingkat Pengetahuan Petani Sa wit 

PPL yang kurang kompeten dan berkinerja "buruk" berdampak pada 

tingkat pengetahuan petani sawit masih rendah. Minimnya kegiatan penyuluhan 

yang menyentuh Iangsung pekebun rakyat, berupa bimbingan dan konsultasi 

teknis berakibat pada rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. 

Terbatasnya pengetahuan teknis pekebun rakyat tidak hanya dalam pemeliharaan 

tanaman, namun sejak awal pembangunan kebun. Banyak pekebun rakyat yang 

tidak tahu dan tidak juga memerhatikan kesesuaian lahan sehingga pertumbuhan 

tanaman tidak optimal, produktivitas rendah, menggangu Iingkungan, serta 

menghilangkan potensi ekonomi tanaman Iainnya 

Masalah Iainnya yang sering rnerugikan petani sawit rakyat adalah 

penanaman bibit sawit yang tidak jelas asal usulnya. Maraknya bahan tanaman 

palsu di kalangan perkebunan rakyat disebabkan oleh berbagai faktor, di 

antaranya 1) kurangnya informasi mengenai pentingnya penggunaan bahan 

tanaman unggul kepada pekebun; 2) jauhnya sumber benih dengan Iokasi 

perkebunan rnasyarakat; 3) harga bahan tanaman ilegitim yang Iebih rendah; 4) 

propaganda pemalsu bahan tanaman kelapa sawit; serta 5) timbulnya kesan bahwa 

adanya kesulitan dalam persyaratan administrasi pernbelian kecambah Iangsung 

dari produsen benih (Agustira et. a!., 2015:319). "Minimnya pengetahuan petani 

disebabkan rninimnya kegiatan penyuluhan yang rnenyentuh langsung pekebun 

rakyat, bimbingan, dan konsultasi teknis. Minimnya kegiatan penyuluhan, 

bimbingan, dan konsultasi oleh dinas terkait terutama Dinas Perkebunan dan Balai 

Penyuluhan Pertanian disebabkan rninirnnya dana operasional, terbatasnya 

kualitas, dan kuantitas penyuluh pertanian (Agustira et. a!., 2015:319)". 
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4) Produk 

Hasil evaluasi produk program perkebunan kelapa sawit rakyat di 

Kabupaten Nunukan belum memenuhi target sesuai yang diharapkan karena 

terhambat oleh beberapa faktor penyebab, antara lain: 

a) Modal Usaha 

Dalam suatu usahatani kelapa sawit diketahui bahwa investasi yang 

paling banyak menelan biaya adalah biaya pupuk dan pemupukan yaitu mencapai 

60 persen, biaya pemupukan yang tinggi Gika lahannya kurang-tidak subur). Rata­

rata kendalanya dari faktor tingginya biaya pemupukan, jika harga pupuk naik 

atau langka maka petani kelapa sawit akan kelimpungan. 

"Salah satu faktor pemhambat yang saat ini sangat dirasakan oleh 
warga adalah keterbatasan ketersedian pupuk, sehingga penanaman 
TBS tidak sesuai dengan harapan karena tidak dipupuk (Informan 
Petani Sawit-3, Juni 2017)". 

Modal usaha biasanya berasal dari perorangan, kelompok kecil, dan 

rumah tangga, serta hibah pemerintah dan pemerintah daerah; volume penjualan, 

jumlah pekerja, dan keuntungan kotor relatif kecil. Petani hanya dapat 

memanfaatkan kredit ini sebagai sumber modal operasi jangka pendek dan 

mensubsidi arus kas keluarga di antara panen. Agustira et al. (2015:316) 

menjelaskan bahwa rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat 

disebabkan oleh banyak faktor, yaitu: rendahnya penggunaan benih unggul, 

minimnya pengetahuan pekebun rakyat mengenai kultur teknis kelapa sawit 

maupun lemahnya kelembagaan petani, serta keterbatasan modal. Berbagai upaya 

yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan berbagai program 

di antaranya program revitalisasi perkebunan, program penggantian bibit palsu, 

maupun berbagai program penyuluhan perkebunan. Namun, program-program 

tersebut belum dirasakan secara langsung kepada pekebun rakyat. 
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Banyak pekebun rakyat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan benih 

unggul dan minirnnya kegiatan penyuluhan yang secara langsung dan berkala 

membahas permasalahan mereka dalam melaksanakan kultur teknis". I Ketut 

Kariyasa (2015: 154-155) menemukan bahwa "produktivitas perkebunan sawit 

rakyat masih rendah akibat masih banyak petani yang menggunakan bibit tidak 

bersertifikatlpalsu/asalan. Masalah tersebut disebabkan oleh: (i) bel urn tersedianya 

bibit bersertifikat secara memadai di tingkat petani, (ii) rendahnya pemahaman 

petani terhadap penggunaan bibit bersertifikat, (iii) kurangnya akses petani 

terhadap bibit bersertifikat, (iv) harga bibit bersertifikat relatif mahal, (v) bibit 

tidak bersertifikat bisa beredar dengan cara mudah dan murah, dan (vi) sulit 

membedakan antara bib it bersertifikat dan tidak bersertifikatlpalsu". Pada tingkat 

petani, masalah tersebut disebabkan oleh kesulitan petani pada pemenuhan modal 

dasar untuk menjalankan usahanya, sebagairnana basil wawancara berikut ini. 

"Keterbatasan kostlbiaya yang dirniliki petani mengakibatkan 
penanaman lahan sawit yang tidak jelas asal sehinga tiga tahun 
kemudian basil tidak sesui harapan karena banyaknya TBS yang 
berjenis DURA ( cangkalnya lebih tebal) yaitu karena merusak mesin. 
Jenis DURA ditolak oleh perusahaan jika musirn panen produksi 
berlirnpah, namun disaat-saat tertentu jenis DURA diterirna oleh 
perusahaan (Informan Petani Sawit-3, Juli 2017)". 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa petani sawit rakyat 

mengalami kesulitan dalam penyediaan modal usaha terutama biaya untuk 

pembelian bibit unggul sawit. "Kredit perbankan yang ditujukan bagi perkebunan 

kelapa sawit, hampir tidak ada yang diterima oleh petani mandiri kelapa sawit 

yang beJjumlah 3 juta orang. Pihak perbankan menyatakan mereka tidak berani 

memberikan iq-edit kepada petani mandiri, hal ini semakin memperbesar 

ketimpangan antara petani mandiri dan perkebunan kelapa sawit (Yakub dan 
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Samon, 2011: 13). Namun, sebagian petani belum dapat menjangkau sistem 

pinjaman modal yang disiapkan oleh pihak bank atau karena dianggap tidak layak 

menggunakan kredit semacam itu untuk membiayai investasi jangka panjang 

(apalagi untuk biaya replanting atau penanaman kembali). 

Sebagai altematif solusi masalah di atas, Haryana, A. (2010:24) 

menyebutkan sejumlah langkah operasional yang diperlukan, di antaranya: "(i) 

modifikasi program revitalisasi perkebunan kelapa sawit melalui penyediaan 

fasilitas kredit tanpa jaminan, terutama untuk peremajaan perkebunan kelapa . 

sawit rakyat. Hal ini sebagai solusi masalah sertifikat dan avalis yang dijumpai 

pada program revitalsasi perkebunan kelapa sawit, (ii) pemberian subsidi bunga 

sehingga tingkat bunga kredit mel1iadi murah dan teijangkau oleh petani, (iii) 

penyediaan tenaga pendamping dalam penerapan inovasi teknologi dan 

kelembagaan. Tenaga pendamping ini adalah tenaga yang kompeten di bidang 

teknologi budidaya kelapa sawit dan kelembagaan petani, dan (iv) penyediaan 

laban bagi petani untuk menguasai lahan-lahan terlantar atau lahan lain sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku". 

Selain itu, Iebih Ianjut Haryana (2010) menyarankan agar pemerintah 

daerah dan perusahaan mungkin dapat memberikan pinjaman jangka panjang 

kepada petani dengan pengaturan kemitraan dan persyaratan pinjaman yang relatif 

mudah serta tingkat suku bunga yang relatif rendah. Selain itu kegiatan 

Penyuluhan tentang meningkatkan produktivitas usahatani kelapa sawit, 

Pemerintah dan pemerintah daerah atau pihak terkait agar dapat memfasilitasi 

petani untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan sarana produksi dengan 

harga yang teijangkau. 
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b) Pemasaran 

Pemasaran basil perkebunan kelapa sawit dalam bentuk tandan buah 

segar (TBS) menjadi kendala tersendiri bagi peke bun sa wit. Biasanya mereka 

menjual TBS ke "Broker" atau "Pengepul" yang datang ke lokasi pekebun pada 

saat panen, sebagaimana hasil wawancara berikut ini: 

"Pembeli dari Tawau pada saat panen Iangsung jemput bola 
(membeli hasil produksi), jadi petani terima bersih, namun 
kendalanya pembayaranya lambat, kadang 2 atau I bulan baru 
dibayar (InformanPetani Sawit-3, Juli 2017)". 

Petani Sawit-2: "Permasalahan yang dihadapi petani adalah kendala 
dalam pemasaran karena pembeli dari Tawau datangnya 2 bulan atau 
3 bulan sekali (tidak lancar) disebabkan oleh pada tahun 2015/2014 
belum ada pabrik sawit terdekat dari kebun petani sawit (Informan 
Petani Sawit-2, Juli 2017)". 

"Harga TBS di PT. BSI belum mengikuti penatapan harga provinsi 
segingga petani menerima produk dari hasil penjnalan lebih rendah 
dibanding kan petani sawit yang ada di Desa Srinanti dan tabur Lestri 
(Informan Petani Sawit-3, Juli 2017)". 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa petani sawit belum dapat 

menikmati output/produksi kelapa sawitnya secara maksimal karena terhambat 

masalah penjualan atau pemasaran. Penjualan TBS masil mengandalkan jalur 

"tidak resmi" melalui "agenlbroker/pengepul" (lokal dan non-lokal) yang bersedia 

membeli TBS petani sesuai dengan harga yang mereka tetapkan sendiri. Agen 

lokal sering juga merupakan petani dan tokoh terkemuka dalam hirarki sosial dan 

politik lokal, yang tampaknya memiliki motivasi utama untuk mencari 

keuntungan dari para petani sawit Selanjutnya, agen lokal menjual langsung ke 

penggilingan, mereka melakukaunya melalui 'broker'. Broker ini memperoleh 

biaya persentase tetap untuk menghubungkan agen ke pabrik (biasanya sampai 

dengan 2%). Mereka menyediakan arus kas penting, karena mereka membayar 

agen setiap hari sementara pabrik biasanya hanya membayar mereka setiap 

minggu atau setiap bulan. 
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Agen TBS semacam ini memiliki resiko yang relatif kecil, tugas mereka 

dianggap selesai setelah melakukan fungsi pembelian dan pengiriman TBS ke 

penggilingan sawit Fenomena seperti ini berpotensi mengakibatkan beberapa 

agen melakukan spekulasi (misalnya dengan menurangi berat TBS) dalam upaya 

untuk menutup kerugian. Namun, jalur transaksi untuk agen tampak cukup 

konsisten, wawancara lapangan awal menunjukkan variasi besar dalam biaya 

transaksi, baik dalam hal biaya agen dikirimkan ke petani dan biaya yang 

dikenakan pada agen pada titik penjualan berikutnya. Masalah lainnya adalah 

ketersediaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan harga jual TBS ke "agen/pengepul" 

yang cenderung fluktuatif atau sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut: 

"Harga komoditas basil kebun sawit (IDS) cenderung fluktuatif, 
berkisar antara Rp. 900 rb-1 juta/ton. Dalam 1 hari satu juta tapi 
turun seratus tapi sekarang bertahan 900/ton harga tertinggi pemah 
dikasi satu juta sama juga harga satu juta baru enam kali (Informan 
Petani Sawit-2, Juli 2017)". 

"Harga jua1 TBS ke Tawau lebih tinggi dibanding harga jual ke PKS 
lokal (PT. Sampuma) pada tahun 2016, paling tinggi 600-700 ribu 
rupiah untuk basil kebun sa wit yang urnurnya mau masak 1 tahun · 
produksi selama satu tahun. Sementara, satu kelompok dapat 
menghasilkan hampir 70 ton satu kali musim panen atau tiap 4 bulan 
(Informan Petani Sawit-3, Juli 2017)". 

Fluktuasi harga penjualan TBS petani sawit sebagaimana wawancara di 

atas tentu berpengaruh langsung terhadap jumlah pendapatan petani kelapa sawit. 

Alasan petani di beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan menjual TBS ke Tawau 

karena sedikitnya atau bahkan tidak adanya industri pengolahan TBS, khususnya 

di sentra perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini. Kondisi ini berakibat langsung 

pada nilai jual produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani yang pada 

gilirannya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang 

sebagian besar berprofesi sebagai petani (Pres ilia, 2011: 1 08). 
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Yakub dan Samon (2011:15) juga menje1askan bahwa "fluktuasi harga 

TBS yang cukup tinggi, cukup menyulitkan petani untuk bisa memastikan 

keuntungan yang diperoleh. Bagi petani yang menjual produksinya ke tengkulak, 

harga TBS per kilogram yang diterima bisa lebih rendah 50 persen dari yang 

ditetapkan perusahaan. Jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh 

pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit tentu kerja keras para petani dan buruh 

perkebunan sawit ini sangat tidak sebanding. Besarnya eksploitasi yang dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit dirasakan tidak adil dan seringkali 

menimbulkan konflik antara pihak perkebunan atau perusahaan dengan petani 

sekitar atau buruh perkebunan". 

Untuk mencegah fluktuasi harga yang merugikan petani sawit, 

pemerintah melalui Kementan telah mengeluarkan Permentan 

14//Permentan!OT.l40/2/2013 yang intinya mengatur dan memberikan 

kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembelian TBS kelapa 

sawit produksi pekebun (Pasal 2). Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar 

hukum dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga 

wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan 

tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pada Pasal 4 dan 5 Peraturan ini, 

diatur pula secara teknis tatacara: 1) penjualan TBS oleh pekebun kepada 

perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai 

dengan peJ.janjian keJ.jasama; 2) adanya peJ.janjian keJ.jasama yang harus dibuat 

secara tertulis dengan diketahui bupati/walikota atau gubemur; 3) dan, penyerahan 

kewenangan kepada Kepala Dinas terkait; serta 4) rumus TBS oleh Perusahaan 

didasarkan rum us harga pembelian TBS: H TBS = K {Hms x Rms + His x Ris}. 
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Permentan tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah 

Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di atas tentu membawa "angin segar" bagi 

para petani sawit rakyat jika ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Nunukan. Namun, sangat di sayangkan, setelah hampir 4 (empat) 

tahun diterbitkan, peneliti belum menemukan fakta tindaklanjut atau adanya 

pengaturan yang jelas di tingkat pengambil kebijakan untuk membenahi masalah 

mekanisme penjualan maupun harga dasar pokok TBS petani. Seandainya, pihak 

terkait dapat mengatasi tantangan yang disebutkan di atas, tentu hasilnya dapat 

memberikan perbaikan nyata pada mata pencaharian petani sawit terutama di 

kalangan rumah tangga karena pentingnya kelapa sawit sebagai sumber 

pendapatan. Bagi keluarga yang sangat bergantung pada kelapa sawit, fluktuasi 

harga dan produktivitas dapat memberi dampak besar pada penghidupan. 

Perkebunan kelapa sawit petani yang sangat produktif merniliki potensi 

untuk mengurangi kerniskinan. Untuk itu, Yakub dan Samon (2011:22) 

menyarankan agar pemerintah daerah mengusahakan "pengolahan TBS menjadi 

minyak sawit mentah skala mini melalui koperasi-koperasi petani menjadi suatu 

pilihan yang memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa 

sawit di Indonesia. Dengan mesin pengolah berkapasitas 100-300 ton per hari 

(2000ha), kelompok-kelompok petani kelapa sawit dapat meningkatkan 

pendapatan mereka cukup tinggi dari laban yang terbatas, dan mereka pun lebih 

memiliki kepastian harga yang jelas dibandingkan dengan hanya menjual dalam 

bentuk bahan mentah (TBS)". Senada dengan pendapat tersebut, lrsyadi 

Siradjuddin (2015:12) juga menyarankan agar pemerintah daerah mengadakan 

perbaikan infrastruktur yang memadai untuk memudahkan pemasaran TBS petani 

sawit rakyat. 
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A. Kesimpulan 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil analisis dan basil pembahasan, berkaitan dengan 

Evaluasi program perkebunan kelapa sawit rakyat dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil Evaluasi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di 
Kabupaten Nunukan 

Hasil evaluasi program CIPP berdasarkan kriteria evaluasi menunjukkan 

bahwa !) Konteks: Program relevan dengan kondisi dan kebijakan daerah dan 

kebutuhan petani, mendorong kemandirian petani, meningkatkan PAD; 

menyediakan lapangan keija dan kesempatan usaha; meningkatkan produksi, 

produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; 2) Input: 

Program didukung oleb sejumlah UU, PP, Permentan, dan Panduan 

Pelaksanaan/Juknis/SOP. Organisasi dan manajemen serta sarana dan prasarana 

pendukung program "cukup/memadai", ditunjang oleh tim teknis kegiatan dengan 

pembagian keija yang jelas dan ketersediaan anggaran (APBN dan APBD); 3) 

Proses: Pelaksanaan program "cukup/memadai", terdapat kegiatan sosialisasi, 

penyaluran bantuan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pendampingan, 

supervisi/monitoring yang dilakukan oleh penanggungjawab program sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan; dan, 4) Produk: Capaian produksi/produktivitas 

program dibandingkan dengan target program "cukup/memadai" di mana terdapat 

peningkatan produksi walaupun tidak signifikan, namun berkontribusi positif 

terhadap peningkatan pendapatan petani sawit rakyat. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor pendukung sesuai basil evaluasi CIPP, antara lain: I) dukungan 

kebijakan sebagai payung bukum pelaksanaan kegiatan dan pendanaan; 2) 

memiliki sumberdaya pelaksana program memadai, mekanisme pelaksanaan 

kegiatan lengkap dan tersusun secara sistematis, serta sosialisasi program; 3) 

partisipasi petani sa wit tinggi; 4) adanya bantuan pemerintah; dan 5) pembinaan 

dan pendampingan budidaya sawit. Sedangkan, faktor penglzambat yang 

teridentiflkasi sesuai basil evaluasi CIPP, antara lain: 1) Kondisi geografis dan 

keterbatasan infrastruktur; 2) ketergantungan terbadap bantuan, motivasi dan 

kemandirian masih rendah; 3) Organisasi dan manajemen belum optimal; 4) 

jumlah dan pelayanan PPL belum optimal; 5) tingkat pendidikan dan pengetabuan 

petani sawit rendah, keterbatasan pengalaman, perilaku kurang mendukung adopsi 

teknologi, dan produktivitas rendab; 6) Modal usaha dan pupuk subsidi kurang 

memadai, laban kebun kecil, tenaga pendamping kurang, dukungan fasilitas 

pendanaan minim; 7) Biaya pemupukan tinggi, ketersediaan bibit unggulan sawit 

kurang, pembagian bantuan kurang merata; dan, 8) fluktuasi harga TBS. 

B. Saran 

Peneliti menyaraukan beberapa aspek penting terkait hasil pene1itian ini, 

baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Kebijakan pengelolaan dan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa 

sawit secara teoritis disarankan merujuk pada pendapat Dunn (2003:610) agar 

altematif kebijakan terpilih harus memperhatikan: effectiveness, 

efficiency, adequacy, equity, responsiveness, dan accuracy. Pemilihan kebijakan 
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yang tepat dapat mendukung peningkatkan produktivitas tanaman serta mutu 

kelapa sawit rakya secara bertahap, dengan pengelolaan yang lebih efektif 

(waktu), efisien (biaya) dan memenuhi unsur kecukupan baik dari perspektif 

pelaksana maupun sasaran/target program. 

2. Praktis 

Secara praktis antara lain: l) Kebijakan: Menyusun program peremajaan 

kelapa sawit, pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar, 

peningkatan pengawasan dan pengujian mutu benih, perlindungan plasma nutfah 

kelapa sawit, pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani, memberikan 

modal usaha, dan menetapkan harga eceran tertinggi (HET-1BS); 2) Manajemen: 

Meningkatkan kualitas, moral dan etos keija aparatur melalui lingkungan keija 

yang kondusif dan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel; 3) Organisasi: 

Membangun kelembagaan perkebunan yang kokoh dan mandiri; 4) Infrastruktur: 

Menyediakan agen pupuk bersubsidi, mengadakan sarana dan prasarana 

transportasi, mendirikan pahrik kelapa sawit, dan pengolahan minyak kelapa 

sa wit. 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

No Aspek Komponen 

1. Context Latar 
belakang dan 
relevansi 
dengan 
program 

2. Input Panduan 
Pelaksanaan/ 
Juknis/SOP 

Organisasi I 
Manajemen 

KOMPONEN DAN DIMENSI MODEL CIPP 
PROGRAMPENGEMBANGANPERKEBUNANKELAPASAWITRAKYAT 

DI KABUPATEN NUNUKAN 

; sulllber 
•••••• 

,. .. , .'<' " . .."' .. . ·:· .' ,;' ' ,>, " Indikator ' 

Keberliasilan Informasi/ Pertanyaan ":'ilwanCiiril•··. · '<. . 

Program . Informan ' . . .... ·' 

Adanya relevansi Kepala Dinas, I. Apakah terdapat program/kebijakan pengembangan perkebunana kelapa sawit 
program dengan Kepala Bidang rakyat di Kab. Nunukan? 
pihak/instansi 2. Apa saja yang menjadi latarbelakang penyusunan program pengembangan 
terkait terse but? 

3. Apa nama program pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat tersebut? 

4. Apa maksud dan tujuan pengembangan program tersebut? 

5. Apa kelemahan dan kekuatan program baru yang dapat diidentifikasi dibanding 
program terdahulu? 

6. Bagaimana program tersebut relevan dengan kebutuhan petani? 

7. Siapa saja yang bertanggungjawan dan terlibat dalam program pengembangan 
tersebut? 

- Adanya Pedoman Kepala Bidang, 1. Bagaimana dasar aturan penysunan program/kebijakan pengembangan 
dari Pusat Kasi, perkebunana kelapa sawit rakyat di Kab. Nunukan? 

- Tersedianya 2. Apakah terdapat Panduan!pedoman Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis/SOP 
Panduan yang menjadi acuan dalam implementasi program? 
Pelaksanaan/ 3. Bagaimana aturan tersebut berpengaruh pada penyusunan program 
Juknis/ SOP pengembangan? 

- Adanya sarana Kepala Bidang, 1. Bagaimana kesiapan implementasi program ditinjau dari ketersediaan sarana dan 
dan prasarana Kasi, Kasubag prasarana pendukung? 
yang memadai Umum 2. Aoakah terdapat personil/tim teknis yang khusus bertugas dalam implementasi 

.·· 

43300.pdf



lndikator Somber ' 

No Aspek Komponen Keberhasilan Informasi/ Pertanyaan ;\Vawancara 
Program Informan 

. ' 
< 

-'-
- Adanya tim program? 

teknis kegiatan 3. Apakah terdapatjob description (pembagian kerja) yangjelas dalam pelaksanaan 
- Adanya program dan kegiatan? 

pembagian kerja 4. Bagaimana metode dan strategi pelaksanaan program pengembangan? 
yangjelas 5. Apakah tersedia anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan 

- Ketersediaan program? 
Anggaran 6. Bagaimana strategi pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program 

pengembangan? 

3. Proses Sosialisasi Adanya sosialisasi Kabid, Kasie, 1. Apakah terdapat proses sosialisasi sebelum dan selama pelaksanaan pro gram 
Poktan/ petani pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat di Kab. Nunukan? 

2. Pibak mana saja yang terlibat dalam sosialisai pengembangan dan pelaksanaan 
program? 

3. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program? 

Pembinaan Adanya pembinaan Kabid, Kasie, 1. Apakab terdapat pembinaan dan pendampingan selama pelaksanaan program 
dan dan pendampingan Poktanl petani pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat di Kab. Nunukan? 
Pendampingan yang dilakukan 2. Bagaimana model pembinaan dan pendampingan selama pelaksanaan program? 

penanggungjawab 3. Apa kendala/kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan program 
program pengembangan? 

Supervisi Adanya supervisi/ Kepala Dinas, 1. Apakah terdapat supervisi/monitoring internal dan ekseternal selama pelaksanaan 
/monitoring monitoring Kabid, program pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat di Kab. Nunukan? 

internal/ ekseternal Inspektorat 2. Pibak atau siapa saja yang melakukan supervisi/monitoring internal dan 
ekseternal selama pelaksanaan program? 

3. Apa basil pelaksanaan supervisi internal dan ekseternal selama pelaksanaan 
program? 

4. ~ tindak-lalli_ut basil slll'_ervisi internal dan ekseternal selama pelaksanaan 

43300.pdf



Indikator Sumber 
No Aspek Komponen Keberhasilan Informasi/ Pertanyaan Wawancara 

Program Inform an 

program? 

Waktu Ketepatan waktu Kabid, 1. Apakah pelaksanaan program pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat di 
pelaksaan pelaksanaan Kasubag Kab. Nunukan memiliki jadwal yang telah disepakati? 

Sunggram 2. Apakahjadwal tersebutjuga diketahui dan dipatuhi oleh petani perkebunan 
kelapa sa wit? 

3. Bagaimanajadwal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program 
pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat di Kab. Nunukan? 

4. Produk Produksi I Capaian Kepala Dinas, 1. Bagaimana program pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat 
Produktivitas produksi/produktiv Kabid,BPS berpengaruh terhadap peningkatan produksi kelapa sawit di Kab. Nunukan? 

itas dibandingkan 2. Seberapa besar capaian produksi sawit rakyat sebelum dan sesudah program 
dengan target tersebut dilaksanakan? 

3. Faktor-faktor pendukung apa saja yang berpengaruh terhadap capaian tersebut? 

4. Kendala atau faktor penghambat apa saja yang berpengaruh terhadap capaian 
terse but? 

5. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan hasil produksi 
sa wit? 

Pendapatan - Peningkatan Kepala Dinas, 1. Bagaimana implementasi program pengembangan perkebunana kelapa sa wit 
pendapatan Kabid, BPS, rakyat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani/kelompok tani di 

Poktan/ petani Kab. Nunukan? 

2. Seberapa besar persentase peningkatan pendapatan petani setelah mengikuti 
program pengembangan? 

3. Seberapa besar persentase peningkatan area/lahan perkebunan sawit petani 
sebelum dan setelah mengikuti program pengembangan? 

4. Dalam hal apa saja peningkatan produktivitas dan pendapatan berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan petani sawit? 
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Lamp iran 2: Matriks Basil Penelitian Wawancara dari Informan 

A. Basil Wawancara Informan Dinas Pertanian 

No 

A 

2 

3 

4 

5 

CONTEXT 
Apakah terdapat prograrnlkebijakan Ada ... program pengembangan perkebunan kelapa sawit 
pengembangan perkebunana kelapa rakyat ada sejak tahun 2004 di Kabupaten Nunukan. 
sawit rakyat di Kab. Nunukan? 
Mengapa atau apa saja yang 
menjadi latarbelakang penyusunan 
program pengembangan tersebut? 

Apa nama program pengembangan 
perkebunana kelapa sawit rakyat 
tersebut? 
Apa maksud dan tujuan 
pengembangan program tersebut? 

Apa kelemahan dan kekuatan 
program baru yang dapat 
diidentifikasi dibanding program 
terdahulu? 

Pada saat itu adanya wacana dari Gubemur Kalimantan Timur 
yang akan melaksanakan 1 Juta Ha kelapa sawit di seluruh 
wilayah Kalimantan timur termasuk Kabupaten Nunukan, 
dengan melihat nilai ekonomis yang dapat dihasilkan oleh 
kelapa sawit tersebut. 
Program ketahanan pangan dengan kegiatan pengembangan 
Bibit Unggul pertanian perkebunan, kegiatan diversifikasi 
tanaman, kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan. 
Maksud dari program pengembangan perkebunan kelapa sawit 
rakyat tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, menambah keragaman komoditas perkebunan 

I yang unggulan. 
Dengan keterbatasan pengalaman dalam menjalankan 
pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat sehingga 
identifikasi caJon lahan dan caJon petani mengalami 
hambatan. 

Ada, program lain juga 

a. Antusiasi masyarakat untuk 
mengembangkan kelapa sawit. 

b. Prospekjangka panjang menjanjikan 
(pasar tersedia ). 

c. Produktifitas kebun masyarakat rendah. 
Program peningkatan produksi pertanian, 
perkebunan. 

Meningkatkan perekonomian masyarakat 
melalui pembangunan perkebunan. 

Kelemahan: 
a. Kemampuan keuangan pemerintah terbatas 
b. Menjadikan petani tdk mandiri dan selalu 

bergantung atau berharap bantuan 
pemerintah. 

Kekuatan: 
a. Dapat meningkatkan produksi n 

produktifitas kebun kelapa sawit petani. 
b. Petani merasa adanya perhatian dr 

pemerintah 
c. Keijasama menjadikan daerah merniliki 

daya saing. 
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6 lo • program nt a. Program pengembanganperkebunan kelapa sa wit rakyat Relevan dgn petani: 
relevan dengan kebutuhan petani? yang ditawai oleh masyarakat sangat bermanfaat karena Karena program ini ada hasil dr musrembang 

7 Siapa saja yang bertanggungjawan 
dan terlibat dalam pro gram 
pengembangan tersebut? 

8 R•· . dasar aturan penysunan 
prograrn!kebijakan pengembangan 
perkebunana kelapa sawit rakyat di 
Kab. Nunukan? 

9 Anolroh ·• 

Pelaksanaan dan/atau Petu~juk 
Teknis/SOP yang menjadi acuan 

10 
dalam imr' -' i? 

I ~agailuaua aturan '"''>vUU< 

berpengaruh pada penyusunan 
program pengembangan? 

B lNl'Ul 
1 RRI ;, 

program ditinjau dari ketersediaan 
sarana dan prasarana pendukung? 

banyaknya lahan masyarakat yang belum tergarap, yaitu berdasarkan permohonan dari para 
komoditas kelapa sawit yang J..:. nilai ekonomis petani yg ada melalui kegiatan musrembang. 
tin""; ~. _,_,_ ~'- ,·_, sawit (PKS). 

b. Program yang~ "'iol•h hasil dari "'"" dari 
pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
pusat 

c. Untuk penanggungjawab dalam program kegiatan adalah 
Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, PPK Pejabat 
Pembuat komitmen dan PPTK. 

I Dasar dari penyusunan program . ~ 
kelapa sawit rakyat di Kabupaten Nunukan adalah permentan 
18 tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan 
kelapa sa wit, dengan dasar tersebut pemerintah kabupaten 
Nunukan dapat membuat program yang berkelanjutan yang 
dituangkan dalam rencana strategis (Renstra ). Kabupaten 

-'- 5 tahun '· ~ 

a. y . •wu.v• 18 tahun 2016, 
. " 

Peremajaan perkebunan kelapa sawit 
b. Pedoman teknis/ Petunjuk teknis Kegiatan Pengembangan 

'-' sawit 
. S''""""t u ... 1 run karena Aturan '"''""'uu• ..... ,. 
pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang 
kemudian diharapkan tidak terjadinya penyimpangan-

1 yang akan '- tgan ~ · hnlmm 

Sarana dan prasarana "'"'" hal yang utama tl•l•m upaya 
mendukung terlaksananya program pengembangan 
perkebunan kelapa sawit rakyat yang ada di Kab. Nunukan 

Yang terlibat: • 
swasta 

, urKJJ, Petani, dan 

!KPn.RR Th-f.RPnotra. 

DPA- Petunjuk teknis 

Merupakan ketentuan yg harus 

Dari ketersediaan sapras sudah cukup 
memadai sehingga implementasinya masih 
ditemui kendala-kendala .. 
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seperti: 
a. Adanya jalan penghubung seperti jalan us aha tani, jalan 

produksi pada kebun-kebunkelapa sawit. 
b. Penyediaan kebutuhan pupuk baik yang subsidi maupun 

pupuk non subsidi, penyediaan obat-obatan. 
c. Adanya alat pengolahan kelapa sawit dalam hal ini adanya 

beberapa PKS (Pabrik kelapa Sawit) yang tersebar di 
kabupaten Nunukan yang siap menerima Tandan Buah 
segar dari masyarakat setempat. Adanya dukungan 
ketersediaan tenninal atauoun oelabuhan. 

2 Apakah terdapat personil atau tim Ada ... petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut yang Ada, Dinas Pertanian bidang perkebunan 
teknis yang khusus bertugas dalam berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan 
implementasi program? kabupaten Nunukan yang mengawal kegiatan tersebut 

3 Apakah terdapatjob description Pembagian tugas atau job describtion harus dilakukan sebagai Ada (SK, PPTK,Tim CP/CL) 
(pembagian kerja) yang jelas dalam bentuk keija tim sehingga pelaksanaan kegiatan dapat 
pelaksanaan program dan kegiatan? terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang 

dibuat. 
4 Bagaimana metode dan strategi Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Melakukan pendataan dst. 

pelaksanaan program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan 
pengembangan? melakukan koordinasi ketingkat Desa dan Kecamatan serta 

petugas penyuluh lapangan tentang kesiapan lahan yang akan 
digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, 
kesiapan petani sebagai penerima bantuan 

5 Apakah tersedia anggaran yang Anggaran pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat Tidak dapat dipastikan. 
memadai untuk menunjang mempunyai beberapa sumber anggaran seperti APBD I, 

I pelaksanaan program? APBD II dan Dana APBN Pusat 
6 Bagaimana strategi pengelolaan Strategi pengolahan anggaran yang dilakukan pemerintah RKPD-RKA-DPA 

anggaran dalam pelaksanaan Kabupaten Nunukan dalam hal ini Dinas Pertanian dan 
program pengembangan? Ketahanan pangan telah berkoordinasi baik tingk:at Provinsi 

dan Pusat untuk melakukan pengelolaan anggaran untuk 
kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan 
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· · Pertimyaan Wawancara . 
·.'_; ~-: \'.·: '•' ,., 
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·No .,_, 

. . . . .. . .. · · .•. · •.. , ·. · : . InforirianJ)inasPertanian~l''( · .•··C.r·:, · i.; ·'·.~· ,o :~."::;;•ii::tit:ro·rmaniDmas·P.ertaililM20 ;.: ;~;'·};; 

c PROSES 
I Apakah terdapat proses sosialisasi Pelaksanaan program perkembangan kelapa sawit rakyat yang Ada 

sebelum dan selama pelaksanaan ada dikabupaten nunukan akan selalu di sosialisasikan di 
program pengembangan masyarakat, sehingga masyarakat yang mempunyai laban 
perkebunana kelapa sawit rakyat di yyang tergabung dalam kelompok tani dapat mengusulkan 
Kab. Nunukan? permohonan untuk menjadi peserta program pengembangan 

perkebuna kelapa sawitrakyat di kabupaten Nunukan. 
2 Pihak mana saja yang terlibat dalam Pihak yang terlibat dalam sosialisasi pengembangan Dinas PLKP, Petani, aparat pemerintah (kec, 

sosialisai pengembangan dan perkebunan kelapa sawit rakyat yang ada dikabupaten Desa) 
pelaksanaan program? nunukan adalah: 

a. Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan kabupaten 
Nunukan. 

b. Pemerinan Kecamatan 
c. Kepala Des a atau Lurah 
d. Babinsa 
e. Tokoh masyarakat 
f. dan masyarakat petani 

3 Bagaimana koordinasi antar instansi Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Nunukan Cukup baik 
dalam pelaksanaan program? dalam melaksanakan program pengembangan perkebunan 

kelapa sawit rakyat akan berkoordinasi ke pada pihak kantor 
Desai Lurah dan Kecamatan sebagai pemegang wilayah yang 
mengetahui lahan-lahan masyarakat yang diajukan tidak 
sedang bermasalah, sehinggah perlunya melampirkan 
rekomdasi Desai Lurah dan Camat sebagai bentuk bahwa 
kegiatan perkembangan perkebunan kelapa sawit rakyat akan 
dilaksanakan diwilayah mereka. 

4 Apakah terdapat pembinaan dan Selain sosialisasi kegiatan masyarakat petani kelapa sawit Ada, mengadakan sosialisasi 
pendampingan selama pelaksanaan kabupaten Nunukan sebagian merupajkan Eks TKI yang 
program pengembangan bekelja sebagai buruh kelapa sawit yang ada di negara 
perkebunana kelapa sawit rakyat di malaysia sehingga petani tersebut mempunyai dasar dalam 
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Kab, Nunukan? membudidaya tanaman kelapa sawit, tetapi akan tetap 
dilakukan pendampingan sebagi bentuk keseriusan pemerintab 
kabupaten nunukan dalam menjalaiikan program tersebut 

5 Bagaimana model pembinaan dan Metode pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara PPL 
pendampingan selama pelaksanaan perkelompok dan persusif oleh dinas pertanian dan ketabanan Tim 
program? pangan dalam hal ini adalah PPL 

6 Apa kendala/kesulitan yang Kendala yang dihadapi masyarakat penerima bantuan belum Kerjasama dari petani, PPL 
dihadapi dalam pelaksanaan sepenuhnya tau cara teknis budidaya kelapa sawit tetapi 
pembinaan program kendala tersebut dapat di minimalis dengan memanfaatkan 
pengembangan? PPL setempat sebagai perpanjangan Iangan Dinas Pertanian 

dan Keta'hanan Pangan kabupaten Nunukan. 
7 Apaka'h terdapat supervisi/ Ya pasti di karenakan perkebunan kelapa Sawit merupakan Ada, biasanya setela'h fisik kegiatan tersebut 

monitoring internal dan ekseternal komoditas perkebunan yang menjanjikan di masa depan selesai tim dari dinas monitoring kelapangan 
selama pelaksanaan program? sehingga pemantauan perkembangan pembangunan untuk pemeriksaaan, agar program kegiatan 

1 perkebunan kelapa sawit terus mendapat perhatian. tersebut tercapai sesuai aturan yang ada. 
8 Pihak atau siapa saja yang Ada beberpa instansi terkait yang sering melakukan supervisi Pemerintah setempat 

melakukan supervisilmonitoring seperti BPS (badan Pusat Statistik), petugas Statistik a. Dinas terkait 
internal dan ekseternal selama Perkebunan (internal), LSM yang bergerak dibidang b. TimPemda 

_l)elaksanaan pro gram? Lingkungan c. DPRD 
9 Apa hasil pelaksanaan Hasil dari supervisi yang dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan target tercapai melalui 

supervisi/monitoring internal dan perkembangan luas areal kelapa sawit yang berhasil di tanam monitoring internal, hasil monitoring internal 
ekseternal selama pelaksanaan oileh kelompok tani, jumla'h produksi Tandan Bua'h Segar semua pihak terkaitbterkoordinasi dgn baik, 
program? (TBS) yang dihasil kan oleh Petani, tingkat kesejahteraan yg meliputi PPL, kecamatan dan instansi 

petani, dampak alam sekitar stela'h beralihnya lahan dari hutan terkait yg ada dilapangan. Untuk monitoring 
sekunder menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. eksternalnya program atau kegiatan telah 

terlaksana sesuai petunjuk teknis 
10 Apa tindak-lanjut hasil Dari hasil supervisi yang dilakukan j ika terdapat Perbaikanjika ada yg perlu diperbaiki 

supervisilmonitoring internal dan penyimpangan seperti adanya petani yang menanam di areal 
ekseternal selama pelaksanaan hutan lindung atau KBK akan menjadi catatan untuk segera 

I program? dilakukan perbaikan. 
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11 Apakah pelaksanaan program Pengembangan program perkebunan kelapa sawit dikabupaten Telah memilikijadwal pelaksanaan yg sesuai 
pengembangan perkebunana kelapa nunkan telah diprogramkan dan dijadwalkan yang tertuang dengan rencana pembangunan jangka 
sawit rakyat di Kab. Nunnkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menengah. 
memiliki jadwal yang telah kabupaten Nunukanselama 5 Tahun kedepan. 
disepakati? 

12 Apakahjadwal tersebutjuga Pengembangan program perkebunan kelapa sawit di Jadwal tsb kurang diketahui oleh petani sawit 
diketahui dan dipatuhi oleh petani Kabupaten Nunukan yang telah dijadwalkan ditingkat petani dikarenakan blum optimalnya komonikasi dgn 
perkebunan kelapa sawit? tidak diketahui. koordinasi antara petani dan penyelenggara 

kegiatan. 
13 Bagaimanajadwal tersebut Jadwal yang ditentukan dalam pelaksaan program Jadwal pengembangan perkebunan cukup 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan kalapa sawit sangat berpengaruh berpengaruh terhadap pelaksanaan program 
program pengembangan pada pemerataan pelaksanaan kegiatan di setiap wilayah yang dikarenakan cepat atw Iambat 
perkebunana kelapa sawit rakyat di ada di Kabupaten nunukan danjumalah anggara yang tersedia. pelaksanaannya dipengaruhimolehnpetani 
Kab. Nunukan? dalam menerapkan kegiatan dilahan kebun 

mereka. 
D PROD UK 
I Bagaimana program pengembangan Sangat berpengaruh indikator yang dapat dipakai adalah Bentuk program atw kegiatan berupa bibit 

perkebunana kelapa sawit rakyat adanya Iaporan statistik perkebunan rakyat yang terns unggul, pupuk dan sapras, hal ini membantu 
berpengaruh terhadap peningkatan meningkat, adanya Iapaoran Perusahaan Besar swasta ban yak peningkatan produksi kelapa sawit 
produksi kelapa sawit di Kab. masyarakat yang menjual TBS mereka di Pabrik Kelapa sawit 
Nunukan? mereka. 

2 Seberapa besar capaian produksi Tingkat produksi tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang Capaian produksi sa wit rakyat hamper 
sawit rakyat sebelum dan sesudah mencapai 3 I . 921. I 90 Kg data statistik ini diperoleh dari mendekati target renstra. 
program tersebut dilaksanakan? petugas penyuluh lapangan yang ada di wilayah Kabupaten 

Nunukan 

3 Kendala atau faktor-faktor Faktor penghambat dalam capaian tersebut adalah banyaknya Capaian program ditentukan oleh beberapa hal 
penghambat apa saja yang hama yang menyerang tanaman mereka yang bel urn sesuai juknis kegiatan, an tara lain: sosialisasi 
berpengaruh terhadap capaian menghasilkan kegiatan sebagai Iangkah awal, koordinasi dan 
terse but? melakukan identisifikasi atau CP/CL. 
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4 Faktor-faktor pendukung apa saja Faktor pendukungnya adalah adanya bantuan bibit kelapa Kendalanya : kondisi geografis, motifasi dan 

yang berpengaruh terhadap capaian sawit yang bersertifikat dan gratis oleh pemerintah kabupaten tingkat pendidikan dan pengetahuan petani 
tersebut? Nunukan, adanva bantuan sarana dan Prasarana produksi masih rendah. 

5 Hal-hal apa saja yang perlu Untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit rakyat Menstimulasi petani atw meransang petani 
dilakukan untuk lebih adanya dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh agar dalam berbudidaya kelapa sawit 
meningkatkan hasil produksi sawit pemerintah kabupaten nunukan seperti pmyediaan pupuk yang menggunakan pupuk dalam pemeliharaannya 
rakyat? ber kontinyu, pembangunanjala usaha tani, pendampingan dgn memberikan bantuan pupuk, kemudian 

yang terns menerus. menginformasikan kepetani agar selalu 
menggunakan bibit yang bersertifikat 

I (unggul). 
6 Bagaimana implementasi program Program pengembangan perkebunana kelapa sawit rakyat Dengan diimplementasikannya perkebunan 

pengembangan perkebunana kelapa yang ditawarkan kepada masyarakat diberikan dengan Cuma- kelapa sawit rakyat membantu meningkatkan 
sawit rakyat berpengaruh terhadap Cuma atau hibah tanpa adanya pergantian dengan didukung pendapatan petani sawit dimana harga rata2 
peningkatan pendapatan sarana dan prasarana yang memadai kelapa sa wit berkisar antara 1.400- 1. 800/kg 
petani/kelompok tani di Kab. TBS dan perhektarnya produksi kelapa sa wit 
Nunukan? rakyat sebesar 15 - 17 ton!ha/tahun. 

7 Seberapa besar persentase Peningkatan pendapatan petani sangat beragam sangat Dengan adanya program tersebut membantu 
peningkatan pendapatan petani tergantung dari keseriusan petani tersebut untuk berusaha meningkatkan pendapatan petani, ditil\iau dari 
setelah mengikuti program dalam memanfaatkan bantuan yang di berikan oleh segi peme1iharaan kelapa sawit adanya 
pengembangan? Pemerintah Kabupaten Nunukan. bantuan pupuk yag diberikan dan bibit unggul 

yang diperoleh meningkatkan produktifitas 
hasil kebun. 

8 Seberapa besar persentase Luas areal perkebunan rakyat setelah adanya program Sebelum program luas perkebunan kelapa 
peningkatan area!Iahan perkebunan pengembangan perkebunan kelapa sawit sampai tahun ini sa wit± 11.000 ha dan setelah program 
sawit petani sebelum dan setelah yang terdata seluas 9.853 Ha tanaman kelapa sawit dilaksananakan menjadi 23.000 ha. 
mengikuti program pengembangan? masyatrakat yang telah menghasilkan 

9 Dalam hal apa saja peningkatan Indikator keberhasilan Masyarakat Petani kelapa sawit di Semakin meningkat produksi TBS kelapa 
produktivitas dan pendapatan harapkan sudah mandiri setelah kebun mereka menghasilkan sawit dan harga jualnya maka semakin 
berdampak pada peningkatan tandan buah segar (TBS), adailya perubahan pola hidup yang meningkat pendapatan petani yang berdampak 
kesejahteraan petani sawit? Iebih baik. kepada meningkatkan kesejahteraannya. 
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A CONTEXT 
1 Apakah Bapak!Ibu Iya, saya mengetahui infonnasi Ya tau .. program perencanaan pengembangan Iya Tabu 

mengetahui infonnasi tentang program yang akan perkebunan tertuang dalam rencana strategis Dinas 
tentang program membantu perkebunan kelapa Pertanian dan ketahanan Pangan kabupaten 
pengembangan perkebunan sawit rakyat. Nunukan selama 5 tahun kedepan. 
kelapa sawit rakyat dari 
Pemerintah Kab. Nunukan? 

2 Jika "lya", dari mana Semua informasi tentang Infonnasi kegiatan pengembangan perkebunan Dari Penyuluh Pertanian 
Bapak!Ibu memperoleh perkebunan dan pertanian kami kelapa sawit di Kabupaten Nunukan yang 
infonnasi tersebut? dapat infonnasi dari petugas terertuang dalam Rencana Strategis Dinas 

lapangan didesa ini yaitu PPL. Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten 
Nunukan yang diencanakan selama 5 tahun, 
perencanaan pengembangan perkebunan kelapa 
sawit bersumber dari usulan proposal kelompok 
tani atau pun swadaya masyarakat baik yang di 
sampaikan kepada dinas pertanian dan ketahanan 
pangan ataupun melalui musrembang Desa 
ataupun Kecamatan yang selanjutnya diteruskan 
ke musrembang Kabupaten dengan 
mempertimbangkan alokasi sumber anggaran yang 
tersedia. 

3 Apa nama program Peningkatan produksi dan Kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit Program Pengembangan 
pengembangan perkebunana ketahanan pangan yaitu masuk dalam kegiatan Agribisnis Tanaman Kelapa 
kelapa sawit rakyat tersebut? pengadaan pupuk, selain itu a. Pengembangan Bibit unggul Pertanian/ Sa wit 

ada juga pengembangan luas perkebunan dengan pengadaaan bibit kelapa 
areal kebun sawit. sawit yang bersertifikat 

b. Peningkatan Mutu dan keamanan pangan 
dengan pengadaan sarana produksi pertanian 
perkebunan seperti_j)enyediaan pupuk NPK. 
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4 Apakah Bapak/Ibu tahu Menurut kami program a Maksud dari program pengembangan kegiatan Tahu, untuk meningkatkan 

miiksud dan tujuan program tersebut bertujuan untuk perkebunan kelapa sawit yaitu menambah pendapatan dari masyarakat 
pengembangan tersebut? meningkatkan produksi TBS luasan perkebunan kelapa sa wit yang ada di petani 

(Tandan Buah Segar) kelapa kabupaten nunukan 
sawit dan meningkatkan b. Adapun tujuan dari program pengambangan 
pendapatan petani sawit. perkebunan kelapa sawit tidiik lain adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pengembangan perkebunan kelapa 
sa wit ayang terarah. 

5 Apakah Bapak!Ibu Kami sebagai petani sawit Dengan adanya program ini iikan lebih mudah Terlihat dalam program 
memanfaatkan atau terlibat mendapat dan memanfatkan dalam proses pengambilan data tersebut mulai buka laban 
dalam program tersebut? I program tersebut. sampai tanam 

6 Apakah Bapak!Ibu merasa Tentu saja bermanfaat dalam Iya sangat bermanfaat, dikareniikan dengan adanya Sangat bermanfaat karena bisa 
program tersebut bermanfaat pengembangan perkebunan program pengembangan program perkebunan mengurangi pengangguran di 
dalam pengembangan kelapa sawit rakyat karena kelapa sawit rakyat tersebut masyariikat iikan masyariikat 
perkebunan kelapa sawit petani merasa terbantu dalam mendapatkan pendapatan atau income lebih, 
riikyat? usabanya. dengan berkebun kelapa sawit yang terarah dengan 

miiksud penggunaan plasma nutfah atau bibit 
kelapa sawit yang bersertifikat, cara budidaya 
kelapa sawit hingga cara panen yang benar ada di 
program yang telah direncanakan, sehingga akan 
menjadikan petani sawityang_profesional. 

7 Menurut Bapak/Ibu, apa Kelemahan program Kelemahan program pengembangan perkebunan Kelemahan petani penerima 
kelemahan dan kekuatan peningkatan produksi dan mutu kelapa sawit dari sisi pendanaan yang sangat program belurn 
program baru yang dapat program adalah menjadikan terbatas sehingga bantuan yang disalurkan ke 
diidentifikasi dibanding petani sawit terbiasa dengan masyarakat juga terbatas. 
program terdahulu? bantuan, nilai positifnya adalah Kekuatan dari program pengembangan 

petani sudah sadar iikan perkebunan kelapa sawit saat ini adalah penentuan 
pentingnya pemupukan lahan yang iikan diguniikan atau dibantu lebih 
terhadap produksi. terorganisir dan terarah. 
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8 Apakah program tersebut Semua program yang telah Iya sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini Semua program yang telah 

sesuai dengan kebutuhan dilaksnakan sesuai dengan dikarenakan banyaknya lahan masyarakat yang dilaksnakan sesuai dengan 
petani sawit? kebutuhan petani sawit baik bel urn dimanfaatkan, bahwa tanaman kelapa sawit kebutuhan petani sawit baik 

pengembangan luas areal sangat menjanjikan dikarenakan adanya pengembangan luas areal 
maupun peningkatan mutu dan pengolahan pabrik kelapa sawit yuang telah ada di maupun peningkatan mutu dan 

lproduksi. kabupaten nunukan. produksi. 
9 Dalam hal apa saja program Secara financial manfaat bagi Adapun indikator bermafaatnya adalah : Secara financial manfaat bagi 

tersebut bermanfaat bagi petani adalah tidak a. Dari segi plasma nutfa atau bibit kelapa sawit petani adalah tidak 
petani sawit? mengeluarkan lagi biaya untuk bahwa petani rakyat sangat terbatas mengeluarkan lagi biaya untuk 

mempertahankan produksi pengetahuannya dalam memilih dan dan mempertahankan produksi 
sawitnya demikian pula dengan memperoleh bibit yang baik dan benar yang sawitnya demikian pula dengan 
pengembangan areal. disesuaikan dengan standar serta harga bibit pengembangan areal. 

yang tidak bisa dijangkau oleh petani rakyat. 
b. Cara budidaya kelapa sawit, banyak petani yang 

bisa bertani tapi untuk membudidayakan kelapa 
sawit harus mempunyai keahlian khusus, baik 
cara membibit, memilih bibit, pemupukan, cara 
pan en. 

c. Penyediaan saprodi dalam hal ini adalah 
penggunaan pupuk yang baik dan benar, yang 
sesuai dengan standar pemupukan kelapa sawit. 

10 Berikan tanggapan Tingkat kesiapan saya kira Tingkat kesiapan program pengembangan kalapa Tingkat kesiapan saya kira 
Bapak!Ibu terhadap tingkat cukup karena ada informasi sawit di Kabupaten Nunukan sudab di persiapkan cukup karena ada informasi 
kesiapan program dilapangan tentang kebutuhan dan direncanakan hingga 5 tahun kedepan dengan dilapangan tentang kebutuhan 

petani sebelum program mencakup luas beberapa wilayah yang ada di petani sebelum program 
dilaksanakan, seperti legalitas Kabupaten Nunukan dilaksanakan, seperti legalitas 
lahan, kebutuhan petani, lahan, kebutuhan petani , 
kel engkapan administrasi kelengkapan administrasi 
pet ani. petani. 
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B INPUT 
1 Apakah Bapak/Ibu Proses aturan penyusunan Dasar dari penyusunan program pengembangan Proses aturan penyusunan 

mengetahui dasar aturan prograrn/kebijkan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten prograrn!kebijkan 
penysunan pengembangan sawit rakyat Nunukan adalah permentan 18 tahun 2016 tentang pengembangan sawit rakyat 
program!kebijakan tentu kami tidak mengetahui, Pedoman Peremajaan Perkebunan kelapa sawit, tentu kami tidak mengetahui, 
pengembangan perkebunana tetapi kami yakin bahwa dengan dasar tersebut pemerintah kabupaten tetapi kami yakin bahwa 
kelapa sawit rakyat di Kab. program ini dilaksanakan Nunukan dapat membuat program yang program ini dilaksanakan 
Nunukan? berdasarkan kebutuhan sasaran berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana berdasarkan kebutuhan sasaran 

petani. strategis (Renstra). Kabupaten Nunukanhingga 5 petani. 
tahun kedepan. 

2 Apakah Bapak/Ibu Sampai saat ini, pembagian Ya: .. ada yaitu: Sampai saat ini, pembagian 
memperoleh petugas teknis/SOP tidak a. Permentan Nomor 18 tahun 2016 Tentang petugas teknis/SOP tidak 
Panduan/pedoman diberikan oleh petugas, namun Pedoman Peremajaan perkebunan kelapa sawit diberikan oleh petugas, namun 
Pelaksanaan dan!atau penyampaian secara Iisan b. Pedoman teknis/ Petunjuk teknis Kegiatan penyampaian secara Iisan 
Petunjuk Teknis/SOP yang dengan malalui pertemuan saya Pengembangan kelapa sawit. dengan malalui pertemuan saya 
menjadi acuan dalam dengan petugas teknis saya kira dengan petugas teknis saya kira 
implementasi program dari sudah cukup jelas. sudah cukup j elas. 
petugas? 

3 Apakah Bapak/Ibu merasa Menurut hemat kami, saya kira Permentan Nomor 18 tahun 2016 Tentang Menurut hemat kami, saya kira 
aturan tersebut sesuai aturan yang dilaksanakan telah Pedoman Peremajaan perkebunan kelapa sawit aturan yang dilaksanakan telah 
dengan program sesuai dengan program merupakan dasar sehingga harus di dipadukan sesuai dengan program 
pengembangan? pengembangan tersebut. dengan program pengembangan perkebunan pengembangan tersebut. 

kelapa sawit rakyat yang akan dibuat oleh 
pemerintah kabupaten nunukan. 

4 Menurut Bapak/Ibu, Ketersedi aan sarana prasarana Sarana dan pnisarana merupakan hal yang utama Ketersediaan sarana dan 
bagaimana kesiapan pendukungjika dijadikan dalam upaya mendukung terlaksananya program prasarana pendukungjika 
implementasi program acuan parameter kesiapan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dijadikan acuan parameter 
ditinjau dari ketersediaan implementasi program usaha yang ada di kabupaten Nunukan seperti: kesiapan implementasi program 
sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa a. Adanyajalan penghubung sepertijalan usaha usaha dapat disimpulkan bahwa 
pendukung? kesiapan petugas sudah terukur tani, jalan produksi pada kebun-kebunkelapa kesiapan petugas sudah terukur 

dengan baik. sa wit. sengan baik. 
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No 

5 

6 

7 

8 

Pertanyaan Wawancara 

Apakah sarana dan prasarana 
yang disediakan 
dimanfaatkan secara 
maksimal? 

A pakah terdapat personil 
atau tim teknis/petugas yang 
khusus bertugas dalam 
implementasi program? 
Apakah terdapatjob 
description (pembagian 
kerja) yangjelas dalam 
pelaksanaan program dan 
kegiatan? 

Bagaimana metode dan 
strategi pelaksanaan program 
pengembangan? 

Pemanfaatan sarana dan 
prasarana menurut kami telah 
terlaksana dengan baik. 

Tentu saja ada karena program 
tidak akan terlaksana jika tidak 
ada tim teknis. 

Mengenai pembagian kerja 
menurut kami telah disusun 
dengan rapi oleh tim, melalui 
tahap persiapan sampai 
implementasi program 
terlaksana. 
Kami berpikir bahwa tahap 
awal sebelum diprogramkan 
suatu kegiatan adalah 
pendataan dilapangan tentang 
kebutuhan petani 

b. Penyediaan kebutuhan pupuk baik yang 
subsidi maupun pupuk non subsidi, penyediaan 
obat-obatan. 

c. Adanya alat pengolahan kelapa sawit dalam 
hal ini adanya beberapa PKS (Pabrik kelapa 
Sawit) yang tersebar di kabupaten Nunukan 
yang siap menerima Tandan Buah segar dari 
masyarakat setempat. 

d. Adanya dukungan ketersediaan tenninal 
ataupun pelabuhan 

Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit 
yang ada di Kabupaten Nunukan dan dengan 
sarana dan prasarana yang tersedia akan sangat 
membantu petani kelapa sawit dan akan digunakan 
semaksimal mungkin. 
Ada ... petugas yang melaksanakan kegiatan 
tersebut yang berasal dari Dinas Pertanian dan 
Ketahanan pangan kabupaten Nunukan yang 
mengawal kegiatan tersebut 
Pembagian tugas atau job describtion harus 
dilakukan sebagai bentuk kerja tim sehingga 
pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik 
sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat. 

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan 
program dengan melakukan koordinasi ketingkat 
Desa dan Kecamatan serta petugas penyuluh 
lapangan tentang kesiapan lahan yang akan 
digunakan dan, kesiapan petani sebagai penerima 
bantuan 

Pemanfaatan sarana dan 
prasarana menurut kami telah 
terlaksana dengan baik. 

Tentu saja ada karena program 
tidak akan terlaksana jika tidak 
ada tim teknis. 

Mengenai pembagian kerja 
menurut kami telah disusun 
dengan rapi oleh tim, melalui 
tahap persiapan sampai 
implementasi program 
terlaksana. 
Kami berpikir bahwa tahap 
awal sebelum diprogramkan 
suatu kegiatan adalah 
pendataan dilapangan tentang 
kebutuhan petani 
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9 Apakah tersedia anggaran Tentu saja tersedia anggaran Anggaran pengembangan perkebunan kelapa sawit Tentu saja tersedia anggaran 
yang memadai untuk tersebut karena program tidak rakyat mempunyai beberapa sumber anggaran tersebut karena program tidak 
menunjang pelaksanaan akan terlaksana jika anggaran seperti APBD I, APBD II dan Dana APBN akan terlaksana jika anggaran 
program? tidak cukup, karena petani tidak cukup, karena petani 

masih mengharapakan bantuan masih mengharapakan bantuan 
dari pemerintah. dari pemerintah. 

10 Menurut Bapak/Ibu, Tidaktau Strategi pengolahan anggaran yang dilakukan Tidak tau 
bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal ini 
pengelolaan anggaran dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan telah 
pelaksanaan program berkoordinasi baik tingkat Provinsi dan Pusat 
pengembangan sawit? untuk melakukan pengelolaan anggaran untuk 

kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nunukan 
c PROSES 
I Ada sosialisasi, karena adanya Pelaksanaan program perkembangan kelapa sawit Ada sosialisasi, karena adanya 

Apakah terdapat proses sosialisasi maka petani dapat rakyat yang ada dikabupaten nunukan akan selalu sosialisasi maka petani dapat 
sosialisasi sebelum dan mengetahui manfaat dan tujuan di sosialisasikan di masyarakat, sehingga mengetahui manfaat dan tujuan 
selama pelaksanaan program program yang akan masyarakat yang mempunyai lahan yyang program yang akan 
pengembangan perkebunana dilaksanakan. tergabung dalam kelompok tani dapat dilaksanakan. 
kelapa sawit rakyat di Kab. mengusulkan permohonan untuk menjadi peserta 
Nunukan? program pengembangan perkebuna kelapa 

sawitrakyat di kabupaten Nunukan. 

.2 Pihak mana saja yang Biasanya pihak yang terlibat Pihak yang terlibat dalam sosialisasi Biasanya pihak yang terlibat 
terlibat dalam sosialisai adalah dari dinas pertanian pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat adalah dari dinas pertanian 
pengembangan dan bidang perkebunan, yang ada dikabupaten nunukan adalah : bidang perkebunan, pemerintah 
pelaksanaan program? pemerintah setempat yang a. Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan setempat yang terkait, PPL 

terkait, PPL serta petani 
b. Pemerinan Kecamatan serta petani sebagai sasaran 

sebagai sasaran program. 
Kepala Desa atau Lurah 

program. 
c. 

d. Babinsa 

e. Tokoh masyarakat, dan masyarakat petani 
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3 Bagaimana koordinasi antar Koordinasi antar instansi Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Koordinasi antar instansi saling 
instansi dan instansi kepada saling mendukung dengan Nunukan dalam melaksanakan program mendukung dengan 
petani dalam pelaksanaan terlaksananya program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat terlaksananya program 
program? pengembangan perkebunan akan berkoordinasi ke pada pihak kantor Desai pengembangan perkebunan 

sawit rakyat. Lurah dan Kecamatan sebagai pemegang wilayah sawit rakyat. 
yang mengetahui Iahan-lahan masyarakat yang 
diajukan tidak sedang bermasalah, sehinggah 
perlunya melampirkan rekomdasi Desai Lurah dan 
Camat sebagai bentuk bah wa kegiatan 
perkembangan perkebunan kelapa sawit rakyat 
akan dilaksanakan diwilayah mereka. 

4 Apakah terdapat pembinaan Pembinaan dan pendapingan Selain sosialisasi kegiatan masyarakat petani Pembinaan dan pendapingan 
dan pendampingan selama biasanya dilakukan oleh PPL kelapa sawit kabupaten Nunukan sebagian biasanya dilakukan oleh PPL 
pelaksanaan program setempat karena antar petani merupajkan Eks TKI yang bekerja sebagai buruh setempat karena antar petani 
pengembangan perkebunana dan PPL telah saling kelapa sawit yang ada di negara malaysia sehingga dan PPL telah saling mengenaL 
kelapa sawit rakyat di Kab. mengenaL petani tersebut mempunyai dasar dalam 
Nunukan? membudidaya tanaman kelapa sawit, tetapi akan 

tetap dilakukan pendampingan sebagi bentuk 
keseriusan pemerintah kabupaten nunukan dalam 
menjalankan program terse but. 

5 Adakah penyuluhan dan Penyuluhan selalu ada yang Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Penyuluhan selalu ada yang 
pendidikan yang diberikan dilakukan oleh PPL dan ketahanan pangan terns dilakukan baik dilakukan oleh PPL. 
untuk meningkatkan melauli PPL setempat dan pendidikan atau 
produktivitas? pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan dengan 
menghadirkan nara sumber yasng berkompeten. 

6 Jenis penyuluhan dan Penyuluhan tentang budidaya Adapunjenis penyuluhan dan pendidikan yang Penyuluhan tentang budidaya 
pendidikan apa saja yang kelapa sawit. pernah diberikan adalah sebagai berikut : kelapa sawit. 
telah diberikan oleh petugas? a. Cara budi daya kelapa sawit 

b. Pelatihan Falsafah Kultur Teknis kelapa sawit 

43300.pdf



·,.·. -·' .,,,._: :.· . ;: i·;·,-•:,._· . . ·'. -·J. :-:. ·_.:,:·:. · : • ··Jaw~lian'!Keteranl!an.Info!'iil~n,~;•;, .. ;_v::~:\; "'''"~F.,•:'',.'{:f\5'}:.>."' .';;-.•.·.'. '· .. ., .·;,• 

.. · N:o :.'.fertilnya:mWawa~i:ara 
. '• ., .. ·_:''~ .. ' ~ . ,'! 

~ .. ·.:··_·:> :- :''Petani SaWiw,, ·_.,,.,..c..: I; ' · J.· )', ·.: .. ·_::::-:,.;:~~;~"-Peta'hrsawit.;z_,._,,:··-/ :-·:;~~·i;·!i:·.i!~·:,j'({~-~-!.;~l-: ~;;f::,;C:s2/,. iPetiiiiiiSawit~31,'.• · • -· ~:.: . ;: -:-: ~ . . .. 
7 Bagaimana model Pertemuan dengan kelompok Metode pembinaan dan pendampingan yang Pertemuan dengan kelompok 

pembinaan dan tani, anjang sana secara dilakukan secara perkelompok dan persusif tani, anj ang sana secara 
pendampingan selama individual kemudian individual kemudian berdiskusi 
pelaksanaan program? berdiskusi tentang usaha tani tentang usaha tani kelapa 

kelapa sawit. sa wit. 
8 Apakah staf/petugas yang Petugas aktif dalam setiap Petugas atau stafyang ditunjuk dalam pembinaan Petugas aktif dalam setiap 

terlibat dalam pelaksanaan kegiatan selama program bertugas dengan baik ini dikarenakan petugas kegiatan selama program 
program menangani kegiatan berlangsung, dan terlaksana tersebut telah mendapat pelatihan tentang berlangsung, dan terlaksana 
selama program berlangsung dengan baik. pembinaan dan teknik budidaya kelapa sawit. dengan baik. 
dengan baik? 

9 Apa kendala/kesulitan yang 
Selama pelaksanaan Kendala pasti ada tetapi kendala tersebut dapat di Selama pelaksanaan 
pembinaan program minimal is dengan memanfaatkan PPL setempat pembinaan program 

dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan tidak ada sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian dan pengembangan tidak ada 
pembinaan program kesulitan selama kegiatan Ketahanan Pangan kabupaten Nunukan. kesulitan selama kegiatan 
pengembangan? lahan tidak bermasalah. laban tidak bermasalah. 

10 Apakah terdapat Selam ini petugas meninjau Ya pasti di karenakan perkebunan kelapa Sawit Selam ini petugas meninjau 
supervisi/monitoring internal caJon lokasi/calon petani merupakan komoditas perkebunan yang caJon lokasi/calon petani cukup 
dan ekseternal selama cukup sekali setelah itu menjanjikan di masa depan sehingga pemantauan sekali setelah itu pelaksanaan 
pelaksanaan program pelaksanaan program bantuan perkembangan pembangunan perkebunan kelapa program bantuan kelokasi . 
pengembangan perkebunana kelokasi. Mengenai supervisi/ sa wit terns mendapat perhatian. Mengenai supervisi/monitoring 
kelapa sawit rakyat di Kab. monitoring biasanya biasanya dilaksanakan pada 
Nunukan? dilaksanakan pada akhir tahun akhir tahun sekali dari Dinas 

sekali dari Dinas yangbterkait yang terkait karena untuk 
karena untuk melihat secara melihat secara jelas jika ada 
jelas jika ada bantuan dari bantuan dari pemerintah betul 
pemerintah betul ada dan ada dan program tersebut 
program tersebut terlaksana terlaksana dengan baik 
dengan baik 

11 Pihak atau siapa saja yang Tidak ada supervisi, hanya Ada beberpa instansi terkait yang sering Tidak ada supervise, hanya 
melakukan supervisi selama PPL tempat kami bertanya. melakukan supervisi seperti BPS, petugas PPL tempat kami bertanya. 

I pelaksanaan program? Statistik Perkebunan (internal), LSM Lingkungan 
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12 Apa basil pelaksanaan Tidak ada Hasil dari supervisi yang di1akukan untuk Tidakada 
supervisilmonitoring internal I mengetahui perkembangan luas areal ke1apa sawit I 
dan ekseternal selama yang berhasil di tanam oi1eh kelompok tani, 
pelaksanaan program? jumlah produksi Tandan Buab Segar (TBS) yang 

dibasil kan o1eh Petani, tingkat kesejabteraan 
petani, dampak alam sekitar stelah beralihnya 
lahan dari hutan sekunder menjadi 1ahan 
perkebunan kelapa sawit. 

13 Apa tindak-lanjut basil Tidak ada Dari basil supervisi yang dilakukanjika terdapat Tidakada 
supervisilmonitoring internal penyimpangan seperti adanya petani yang 
dan ekseternal selama menanam di areal butan lindung atau KBK akan 

lJlelaksanaan program? menjadi catatan untuk segera dilakukan perbaikan. 
14 Apakah pelaksanaan Tidak tau Pengembangan program perkebunan ke1apa sawit Tidak tau 

program pengembangan dikabupaten nunkan telab diprogramkan dan 
perkebunana kelapa sawit dijadwalkan yang tertuang dalam Renstra Dinas 
rakyat di Kab. Nunukan Pertanian dan Ketabanan Pangan kabupaten 
memiliki jadwal yang telab Nunukanselama 5 Tabun kedepan. 
disepakati? 

]5 Apakah jadwal tersebut juga T idak diketahui Pengembangan program perkebunan kelapa sawit Tidak diketahui 
diketahui dan dipatuhi oleh di Kabupaten Nunukan yang telab dijadwalkan 
petani perkebunan kelapa ditingkat petani tidak diketahui. 
sa wit? 

16 Apakah pelaksanaan Tidak tau Ya sesuai denganjadwa1 yang ditentukan dalam Tidaktau 
program sesuai dengan renstra Dinas Pertanian dan Ketabanan Pangan 

ljadwal? Kabupaten Nunukan. 
17 Bagaimana jadwal tersebut Tidak tau Jadwal yang ditentukan dalam pelaksaan program Tidaktau 

berpengaruhterhadap pengembangan perkebunan kalapa sawit sangat 
pe1aksanaan program berpengaruh pada pemerataan pelaksanaan 
pengembangan perkebunana kegiatan di setiap wi1ayah yang ada di Kabupaten 
kelapa sawit rakyat di Kab. nunukan dan jumalah anggara yang tersedia. 
Nunukan? 
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IS Hambatan-hambatan apa Program dari Dinas Pertanian Hambatan yang sering dijumpai seperti kurangnya Program dari Dinas Pertanian 
saja yang dijumpai seiama yang masuk dikelompok tani ketersdiaan bibit yang bersertifikat yang ada di yang masuk dikelompok tani 
pelaksanaan program dan adalah bantuan pupuk dan penangkar setempat, sehingga perlu keluar daerah adalah bantuan pupuk dan 
kemungkinan j ika program bib it, hambatannya adalah jika untuk mendapatkan bibit yang bersertifikat, bib it, hambatarmya adalah j ika 
dilanjutkan? bantuan tidak cukup maka ada adanya petani yang menjual bantuan yang bantuan tidak cukup maka ada 

anggota keiompok yang tidak diberikan. anggota kelompok yang tidlik: 
sepaham. sepaham. 

D PROD UK 
I Bagaimana program Produksi sawit meningkat. Sangat berpengaruh indikator yang dapat dipakai Produksi sawit meningkat. 

pengembangan perkebunana adalah adanya laporan statistik perkebunan rakyat 
kelapa sawit rakyat yang terus meningkat, adanya lapaoran Perusahaan 
berpengaruhterhadap Besar swasta banyak masyarakat yang menjual 
peningkatan produksi kelapa TBS mereka di Pabrik Kelapa sawit mereka. 
sawit di Kab. Nunukan? 

2 Seberapa besar capaian Sebelum ada bantuan pupuk Tingkat produksi tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sebelum ada bantuan pupuk 
produksi sawit rakyat produksi hanya I ton!ha, tetapi sa wit yang mencapai 31.921.190 Kg data statistik produksi hanya 1 ton/ha, tetapi 
sebelum dan sesudah setelah ada bantuan pupuk ini diperoleh dari petugas penyuluh lapangan yang setelah ada bantuan pupuk 
program tersebut paling rendah produksinya I ada di wilayah Kabupaten Nunukan paling rendah produksinya I 
dilaksanakan? ton!halbulan. ton/halbulan. 

3 Faktor-faktor pendukung apa Faktor utama yang sangat Faktor pendukungnya adalah adanya bantuan bibit Faktor utama yang sangat 
saja yang berpengaruh berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit yang bersertifikat dan gratis oleh berpengaruh terhadap produksi 
terhadap capaian tersebut? tersebut adalah pupuk. pemerintah kabupaten Nunukan, adanya bantuan tersebut adalah pupuk. 

sarana dan Prasarana P!Oduksi 

4 Kendala atau faktor-faktor Jika ada pupuk produksi tinggi, Faktor penghambat dalam capaian tersebut adalah Jika ada pupuk produksi tinggi, 
penghambat apa saja yang tetapi jika tidak dipupuk maka ban yak nya hama yang menyerang tanaman tetapi jika tidak dipupuk maka 
berpengaruhterhadap produksinya rendah. mereka yang bel urn menghasilkan produksinya rendah. 
capaian tersebut? 

5 Hal-hal apa saja yang perlu Pemupukan yang teratur Untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit Pemupukan yang teratur 
dilakukan untuk lebih sehingga produksi sawit akan rakyat adanya dukungan sarana dan prasarana sehingga produksi sawit akan 
meningkatkan hasil produksi lebih meningkat, jika kalau I yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten Iebih meningkat, jika kaiau 
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sawit rakyat? perlu harapan petani disini, nunukan. perlu harapan petani disini, 
agar ada agen pupuk di Sei agar ada agen pupuk di Sei 
Menggaris. Menggaris. 

6 Bagaimana implementasi Didesa Srinanti, adanya Program pengembangan perkebunana kelapa sawit Didesa Srinanti, adanya 
program pengembangan program dari Dinas Pertanian rakyat yang ditawarkan kepada masyarakat program dari Dinas Pertanian 
perkebunana kelapa sawit bidang perkebunan sangat diberikan dengan Cuma-Cuma atau hibah tanpa bidang perkebunan sangat 
rakyat berpengaruh terhadap dirasakan oleh kelompok tani adanya pergantian dengan didukung sarana dan dirasakan oleh kelompok tani 
peningkatan pendapatan dengan peningkatan produksi prasarana yang memadai. dengan peningkatan produksi 
petani/kelompok tani di Kab. buah sawit sehingga buah sawit sehingga 
Nunukan? meningkatkan pendapatan meningkatkan pendapatan 

I petani. pet ani. 
7 Seberapa besar persentase Ada peningkatan 50 persen. Peningkatan pendapatan petani san gat beragam Ada peningkatan 50 persen. 

peningkatan pendapatan sangat tergantung dari keseriusan petani tersebut 
petani setelah mengikuti untuk berusaha dalam memanfaatkan bantuan 
program pengembangan? yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Nunukan. 

8 Seberapa besar persentase Disini hanya peningkatan mutu Luas areal perkebunan rakyat setelah adanya Disini hanya peningkatan mutu 
peningkatan areallahan dan kwantitas produksi, tidak program pengembangan perkebunan kelapa sawit dan kwantitas produksi, tidak 
perkebunan sawit petani ada penambahan areallahan sampai tahun ini yang terdata seluas 9.853 Ha atau ada penambahan areallahan 
sebelum dan setelah karena terbatas. . o/c mencapa1. ...... o karena terbatas. 
mengikuti program 
pengembangan? 

9 Dalam hal apa saja Adanya peningkatan Indikator keberhasilan Masyarakat Petani kelapa Adanya peningkatan 
peningkatan produktivitas pendapatan maka sebagian sawit di harapkan sudah mandiri setelah kebun pendapatan maka sebagian 
dan pendapatan berdampak petani dapat berusaha disektor mereka menghasilkan tandan buah segar (TBS) petani dapat berusaha disektor 
pada peningkatan lain, misalnya usaha klatungan. lain, misalnya usaha klatungan. 
kesejahteraan petani sawit? 

10 Apakah tujuan-tujuan yang Kalau tujuan peningkatan Ya ... tercapai adapun beberapa tujuan yang Kalau tujuan peningkatan 
ditetapkan dalam program produksi sepertinya sudah diharapkan dari program pengembangan produksi sepertinya sudah 
sudah tercapai? tercapai tetapi berbicara 1 perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai berikut : tercapai tetapi berbicara 
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mengenaipengernbangan a. Bertarnbahnya !uasan perkebunan kelapa sawit mengenai pengembangan 
area/laban dikelompok kami rakyat yang ada di kabupaten Nunukan area/laban dikelompok kami 
tidak ada lagi penambaban I uas b. Adanya keberagaman komoditas yang tidak ada lagi penambahan luas 
laban. diusabakan oleh petani pekebun yang ada di laban. 

Kabupaten Nunukan. 
c. Adanya kornoditas unggulan yang dapat 

diharapkan oleh pemerintah Kabupaten 
Nunukan sebagai salah satu ikon dalam bidang 
perkebunan. 

d. Adanya peningkatan kesejabteraan petani 
rakyat yang ada di kabupaten Nunukan. 

11 Apakab dampak yang Adanya program mulai Program Pengernbangan perkebunan kelapa sawit Adanya program mulai 
diperoleh petani dalarn pengadaan bibit sawit dan nikyat yang laksanakan oleh pemerintah pengadaan bibit sawit dan 
waktu yang relatifpanjang peningkatan rnutu pangan, Kabupaten Nunukan dengan sasaran petani rakyat peningkatan mutu pangan, 
dengan adanya program merupakan awal dari diharapkan berdampakjangka panjang, dengan merupakan awal dari 
pengembangan sawit dari kehidupan masyarakat desa sistem budidaya kelapa sawit yang benar kehidupan masyarakat desa 
Pernerintah Kabupaten Srinanti, tingkat pendapatan dipastikan kebun yang dirawat dapat mencapai Srinanti, tingkat pendapatan 
Nunukan? dan kesejahteraan petani yang usia 30 tahun. dan kesejahteraan petani yang 

dirasakan saat ini merupakan dirasakan saat ini merupakan 
hasil dan program hasil dan program 
pengembangan dari dinas pengembangan dari dinas 
perkebunan. I perkebunan. 
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Lampiran 3: Matriks Hasil Rekapitulasi Faktor Pendukung dan Penghambat 

A. Faktor Pendukung Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 

No t. K~• .. .. ···· .. ;;~ · .. •· ... :. ; ..• •;,;'.;.t~;·:: q.j),;~.· .. ·(;(t~;; ::;;~~··;·,. .• ~ ••. ·;·~·1· .. ·.;,:,·~ ;\i~~~i~ffi:~\\i~f~~[fiJJiiHI I·,.· . . ... . ' ~ 

Program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di wilayah Kabupaten Nunukan bertujuan untuk membangun 
industri hulu dan hilir kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan Pemda Nunukan mendorong investasi di sektor sawit dan telah memasukan industri kelapa sawit kedalam 
sektor prioritas bersama industri lainnya dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

Kebijakan Umum 
Pemda Nunukan menugaskan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menjadi penanggungjawab program dan 

1 kegiatao, serta melihat peluang investasi dalam perkebunan kelapa sawit. 
Budidaya Sawit 

Untuk mendukung kebijakan program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat, Pemda dan Pemerintah Pusat 
mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai payung hukum pelaksanaan program dan kegiatan (UU, PP, Permentan, 
Juklak!Juknis/SOP). 

Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen memberi kemudahan dalam proses perizinan dengan membentuk Badan 
Pelayanan Terpadu Tatu Pintu (BPTSP) sabagai implementasi dari pelaksanaao Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 

Pembenahan sejumlah sarana infrastruktur yang relatif kondusif, baik transportasi darat maupun air untuk mendukung 
program dan kegiatao pada umumnya sudah tersedia, seperti: jalan yang dapat dilalui kenderaao roda empat untuk 
mengangkut TBS dari kebun ke lokasi pabrik; serta penyiapan sarana pelabuhan untuk tujuan ekspor. 

Dukungan dalam Ketersediaao sarana perbankan, Iistrik, organisasi petani dan sarana telekomunikasi cukup tersedia untuk mendukung 
2 Implementasi Program berinvestasi dapat lebih memacu pertumbuhan sektor ini sehingga peran dan kontribusinya dalam perekonomian daerah 

dan Kegiatan 
terns meningkat. 

Ketersediaan personil administrasi dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) masing-masing dengan pembaguan tugas jelas 
memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada peserta mulai dari penanaman, perawatan hingga panen. 

Menerapkan metode pengembangan masyarakat (community development) dalam program pengembangan kelapa sawit 

~ Operasionalisasi rakyat di mana petani sawit dan pekerja dapat saling untuk meningkatkan produktivitas kelapa sa wit. 
.) 

program dan Kebijakan Pemda Nunukan menyiapkan sejumlah pos anggaran yang bersumber dari APBD, APBD-P, dan APBN untuk menunjang 
pelaksanaao kegiatan. 
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Sosialisai program dan kegiatan kepada petani sawit intensi dilakukan sehingga para petani mengetahui syarat-syarat 
untuk menjadi peserta program, rata-rata petani memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta, dan mengetahui pelaksana 
atau organisasi yang melaksanakan program. 

Pembinaan dan pendampingan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk supervisi/ monitoring yang rutin 
dan teljadwal setiap bulan/tahun. 

Pemberian bantuan setiap tahun berupa bibit sawit, pupuk, racun hama, dan pembinaan teknis dari Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan dan Pemerintah Pusat lewat APBN. 

Pembinaan perawatan kebun sawit bagi petani mulai awal penanaman yang memang banyak perhatian, namun semakin tua 
usianya perawatan akan berkurang dan semakin banyak buahnya serta semakin berat timbangannya. 

Peningkatan capaian produksi/produktivitas TBS dibandingkan dengan target, sehingga berdampak pada peningkatan 
pendapatan petani sawit. 

Dampak Program yang 
Menjadikan tanaman kelapa sawit menjadi komoditas utama sektor perkebunan bagi masyarakat dengan sejumlah 

4 keuntungan yang diperoleh baik di sektor hulu maupun hilir. 
Diharapkan 

Kemandirian berusaha bagi kelompok tani dan anggotanya sehingga memungkinkan perluasan usaha baik secara individu 
maupun kelompok. 

Hasil produksi kebun sawit dalam bentuk TBS yang memenuhi standarisasi dan bersertifikat. 

B. Faktor Pengham bat Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sa wit Rakyat 

No .. ··.·. ~tegQriiAspek .. ··:::~';{ ':/~l.>~.·;::Y:i· '>""''' ·.· ······ ... , ..... h ••••••.••••• , •...••• ·••••••• ••• " ••••••••....•.••••••.•• ;; 
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Kemampuan manajemen dan us aha anggota kelompok tani masih Iemah, faktor sumber daya man usia (kurangnya 
pengetahuan tentang organisasi yang baik dan kebergantungan terhadap tokoh masyarakat). 

I 
Kelemahan Tata Kelola Jaringan kerja sama anggota JUga lemah (tidak ada kegiatan bersama, pemecahan masalah secara individu, serta 
dan Kelembagaan kepercayaan anggota ke pengurus atau sesama pekebun yang semakin lemah). 

Pengelolaan us aha kurang berorientasi pada pengembangan us aha; pemilik sering merangkap sebagai pekerja dalam 
berusaha; dan wilayah operasi dan networking sangat terbatas. 
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Banyak ditemui kelompok tani yang tidak aktif dan hanya sebagai sarana penyalur bantuan atau subsidi dari pemerintah 
dan perusahaan kepada pekebun rakyat. 

Salah memilih lokasi caJon kebun terkadang persoalan yang muncul pertama sekali adalah sengketa (jika masuk dalam 
kawasan hutan atau tumpang tindih) 

Tingkat pendidikan petani sawit yang dilibatkan dalam pola perkebunan sawit rakyat masih rendah mengakibatkan 
kualitas pengetahuan masyarakat tentang budidaya kelapa sawit teramat minim sehingga cenderung hanya mampu 
menanam tetapi tidak mampu merawat dan pada akhimya menjadi hutan sawit. 

Tingkat Pendidikan Terbatasnya pengetahuan teknis pekebun rakyat tidak hanya dalam pemeliharaan tanaman, namun sejak awal 
(Pengetahuan Teknis pembangunan kebun. Banyak pekebun rakyat yang tidak tabu dan tidak juga memerhatikan kesesuaian laban sehingga 

2 Pekebun Sawit) pertumbuhan tanaman tidak optimal, produktivitas rendah, menggangu lingkungan, serta menghilangkan potensi ekonomi 

Intensitas Pembinaan tanaman lainnya. 

Teknis Kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan konsultasi oleh dinas terkait terutama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih 
kurang memadai disebabkan minimnya dana operasional, terbatasnya kualitas, dan kuantitas penyuluh pertanian. 

Pengetahuan petani masih rendah disebabkan minimnya kegiatan penyuluhan yang menyentuh langsung pekebun rakyat, 
bimbingan, dan konsultasi teknis. 

Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat tidak lepas dari faktor sosial budaya merupakan suatu kendala 
terbesar dalam memacu tingkat perkembangan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. 

Sosial Budaya dan 
Sulitnya melakukan penataan pemukiman masyarakat dalam suatu lokasi strategis untuk memudahkan pelayanan, akibat 
faktor budaya masyarakat yang tidak menghendaki pembauran!penyatuan pemukiman. 

3 Perilaku Pekebun 
Perilaku pekebun kelapa sawit rakyat yang masih cenderung memiliki budaya konsumtif dan lemah dalam pengelolaan Sawit 
keuangan usaha tani; 

Petani sawit menginginkan produksi TBS yang berlimpah, namun kurang memperhatikan hama tanaman dan kegiatan rutin 
pemupukan. 

Tingkat pendidikan dan usia pekebun rakyat menyebabkan kurangnya respons pekebun terhadap inovasi dan adaptasi 

4 Kreativitas dan Inovasi teknologi yang rendah; penguasaan iptek dan inovasi baru kurang mengakibatkan posisi tawar dan persaingan rendah; 

Pekebun Kurangnya inisiatif petani dalam melakukan pemeliharaan sesuai dengan best managemet practices; dan rendahnya 
kesadaran pekebun rakyat dalam menjaga kelestarian Iingkungan dan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. 

5 Infrastruktur (Jalan, Kondisi geografis kepulauan mengakibatkan terbatasnya aksesibilitas yang dapat menghubungkan pusat kota dengan 
Jembatan, dan Moda daerah-daerah potensial akibat kondisi_geo!!rafis_y_ang sulit dijangkau, sehi11gga_panen tidak dapat keluar jika infrastruktur 
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Transportasi) penunjang kurang memadai. 

Infrastruktur khususnya jalan belum memadai sehingga TBS masyarakat akan jatuh harganya karena tingginya biaya 
transportasi, dan jika musim hujan cenderung TBS petani swadaya tidak dapat dijual karena tidak satupun truk TBS yang 
mampu sampai ke kebun petani swadaya. 

Infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan TBS tidak dapat diangkut keluar dari kebun maka akan mengganggu 
sistem manajemen perkebunan secara menyeluruh dan lama-kelamaan faktor satu dan dua akan terimbas dan pada 
akhimya akan bangkrut. 

Dalam suatu usahatani kelapa sa wit diketahui bahwa investasi yang paling banyak menelan biaya adalah biaya pupuk dan 
pemupukan yaitu mencapai 60 persen, biaya pemupukan yang tinggi (jika lahannya kurang-tidak subur). 

Modal Usaha dan 
Modal usaha biasanya berasal dari perorangan, kelompok kecil, dan rumah tangga, serta hibah pemerintah dan pemerintah 
daerah; volume penjualan, jumlah pekelja, dan keuntungan kotor relatifkecil; 

6 Pembiayaan 
Rata-rata kendalanya dari faktor tingginya biaya pemupukan, jika harga pupuk naik atau langka maka petani kelapa sawit operasional 
akan kelimpungan. 

Petani sawit mengaku pemah mendapatkan bantuan bibit dan pupuk dari Dinas Perkebunan tahun 2009, namun belum 
mencukupi karena dibagi ke semua kelompok tani yanga ada. 

Kendala dalam pemasaran karena pembeli dari Tawau datangnya 2 bulan atau 3 bulan sekali (tidak lancar) pada tahun 
2015/2014 belum ada pabrik sawit terdekat dari kebun petani sawit. 

PKS yang ada di Kabupaten Nunukan merupakan pabrik baru, sehingga petani sa wit cenderung masih menunggu pembeli 
sawit dari Tawau 

Pembeli dari Tawau pada saat panen langsungjemputbola (membeli hasil produksi),jadi petani terima bersih, namun 

7 
Pemasaran Hasil kendalanya pembayaranya lambat, kadang 2 atau 1 bulan baru dibayar. 
Produksi Sawit Harga komoditas hasil kebun sawit (TDS) cenderung fluktuatif, berkisar antara Rp. 900 rb-1 jutalton. 1 hari satu juta tapi 

turun seratus tapi sekarang bertahan 900/ton harga tertinggi pemah dikasi satu juta sama juga harga satu juta baru enam 
kali. 

Hargajual TDS ke Tawau lebih tinggi dibanding hargajual ke PKS lokal (PT. Sampuma) pada tahun 2016, paling tinggi 
600-700 ribu rupiah untuk hasil kebun sawit yang umumya mau masak 1 tahun produksi selama satu tahun. Sementara, 
satu kelompok dapat menghasilkan hampir 70 ton satu kali musim panen (tiap 4 bulan). 
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DOKUMENTASI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 

Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Perta.rllan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 
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DOKUMENTASI PADA DINAS P ERTANIAN DAN KETAH ANAN PANGAN 

Wawancara dengan Kabid Perkebunan 

Wawancara dengan Kepala Sek.si Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) 
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DOKUMENTASI PADA KELOMPOK TANI 

Wawancara pada Kelompok Tani Fajar 

Wawancara pada Kelompok Tani Bersatu 
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DOKUMENTASI PADA KELOMPOK TANI 

Wawancara pada Kelompok Tani Sumber Sawit Maspul 

Wawancara pada Kelompok Tani llham Jaya 
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